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ABSTRAK

Nama : Ahraad Aqil

Program Studi : Kajian Islam

Judul TINJAUAN JURIDIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ACARA CERA! TALAK PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA

Islam memandang perkawinan sebagai bagian dari peribadatan sckaligus
juga menjadi bagian yang tak terpisabkan dari panggilan kebutuhan manusiawi.
Oleh karena itu, perkawinan menjadi prakhk yang integratif dengan norma-norma
sostal dan Agama, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan, Agama kut andil
dalam mengarahkan demi terwujudnya kemaslahatan vang terjalin antara kedua
pasangan vang melangsungkan perkawinan tersebut.

Kemuaslahatan tersebut berasas pada bahwa perkawinan diadakan untuk
waktu dan secara permanen, sehingga apabila di kemndian terjadi sengkete vang
berujung pada keharusan berpisah, maka, Agama pun juga membaolehkan langkah
tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

Di sekian aturan vang nampak dari paparan para ahli, Islam memberikan
hak penuh pemutusan tali perkawinan {cerai) berada di tangaen suami. Bertolak
dari fungsi suami sebagal kepale keluargs yang segala keputusan ada di
tangannya, meaka, imsiatif dan wewenang untuk menentukan pisah pun juga ada
pada tangan stami.

Namun, bukum vang diterapkan di Indonesia tidak berpedoman pads
filosofi hukum distas. Perundang-undangan Indonesiz diformat untuk mengawal
obyektifitas keputusan perceraian dari suami yang bersengketa tersebut, sehingga
kekhawatiran adanva kesewenangan perceraian yang sewaktu waktu dapat saja
muncul, jika mengikuti filosofi hukum diatas, dapat diminimalisir.

Perbedaan pola ini padas gilirannya bepotensi untuk menciptakan kondisi
tidak sehat dan terjadi chaos dalam pelaksanasn hokumnya. Dinamika tersebut
berujung pada terciptanya konflik antar sistem,

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan pada
pewujudan fegal frame work {kesatuan kerangka hukwn) dan wniffet legal oponion
{kesatuan persepsi bukum} delam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di
Indonesia,

101 halaman, & bagian

Daftar Pustaka: 43 buku dan 2 situs infernet,

Kata Kunci: Sistem Hukom, Kooflik, Pelaksanaan Acara Cerai Talak
Peradilan Agama di Indonesia
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ABRSTRACT

Name : Ahmad Agil

Faculty : Middle East and Islam Studies

Major : Islamic Studies (Idamic Law)

Thesig Title Juridical  review  of  lslamic  law  against
implementation of divorce in the religious courts in
Indonesia

Islam regards martiage as part of worship. therefore, the wedding Is in
accordance with social norms and relipion, so in the implementation of
marriage, religion contribute in directing for the realization of harmony that
exists between the two couples who enters into a marriage is.

The harmony is based on that marriage is penmanent. 5o in the future
there should be g divorce, then, religion was alse 1o allow these measures in
accordance with existing rules.

Isiam gives fisll rights of divorce by the husband according to several
expert opinfons, Starting from the function of the husband as head of the
family that all decisions in the hands, then, initiative znd authority to
detertnine the separation was alsa there at the hands of husbands.

But, law m Indonesia is not based on that philosophy. Indonesian
legisiation made for the objectivity of the husband's divores decree, so fear of
arbitrary divorce will bappen at any tme, but ¥ you follow the philosophy of law
above, it can be minimized.

These different systems can ereste unhealthy conditions and will be chaos in
the implenientaiion of the izw. These activities will result in confiicts between
systams

This study uses gualitative methods aimed at the realization of legal ftame
work {(unity of the lepal framework) and oponion legal unifiet {unity perception of
law) In settliing disputes in the religious courts in Indonesia.

101 pages, 6 sections
References: 43 bookis and 2 websites.

Keywords: Legal System, Conflict, Execution of divarce in the
religious courts in Indonesia

Xit
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

islam memandang pernikahan  sebagal bagian dari  ibadah dan
menyebutnya perjanjian yang erat (mifsdgan ghaiizhan’y, dan meletakkan aturan
aken menjamin  kelangsungan hidup dan  kerukuman  berumahtangganya,
bagaimanapun, dan dengan ity, Islam juga telah membenarkan perceraian sebagai
sebuah tindakan pengecualian. Sekalipun itu {falak) memiliki statns kedudukan
yang dibenci aleh Allah SWT, tetap dinilai secbagai solusi untuk disintegrasi
hubungan keluarga vang terkendali oleh seperangkat ketentuan dan prosedur yang
harus ditkuti oleh suami sehingga perceraian tersebut tergolong 'Sumni” dan sah.

Secara efimologi, perkataan Talak’ diambil dari kata bahasa ighidy’ vaite
menminggalkan dan  membiarkan, secara terminologl Agamanya berart
pembubaran perkawinan dan mengakbin hubungan perkawinan, hal tersebut
berisyarat bahwa prinsip dasar kontrak perkawinan adaizh diadakan untuk wakiu
dan secara permanen, sementura perceraian adalah tindak mengakhirinya ®

Para satjsna telah berbeda dalam keputusan mengenai status perceraian,
paling akuratnya adalah pandangan dan para fugaha' Hanafi dan Hanbali tentang
dampak vang ditimbulkannya. Sabda Rasulullah saw: «Semoga Allah mengutok
semua Mzug Mtalags, demikisn juga: « perbuatan halal yang dibenci Allah adalah
talak / Perceraian », merupakan sinyal jelas efek minus yang ditimbulkannya.’

sebelum jauh mengenal vaman sisi masalah yang akan kita coba
memecahkannya, agar dapat memahami secara utuh mekanisme pemutusannya,
kita musti merujuk pada pandangan Peradilan berikut UU yang mengatur jalannya
acarz keperdataan tenfang cerai talak ini.

Schingga hipotesa konflik antar sistem yang terwapud dalam sekenario

hukum Islam vz @ vis hukum Barat yang tergjawantahkan dalam sebuah kalimat

' Q8. Nisa; 21

* Hidda, Qasntind, fisbdi Thaldy Buyn Nushiish at Yasyritivyah wa Tathbigémhd of Quadhéivsah
£ Adfazain, Mahad Wasthae 11 2l Qadhe®, 2004). Hat 2

? ihid
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kalimat ‘saya telah mentalak istni saya secara syar’i, pamun pengadilan tidak
mengkabulkan permohonannya jtu  dapat dijawab dalam  bingkas yang
praporsional dan svar'k.

Tetapi, bagaimasapun, kenyataan praktis terbukil adanya kasus syariah vis
a vis Hukum konvensional telah merebak, dan rmenimbulkan pertanyaan:
bagaimana menangani situasi int di depan hakim dengan tetap menjaga ketentuan
hukurs yang syar't?

Kemudian, bagaimana menangani dugaan adanya kontradiksi UU No. 7
Tahun [989 pasal 66 ~ 72 ientang mekanisme pemutusan coral talak dengan
Sistem Hukum Islam sebagaimana yang banyak terlontar dalam beberapa
diskusi?*

Masalah im berakar pzda sejavh mana penerapan lembaga Peradilan
Agama vang mendasarkan keputusan dan tinjausn hukumnya pada asas [slam
unink menangam hak suanu dalam pemutusan talak vang seakan tercerabut
dannya, kemudian secara dominis, pengadilan memposisikan dirtnya pada status
yang konstiutif, sehingga memandang bahwa talak yang dilakukan di luar meja
pengadilan dinilai batal dan tidak berlake baik secara hukum maupun Syariat (UL
No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1575).

Penyelesaian yang dituntut dalam penelitian ini adalah pandangan solutif
melahul kacamata konsep Negara Hokumn Indonesis, yzitn, sebapgaimana vang
tercatat dalam UUD 1945, Indonesia ialeh pegara vang berdagar atas hukum
frechisstaaty dan tidak berdassr atas kekuasaan belaka (machissiaar), sehinggs
eksistensi dari penclifian ini diharapkan dapat menjadl sampel kual prinsip
integralisasi Agama dan Negara di Indonesia sekaligus dapat diketahoi bersama
berikut eksistens: kaedah utama Syariat yang adaptf atap lumrah dikenalnva

' Beberapa diskusi telsh musco! membawa fopik yang hampir sams, yaitny tentang apakah
clsislensi lembaga Peradilan sebagai ‘saksi' ikmar talak yang divcapkar oleh suami vang berperkara
bestatys delcdaratil administratif {syereh 47 isbdd) ateu koastiwtil (sparik # in'igdd)?, Jika
jawabannya adulah sifet periama maka Pengadilan hanyaleh syarar tambaban bagi mekanisme
talak ini, samuo fika jawsbaonyz adalah yang kedoa, maka cksistensi Peradilan disnggap syarat
mutkak sah dan tidaknya ikrar talak. Perdebatan ind mencuat di Aljazair dan Mesir yang pada
wiungnya dapat mewsrnat srdang undung vang berlaku di sang.
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dengan sebutan 'S&Ha bkulli zamén wa makdn’ menjadi mampu secara spiritas
segendang sepenarian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia,

Upaya tersebut memiliki dua keuntungan dan manfaat yang akan dicapat
sekaligus, (1} mengakui cksistensi Hukum Islam di Tata Hukum indonesia
melalui bingkai hukom positif tanpa haros mengesampingkan poros Syariat, dan
{2) mengakui Islam sebagai Sumber Hukum yang berlaku sekaligus memaknai
prinsip Syariat yang sclalu adaptif dalam struktur yang profesional dan
proposional.

Berangkat dan varian pemeluk Agama, hukum di Indonesia berusaha
mengakomodir seturuh pandangan yang mendarahdaging pada jiwa penduduk
Indonesia. Dewasa ini, negara Indonesia mulal membenkan angin segar bagi
perkembangan berbagai sub sistem hulwm. Pemenntah Indonesia member
legalitas atas pemberlakuan Hukum Islam, den bahkan, di beberapa daerah, telah
banyzk diternukan beatuk dalam undang undangnya.

Dalam perspeknf higtorisnya, Hokum Islam mencerminkan hukem yang
hidup. Ini ditandai dengan femomecoa, sejak kedatangan Islam 4i Indonesiz,
Hukum Islam telah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat muslim
Indonesia. Sebagal hukum vang hidup secara inheren dalam kehidupan wmat
Islam, Huloon Islam telah menjadi bagian dan kehidupan umat, sehingga Hukum
Islam tidak lagi dirasakan sebagal norma-norma hukum vang dipaksakan dari fuar
diri mereka dan karena e penerapannya pun tidak banyak mengalami kendala
signifikan.

Dengan alasan itu, secara Slosofis, Islam mempengaruhi cita-cita hukum
dan pola piker masyarakat. Sebagal akibatuya, Hukum Islam tertransformasi
dalam hulmim naswonal Indonesia, vang mengatur khusus dalam pembahasan im
adalah badan Peradilan Agama.

Sampai saat ini, kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum &
Indonesia semakin remperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya
Hulurn [slam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yvang bertmplikasi
kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum, Salah satunva
adalah dinndangkannya Hukurn Perkawinan No. 1/1974 dan lain sebagainya.

1ok
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Abdul Ghani Aldullah mengemukakan bahwa berlakunys Hukum Islam di
Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan,
yaitw: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita
morzal dan cita hukum mayeritas mushim di Indonesia, dsn mi mempunyal peran
penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila), Kedwa, alasan
Sosivlogis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan
bahwa cita hukum dan kesadaran hukem bersendikan zjaran Islam mermiliki
tingkat akivalitas yang berkesiambungsn; dan Kerigg, alasan Yundis yang
tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi temnpat bagi keberlakuan
Hukum Islam secara vuridis formal.®

Namun apakah dengan demikian, hukum Indonesia bebas dani kenyataan
atau pandangan kontradiksi antar legal sistem yang berlaku?

1.2. Perumusan dan Pembatasan masalah

Berangkat dant masalah dimuka, tempak bahwa Pemenksaan Sengketa
Cerai Talak kerapkali menjadi akar konflik Sistern Hukum Islam dan Huloam
Konvensional Barat vang selama ini diprakiekkan secara filosofis ataupun
praktikalnya di Indonesia. Terlebih jika dinlik dalam U No 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama pasal 54 menentukan bahwa Hukum Acara Perdata
{vang meliputi perkawinan dan pereeraian) yang berlaku adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku di hinglep Peradilan Umum (barat), kecuali secara khusus
diatar dalam undang undang Peradilan Agama sendin.

Bunyi undang andang tersebut mengisyaratkan secara prinsip fentang tidak
ada perbedaan antara Hukum Islam dan Barat.

Flukum, sclain memiliki peranan ideal untik menciptakan horizon
keadilan sosial juga berpotensi mentmbulkan dekonstroksi jalinan damai sosial,
stau lebih dikongkritkan bahwa, produk hukum ateu petusan Peradilan dalam
kasus tertentu secara tidak disadan mampu memunculkan hubungan paradeksial
antar Sistern Hukum,

Fakta berbicara bahwa tidak sedikit putusan hukem mengakibatkan

indikasi adanya tarik ulur entar taia hukem dan bahkan memunculkan penetrasi

SAbdullah, Abdul Ghani, Sadan Hukun Svare’ Kesuitanan Bima dalam pengasmar xxi
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terhadap cksistensi Sistemn Hukum yang lain. Prosedur acara cerai talak lingkup
Peradilan Agama menumbuhsuburkan anggapan polemik permusuhan antar
Sisterm Hukum,

Hal ini mampu membuktikan bahwa Perangkat Hukum Indonesia
menandingi secara langsung atau bahkan memarginalkan kekuatan Agama.

Refigiutas dalam pencelitian ini adalah lslam, dan karena itu mekenisme
pemutusan perkara cerai talak dalam konteks ini berada dalam lingkep Peradilan
Apama dan secara de jure dan de facto ditujukan kepada kalangan muslim.

Penelitian ini tidesk mengulas tentang pelaksanaan cersi talak di badan
selain Peradilan Agama meski bagt kalangan muslim, schab Peradilan Agama
tidak ada wewenang untuk menangan bagi pasangan yang hanya sslah satunya
beragems Islam sementars lainnya tidak, Kajian yang dilakukan berfokus pada
pelaksanaan ceral talak yang dilakukan dibawah badan Peradilan Agama,

Penelitian ini juga tidak mengulas tentang sebab sebab perceraian,
sehingga mengarah pada pembahasan yang melebar, Penclitian ini beropaya
membidik aturan serta mekanisme pelaksanean stdang cerai talek Peradilan
Agama, sementara sebab perceraian bukanlah bahasan mekanisme sidang, tetapl
obyek kajizn dalam persidangan yang perfu pembuktian. Penelitian ini mengulas
tentang tata cara sidang itu dilangsungkan ditinjau dari hukom Islam.,

Hukum dan Agama, dengan demikian merjadi satu kesatuan nilal dan
mempunyvai hubungan timbal balik dan sinkron. Karena its memahami subjek ini
musti dilalcokan secara holistik dan mendalam vang bukan saiz bermanfaat bagi
pengembangan pengambilan kebijakan hukum, tetapi juga untuk meletakkan
dasar-dasar penyelarasan antar Sistemn Hukum vang bergjung pada tersujudnya
kesatuan hukum yang acceptable secara Agama dan Hukuw, solutif dan shéhh
Fhullf zaman wa makin.

Oleh karena persoalan pelaksanaan acara ceral talak di badan Peradilan
Agama mempunyai implikasi sangat luas bahkan menjangkau sektor penelisikan
terhadap keserasian antar Sistern Hukum yang majemuk, maka tesiz ini akan
dibatast pada hal-ha] sebagai berikut:

o mengapa terjadi konflik antar Sister Hukum yang berlaku di Indonesia?
o Faktor - faktor apa yang melatari konfhik antar Sistem Hukum?
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o khusus dengan bahasan yang terkait dengen pelaksanaan acara perdata cera
talak Peradilan Agama, bagaimana prospek konflik antar sistem yang terjadi
di Indonesia?

Rumusan masalah dapat tergambar dalam rumusan di bawah ind

P {problem) = Ni (Norma Idealy >< R {Realita)

{rnasalah) = {integralisasi gistemn} >< {(konflik antar sistemn)

L.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
Tujuan penchtian ind adaigh:

o Mengurai gambaran tentang anggapan konflik antar Sistem Hukum dalam
kasus pelaksanaan acara cera! talak delam badan Peradilan Agama

o Menggamberkan dan  menganslisa  faktor-fakior munculnya  fenomena
perbedaan pelaksansan cerai talak dalam Hukum Islam dan praktek vang
berlaku di Peradilan Agama.

o Menggambarkan dan menganalisa pola pengambilan kebijakan vang dibangun
dalam kasus pelaksanaan acara cerai talak dari sudut pandang Sistem Hukum
Islam dan diwarnat oleh prasangke kultural (cwitre! prejudice) yang
bernafaskan Islan.

Secara umum, signifikansi yang headak dicapai pada penclitian ini adalah:

(a} manfaat teoriiis
¢ Memberl sumbangsih  keilmuan  dalam  diskursus  pengembangan  dan
pembertakuan hukum di Indonesia
o Mendapatkan gambaran yang objektif dan ideologis mengenai tinjauan yuridis
sistern Hukum Islam terhadap pemutusan perkars cerai talak di Hogkungan
Peradilan Agama

{b) manfaat aplikatif

» Menjadi acvan bagi individu, akademist dan praktist hukum untuk dapat

menilai secara fair serta melerai, di tengah kemajermukan sistern, konflik
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sistern dari kasus pelaksanasn acara cerai talak dan maropu mereficksikan

istam sebagai dagar pengambilan kebijakan hukum.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikafnya merupakan suatu upaya menggiring wacana
sampai pada titik kebenaran secara imiyyah. Menurst Guba dan Lincoln,
penelititan terbagi aias beberapa paradigma, dan setiap paradigma memiliki teknik
teknik pokoknya dan jenis kebenaran yang diperolehnya.®

Sesuai dengan permasalahan yang akan ditelits, penelitian int diarahkan
untuk mendalami mekanisme yang digunakan Peradilan untuk mengambil
kebijakan pelaksanean acara ceral talak schingga menimbulkan clash antar Sistem
Hukum, maka strategt yang digunakan adalah kajian mendalam techadap UU No 7
Tahun 1989 pasal 66 — 72 tentang prosedur cerai falak dan wacans vang
berkembang seputar mekanisme yang diberlskukan. Adapun pendekatan vang
dipakai dalam penelitian ini bersifat studi analitis indukdif dan kualitatif.

Dipilihya metode ini, sebagaimana disebutkan Taylor dan Bogdan
dimaksudkan untek menghasitban data deskriptif mengena: kata kata lisan
maupun tertulis dan tingkah lake vang dapat diamati dart beberapa data dan fihak
atau fembapa yang diteliti’.

Penelitian inl adelsh penclitian Hukum Isiam {interdisipliner) vang
mencakup didalamnva bahasan tentang inventarisasi Perundeng-undangan dan
Yurispradensi berikut dengan uraian tuntunan vang fermaktub dalam perangkat
Syarizh dan pandangan para Pakar,

Penelitian Hukum inj adalah satu dari sekian aspek yang dikandung dalam
Agama vang bertujuan pads pengembangan pemazhaman dan pembudayaan
pengamalan Agama sesuai dengan tingkst peradaban vmat manusia,’® khusus
dalam hal imi adalah aplikasi aspek hukum di ranah kehidupannya. Dengan

® Ruhmat, Jalaluddin, Metodoiogi Penelitiar Apama; Sebuah Pengamor (Yogyskasta, Tiara
Wacana 1989}, Hal. $1-98

? Dikosip dari Emy Susant dalam Merodologi Penelitian Sosial; Berbagai Alternctsf Pendekatan,
Jakarta, kencana 2 003, h. 6

¥ Simuh, Tasenwif dan Perkembanganava delam Iskem {fakarta, PT Gerafindo 1996). Hal, 2
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demikian, penelitian in) telah tegas-tegas memihak bagi  kepentingan
pengembangan  kehidupan dan permikiran umat beragama. Yakni berusaha
merekayasa bagi tumbuhnya budaya keberagamaan dan aplikasi hukum yang
dinamis sesuai dengan tuntutan zaman semakin pesat yang sekaligus tetap konsis
dalam bingka Syariat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan di loar disiplin Ilmu Hokum
{multidisipliner), Kenyataan bzhwa hukum merupakan pejala sosial yvang
kompleks memunculkan tuntunan untuk mengkaji secara mendalam dari berbagal
sudut selain Nmu Hukum. Dalam hal ini, pendekatan vang akan dipilih selain
daripada pendekatan hukum secara nonmatif ialah pendelatan politik hukum dan
pendekatan melalu Kajian Islam,

Pendekatan dari sudut politik hukum digunakan untuk memahar faktor-
faktor politis dengan diberlakukannya sebuah pelaksanaan acara cerai versi UU
No 7 Tahen 1989 oleh badas Pergdilan Agama. Hal ini menjadi penting, karena
kasus tersebut merupakan satu rangkaian yang kompleks yang terjadi dalam
hubungan antar sistem di Indonesia.

Pendekatan dari disiplin #lmu Isiam akan membantu wntuk mengelaborasi
berbagai sepi mengenai mekanisme pemutusan cerai dalam prespektif Sistem
Hukuom Islam, Hal ini disebablkan oleh kenyataan bahwa, dalam kasus i, Hokum
Islam oleh sementara kalangan dirasa tidak lagl menemui momentumnys dan
menemul tittk kelemahan dalam menjawab pertanyean dari berbapar kemajvan
yang dicapdi jaman.

Schingga obyek penelitian ini paling tidak mencakup tiga aspek yang
dijadikan dasar penelitian, yait:

i. Aspek Agama

2. Aspek Hulkum

3. Aspek Sosial

Untuk itu, untuk kepentingan analisis data dari sudut pandang hukum
normatif dan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dengan
didasarkan pada metode penelitian kualitatif dan pertimbangan cakupan aspek
pemasalahan, maka skan digunakan beberapa metode pengumpulan data yang

mencakup,
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{2) bahan baku primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terkait dengan
pelaksanaan acara talak, antara lain adalah;
- falsafzh dan norma dasar, veitn Pembukaan UUD 1945
- peraturan dasar, vaitu batang tubuh UUD 1945 dan ketctapan
pemerintah
- peraturan perundang-undangan secara umum dan undang undang
yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama dan
Hukum Keluarga Islam.,
- Literatur keislaman.

{b) bahan sekunder yang mengeksplanasi data hukum primer, seperti hasii-

hasil penelitian dan beberaps karva teoritisi hukum terlebih bagi vang

memiliki konsern pada talak

{c) bahan penunjang, yaitu bahan yang memuat petunjuk dan memberi

penjelasan terhadap hulum primer dan sekunder, seperti artikel, berits

tentang ceral talak dan lain lain.

Selain interprefasi feks, pisau analisis lainnya diperoleh dari digkusi
dengan para shli vang dipilih dari para pakar hukum mengenai talak.

Analisis terhadap data hokum normatif primer lebilh difokuskan pada
sisternatisasi baban-bahan hulum tertulis dengan membuat klasifikasinya, Hal ini
bertujuan untuk membuat peta dan mendeskripsikan jangkauan serta wilayah UU
yang tefah diberlakukan.

Klasifikasi data-data terulis tersebut dilakukan dengan:

. memetakan pasal-pasal yang mengafur testang mekanisme acara ceral

talak dan yang berkaitan dengannya.

2. Membuat sigtematisasi per-kelompok dari  pasal-pasal tersebut,
schingga membentuk klasifikasi vang selaras dengan tema mekanisme
pernutusan talak.

3. Membandingkannya dengan pandangan dari Sistem Hukum Islam dan
menganalisa data tersebut secara indoktif kualitatif,

Analisa data hukum normatif secara induktif kualitatif lebih mengarah

pada praktik hukum vang terimplementasikan dalam yurisprudensi. Secarz
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sederhang, penankan data dan analisanya secara induktif dapat diifustrasikan

sebagai berikut;

Sistem Hukum Islam
Perundang-undangan dan peraturan tentang mekanisme cerai talak

Pelaksanaan Acara Cerai Talak di Lingkup Peradilan Agama

1.5. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penuligan fesis ini dituangkan dalam & bab dengan
perincian sebagal berikut:

Bab 1 merupakan pendaheluan yang meliputi uraian tentang latar belakang
penelitian, perianyaan penelitian, fujuan dan signifikansi penclitian, metode
penclitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 mengurai tcetang teorl dan hasil penelitian yang relevan uptuk
menjawab masalah penelitian ini, kemudian berdanfut padz tinjsuan pustaks
mengenai sistem hukum yang berlaku 4i Indonesia, khususnya yang mernihiki
kaitan erat dengan obyek penelitian yang dilakukan. Tinjapan tcon tersebut aken
menjadi dasar dalam upays mendalami realitas bukom sekaligus mengungkap cin
reatita hukum tersebut.

Bab 3 yailm wraian tentang melodelogi yang meliputi ruang Hngkup
penclitian dan sumber data, metode dan alat pengumpulan date, metode analisis
data, metode pemeriksaan keabsahan dafa dan obyek penelitian.

Bab ke 4 adalab laporan hastl penelitian yang terdirt atas gambaran umum
obyek dan hasil pengolahan data.

Bab 3 merupakan paparan tentang analisis data yang mengbrai benang
merah interpretas: dan hasil penelitian.

Bab 6 adalah penutup vang mengefengabhkan kesimpulan penclitian ini dan
saran bagi kepentingan praktis dalar mendialogkan antara sistem hukum dan
menetapkan putusan dalam kawasan bukum perdata yang memiliki sensifitas
tinggi di Indonesia.

Berikut prosedur langkah langkah yang penulis lakukan dalam uvapayanya
di penelitian hukuns ini
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PROSEDUR ATAU LANGKAH - LANGKAH PENELITIAN

Penentuan atau permusan
MASALAH
Pernyataan atan Perumusan
HIPOTESIS

\d

Pengurapan Data

\ 4

Analiga Data

\ 4

Interpretasi

v

Hasil Analisis
Penarikan
KESIMPULAN
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1, Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hukuam Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Sehelum  membicarakan tentang Hukum Islam yang menjadi pusat
perhatian di kajian ini, pembahasan tentang makna Islam sebagai Agama menjadi
patut mengawali pembahasan dant penelitian ini, terlebih telah dimaklumi bahwa
Islam sendinl memposisikan sebagai induk bagi sumber hukum yang dikaji.

Hal tescbut sangat berbeda dengan hukum Eropz yang memisshkan
Agama dari hukum, hukum dard kesusilaan. Dalam sistem Hukumn Islam
pernisahan yang demtkian tidak mumgkin dilakukan karena selain Hukum Islam
ity bersumber dari Agama Islam, jugs dalam sistern ajaran Islam, hukem adalah
bagian yang tak terpisshian dari Agama sehagaimana vang maklum beriaku
dalam sisterm hukum Eropa'.

Dalam sistern Hokum Islam, selain dengan Agaea atau iman, hukum juga
tidak bisa dicernipisahkan dari kesusilaan dan akhiak. Sebabnya adalah karena
ketiga komponen inti dari ajaran Agama itu, yakni iman, hukomn dan norma
kesusilaan atau akhlag merupakan satu rangkaian kesstuan yang membentuk
Islam. Agama tanpa hukum adalah naif, hukum tanpa kesvsilaan adalab kering.

Dalam suatu ceramahnys, Bemard Lewis'® memaparkas Iebih lanjut,
bahwa Isiam memiliki figa persepsi, pertomea, Islam sebagal konsep terwujud
dalam Quran dan Sunnah, karena itu, Islam secara konsepsional dinilai sebagat
bentuk yang tidak berubah alias baku, kedua, Islam sebagai yang disistematiskan
melalui aktifitas interpretasi oleh para Ulsma berdasarkan konteks sosial budaya
masyarakat setemmpat, dan stss dasar itu, interpretasi Islam selalu berkembang dan

dikembangkan sesuai dengan tunfotan zaman, kefige, Islam sebagai sejarah (Islam

® Perdebatan mengenai karskter Ystam yang mencskup dua aspek sekaligns, 'din we dewlah'
{agama dan segara} merupakan perdebatan pokok yeng munca! dan kerap diperdengarkan < paruh
awsi abad 20, hal ersebur terjadi lantaran kejatuhan Turks 4i bawal tangan pemberomak sehingga
kebumhan entang validitas format Agama das Megara sangat dibumbkan,

" Rabardjn, Satjipto. Hmue Hukum {Bandung: Citea Adatya Bhaku, 2000}, Hal 30

12
Tinjauan Juridis..., Ahmad Aqil, Pascasarjana Ul, 2009



Historis) yang merangkum berbagat kegiatan  kebudaysan, hukum dan
kemasyarakatan.

fslam sebagai kepercayaan {befigf}), dengan demikian merupakan Agama
Tuhan yang sakral, abadi, ssmawi dan mutlak., Islam dalam  pandangan
pemeluknya merupakan Agama transeden berbasts drvinitas wahyu (Quran dan
Sunnah} vang sama sekali tidak teramandemen. Ruang lingkup Agania dan ajaran
Islamn tersebut didukung dan jeles kelihatan pada kerangka dan sumber ajarannya
vaitu wahyu {Quran dan Sunnah) dan ra'ye (akal pikiran) manusia melalui praktik
ijtihad.

Dengan mengikuti sistematika Islam, Enan dan Thsan vang bersumber dan
Hadits Qudsi, kerangica dasar sebagaimana yang telah disinggung dimuka menjadi
terbagi dari (1) akidah sebagai implementast dad Iman, {2} syariah dan islam dan
{3) akhlak dari bentuk Ihsan.

Agidah merupakan aspek teoritis yang menuntot individu mevakininya
lebih dahulu secara utuh dan tanpa variau sangka, sementara Syariah adalah
peratuvan yang ditetapkan oleh Tuban untik diimplementasikan dalam rangka
menciptakan harmoni dalam hubungan manusia secara vertikal dengan Allah dan
horizonts! dengan sesama manngia dan alam.

Bertolak dari tautan ayat Quran, Ulama kenamaan, Syailut menyatakan
bahwa akidah menjadi basis fundamental dan poros dari Syacat, sementara
SQyariat merupakan implikasi dan konsekuensi serta pencabangan dari akidah.!

> > CHukum/Fikih

Karena akidah menjadi sentral dan meliputi seluruh segmen kehidupan,
maka Syariat scbagal program pelaksenaannya juga meliputi seloruh seg
kehidupan termasuk dalamnnya adalah pelaksanaan talak.

Wacana ini memunculkan persepsi Islam sebagai yang diejawantahkan
dan diinterpretasikan oleh Ulama namun tetap merujuk pada Syarigh. Islam
sebagat hasil interpretai ini disebut fikih bukan Syarigh sebagaimana yang jamak

diasinmstkan,

"Syalmi, Mahowd. A7 Istdm Agidat wa Syarfah (Cairo: Dar Shotouk, 2001)
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Syanah merupakan wabyu Tuhan yang mengatur kehidupan secara
kompleks, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia
dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.
Syariah menjadi sumber fundamental seluruh aktivitas manusia dan
berasal dari Tuhan, sedangkan fikih merupakan hasil dari upsyz pemahaman
terhadap Syariat dan beberapa keputusan vang disimplifikesikan dan Syariat.
Fikih merupakan produk manusia, dan karena ito besifat temporal serta
tunduk pada determinan-determinan sosiologis dan kultur. Berbeds dengan fikih,
Syariah bersifat absohut tak terubah.
Kaitanayva dengan tenm ind, dalam tataran iimu Hukum Islam, hasil proses
daya nalar manusia terhadap teks-teks divinitas gleh kalangan Sarjanawan Muslim
dikuaiifikasikan dalam ilmu'®. Tbn khaidun dalam Tarikh-nya menyatakan bahwa
fikih adalah ilmu yang memfiasilitasi manusia guna mengantarkannya pada
pengetahuan mengenal hukum Tuhan yang terkait erat dengan selurah perbuatan
mukaliaf, dan disarikan dan Quran, Sunnah dan postulat-postulat yang
ditegisiasikan berdasar syara’. Hukum-hukum yang dihasitkan dengan meinde
ijtihad kemudian dissbut sebagai fikih".
Merijuk pada rumusan dimuka, pembahasan fikih memiliki perbedaan
antaranya dengan Syariat dalam berbeg sudut, yaitu:
¢ Syariat adalah wahyu Tuhan, sementara §kth adalah tndak pemahaman
manusia terthadap wahyu

o Syariat bersifat pandamental dan memiliki ruang lingkup yang Jebih lvas
mencakupi dimensi akidah dan akblak, sementara fikih terbatas dan bersifat
instruamen

i2 Pandangan bahwa thru filih menjadi bagian dari flma hulasn yanp sekaligus inga bagias desi
e pengetabnan diemind oleh Daud Al dan Azizy. Axzizy raenegaskan babwa secara umum, fikih
Iebih tepar disebut sebagai o Hokuen fslam (Kamic Jurispridence). Karena fikih menjadi
bagian dad disiplin ilmu pengeiabuan, maka fikib fuge dapat diputmsken menjadi hukom positif,
baik melatoi wndang undang maupun kepunisan Helam. Pandangan tersehui sangai beriolsk
belakang dengan teori Arnfin, bahwa ilowm fikib bulan ilma pengetahuan, telspd produik pars
runishid vang sempurna dau faken for granted

B Khaldun, T, Divwdn Mubiada’ wa Khabar (Kairo: Markaz Qawrni, 2001}, Jil1. Hal 360
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o Syariat memunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fkih memunjukkan
keragarnannya,

¢ Syarat hanya satu abadi, sementara fikih adalah beragam dan dapat berubah
di fiap masanya.

Selaras dengan pengertian diatas, Syaniah secara umum mencakup konsep-
konsep dasar yang transenden dan eternal karena bersumber secara onfologis dari
legisiator tertinggi, Tuhan, Sedangkan fikih lebih mengknstal pada hasil
pemahaman manusia yvang memilikl kecenderungan temporal sesual dengan dan
mengikutiperkembangan budaya manusia dan perubahan sosial masyarakat.

Secara kronologis, Sywrigh dengan demikian mendahului fikih, karena
Syaniah merupakan pelembagaan kehendak Tuban vang behum disisipi oleh
formulasi akal interpreter, sementava fikih adalah produk amalisa vang sarat
dengan interpretasi manusia terhadap Syariah,

Ada redaksi yang memiliki kaitan erat dengan redaksi yang diuraikan
dimuka, adalah Hukum Islam. Dalam kepustakaan berbahasa inggns, setidaknya
ada dua terminologl vang berhubungan erat dengan Hukum Islamn, pertama yaity
Islamic Law dan kedvanya Islamic jurispridence.

Penpalibbahasaan pengertian Hukum Islam dari bahasa inpgris vang
lumrah di kalangan mushinm akan meneiptakan ambivalensi apabila ditelusuri dari
dan dikaitkan dengan terma hakiki dari keduanys. Bahwa Islamic Law ekuivalen
dengan Syariah, sementara Jelamic jurisprudence dengan fikih berujung pada
ambiguitas antara Syariab dan fikih, sebagar buktl, tidak sedikit pakar Islam
menyatakan Syariab tidak lain adalah fikih dan sebaliknya fikih adalah syariah.

Hukum becasal dan bahasa Arab Auwkm (siogular). Secara etimologis,
hukum berarfi ketetapan, keputusan dan penyelesatan suatu permasalaban,

i kalangan masyarakst Indonesia, berkembang berbagat macam istilah
bagi Hukum Islam vang satu dengen lainnya memnilki keminpan dan sckaligus
juga perbedaan. Menurut Aulawi' istilab mirip yang dimaksud adalah Syeriat
Islam, fikih Islam dan Hukom [slam. Kendati istilah-istilzh tersebut memiliki

pengertian beragam, baik dan sudut terminclogis maupun etimelogis, tetap

Y Ahmad, Amrullah dkk. Dimensi Hukum Ilam Dalam Sistem Hubum Nasional {iakarta: GIP,
15945, Hai 18
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secara sabstansial merajuk pada sistemn hokum yang terdint atas dan bersumber
dari kaedah yang berbasis divinitas (wahyu) dan antropis {interpretat).

Hustrast oraiannya menjadi sebagai berikut:

Hukum Islam

LN

Syariat Islam 4-—e--mFikih Islam
Wahyu Ra'yu
(Qat'1vfclosed system) {(Zanniyopen system)

Dengan demikian Hukum Islam adalah produk dan sclusi terhadap
persealan vang dihadapi oleh komunitas muslim yang terdirt dard unsur permanen
{wahyu} dan unsur fleksibel (htihad) untuk menjawab kebutuhan hukum legal
dalam koridor dan pelaksanasn vang sejalan dengan pringip Agama dan tuntutan
Zamannya.

Konsep bahwa wahyu bersifat permnanen dan pelaksanaannya bersifat
fleksibel {karena hasil dar: interpretasi) mensmpakkan bahwa Hukum Islam selain
merupakan instrumen yang konstan dan tidak berubah jogs menggambarkan
prinsip dasar hukum yaitu kebebasan dan fleksibel,

Oleh karegna itu, Hukum Islam merupakan cerminan perangkat perintah
vang bersifat otoriter dan sekaligus totaliter. Hukum Islarm vang meliputi dogma
dan prinsip sosial menjadikan pelaksanasn hukumnya selain sebagal kewajiban
rehigius juga menjedi nyjukan pengambilan kebijakan utama terhadap kepentingan
umum {public goods) masyarakat dan standar etisnya.

Sehagal hukum yang bersurnber pada wahyn, Hukum Islam sudah tentu
mengikat seluruh muslim sebagai manifestasi dan keimanan, dan juga memilik
konsekuensi dan atau pertanggungiawaban i Alam Akhir. Meski tidak semnua
substansi bukum Quran dan Sunnah dapat difahami secara kogis, namun tidak juga
dihsrapkan bertentangan secara diamelris denpan akal mranusia. Pada titik im,
iman memiliki kedudukan signifiken dan  segala-galanya dalam  proses
implementasi kaedah-kaedah hulum.
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Dalam pengertian tersebut, redifinisi hukum layak diperitmbangkan.
Hukum tidak hanya dimaknai semata-mata sebagal hukum tertulis dalam undang-
undang, tetapi kaedah hukum seyogyanya mempunyai keterkaitan erat dengan
norme-nonna ketuhanan dan norma moralitag vang juga patut diundangkan.

Hukum lzlam, dengan demikian merupakan hukum Agama dan sekaligus
hukum moralitas yang dalam implementasinya memiliki konsekuensi akhirat, dan
karena itu melembaga dalam kehidupan setiap musiim untuk mencapai
kebahagizan Dunia dan Akhirat.

Prinsip ‘pelembagaan’ Agama dalam tap segmen kehidupan masyarakat
indonesia pampak pada prosentase data statistik jumlah penduduk Indonesia
(2005). Data tersebut mencatat bagian masyarakat menuryt Agamanya dengan
angka penuh 208.819.860 meninci, Istam 87%, Kristiart sebanyak 6,2%, Katolik
3.3%, Hindu 2.1% dan sisanya Buddha schanyak 0.1%.

Bertitik tolak dan 1, sistem hukumn di Iodonesia berusaha mengakomodir
seluruh pandangan yang mendarahdaging pada jiwa penduduk Indonesia. Dewasa
ini, Negara Indonesia mulai memberikan angin segar bagi perkembangan berbagai
sub sistemn hukum. Pemerintah Indonesia memberl legalitas atas pemberiakuan
Hukum Islam dan babkan Syariat Isiam di beberepa daerah, iika penerapannya
dikchendaki oleh, dan menjawab kehausan terhadap tepaknya keadilan dan
kepastian hukom bagi masyarakat.

Dalam perspektif historisnya, Hukum Islam mencerminkan hukum yang
hidup. Ini ditandsi dengan fenomena secjek kedatangan Islam di Indonesia,
Hukum Islam teleh diterima dan diinternalisasi oleh masvarakat mushim
Indonesia. Sebagai hukum yang hidup secara inheren dalam kehidupan umat
1slam, Hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga Hukum
Islam tidak lag dirasakan sebagai noume-norma hukum vang dipaksakan dan luar
dirt mereka dan karena ifu penergpannya pun tidak banyak mengalami kendala
signifikan.

Dengan alasan sebagai hukum yang hidup ini, maka Huokumn Islara dapat
diterapkan oleh Umat Islam di negara-negara yang penduduk tergolong kelompok
minoritas dan mayoritas sekaligus.
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Bagi Indonesia, Islarn merupakan kekuvatan moral sckaligos indentitas
Negara. Oleh karena itu, Islam dan Hukum Islam menjadi sumber inspirasi abadi
dalam kehidupan individu, keluarga dan kehidupan bernegara. Secara filosefis,
Islam mempengaruhi cita-cita hukum dan pola piker masvarskat. Sebagai
akibatnya, Hukum Islam tertranstormasi dalam hukum nasional Indonesia.

Sebagai contoh yang dapat dikemukakan disini adalah UUD 1943 pasal 29
ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas Ketvhanan Yang Maha Esa. Kata
vang tercantum dalam UUD tersebut menjadi kaedah fundamental hukum yang
mampu mengakomodir Islam dalam falsafah kenegaraannyva, beberapa tafsiran
terhadap UL tersebut antara lain telab dikemukakan oleh Hazairia dalam ‘enam’
kemungkinan tafsiran, tiga diantaranys vang relevan untok pembicaraan ini
adalah:'®

{1} dalam Negara RI fidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang
bertentangan dengan kaidab-kaidah umat Islam, atau vang bertentangan dengan
kaidah-kaidah Agama yang berlaku bagi pemeluk Agama di tanah air kita.

Taisir pertama ini telal dipergunakan sebagai pembenaran aias penolakan
umat Isiam terhadap RUU perkawinan vang digjukan oleh Menteri Kehalkiman
tahun 1973, karena dalam RUU tersebut terdapat 19 bulir masalah yang
bertentangan dengan Hukom Islam. Diantaranva adalah yang disumuskan dalam
pasal 2 RUU tersebut berbunyi, perkewtnan adalah sah apabila ditakukan di
depan pegawai Pencatat Perkawinan'®, Konsep dan rumusan ini sepenuhnya
merwjuk pada pola dan hukum Barat yang bersifat individualis dan sekuler,
memandang perkawinan hanya sekedar bubungan perdats antara seorang pria
dengan seorang wanita gn sich tanpa ada kaitan dengan Agama.

Menurut Hukum Islam perkawinan menjadi sah apabila dilakukan setelah
syarat dan rukunnya terpenuhl. Keberadaan Pencatat Nikah, bagl pandangan HI
{Hulcun Jstam) bokanlah rukun yang menentukan syarat sahnya nikah, catatan itn
bagi Hukum Islam memang berguna kepentingan administrasi perkawinan dalam

rangka memelihara ketertiban wmum, Catatan perkawinan dinilal sebagai unsor

¥ Dewt, Gemale (editor). Hukum Acora Perdote Peradilan Agawe di Indonesic (Jakarta:
Kencana, 26071 Hal 18
% ALl Muhamemad Daud. Hukiem fsfam (Jakara: Rajawali Press, 1990). Hal 265
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deklaratif administratif {syarth k! lishdr) dan bukan sebagai uonsur konstitutif
{syarth lil in‘lgéd) yang menimbulkan ke-sahan pemikahan,

{2) Negaras Rl wajib menjalankan Syariat semua Agama yang berlaku di
Indonesia, yang mengakomodasi Syariat Islam bagi orang Islam, Syariat Nasrani
bagi orang Nasrani dan Syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali dan lain-lain.
Dalam hal ini negara mensiliki asas legal untuk merofasilitasi bantuan kenegarasn
bagi Syariat yang diakui keberadaannya itu, sebagai contoh Syariat yang berasal
dart Agama Islam,

islam adalah Agams dengan seperangkat praktk vyang tidak hanya
mengandung unsor keduaniaan tetapl juga ke akluratan, oleh karepa itu, mengikuti
alur tafsiran Hazairin dimuks, kekwasasn negara wajib memfasilitasi praktik
Svaniat untuk dapat dijalankan secara sempuma. Yang dimaksud misalnya,
penyelenggaraan hukum perkawinan dan  kewarisan memerlukan  kuasa
kehakiman atau Peradilan Khusus, MNegarg secara hukum, harus melasyani
pelaksanaan kewajibannya menjajaokan Syariat yang berasal dari Agama Islam
untak kepentingan warga pegara Rl yang beragama Islam ifu. Hukum yang
berkelindan dengan keimanan dan kesusilaag itu sangat penting ditegakkan dalam
rangks menegakkan norma hukum yang berasal dari Agama Islam. Olek karena
ity antara kedudukan negara dan Agama tidak terpisahkan, Filsafat kesenyawaan
antara keduanya {Agama dan negara} menurut Hazaina tercantum dalam pasal 29
ayat 1 UUD 1945 yang mengandung makna bahwa negara, bangss dan
masyarakat Indonesia harus mematuhi norma ilahi yang meliputi norma hoekumn
dan kesusilaan, dan oleh sebab {tu tidak dibiarkan mersbaknya hukwn vang
bertentangan dengan Agama’’.

{3) Syariat wyang fidak memerlukan kekuzsaan negara  untuk
melaksanakannya dapat dijalankan sendini oleh yang bersangkutan (seperti shalat,
puasa dsb} sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Hal tersebut semakin dapat menampakkan kedudukan Hukum Istam dalam
bunyi baris dalam GBHN (Garis Besar Halvan Negara). UUD 1943 mempertegas
legalitas konstitusional hukum-hukum Agama di Indonesia. Tidak hanya itu,
Hukum Istam mencerminkan sebuah norma hekum material yang dapat dijadikan

Y Al Muhammad Daud. Loe. Cit Hal 261

19
Tinjauan Juridis..., Ahmad Aqil, Pascasarjana Ul, 2009



pedoman dan  dioperasionalkan dalam kehidupanm, dan diterapkan dalam
kompetensi Peradilan. Hukum material Islam lahir dard paradigma filsafat dan
asas hukmn termasuk Hukom Islam untuk dapat diberlakukan secara legal Asas
hukum bahwa perkawinan {seperti contphnya) harus dilaksanakan menunut
ketentuan Agama telah terbukti mampu dieksplanasi dalam bentuk pasal. Hukum
Agema dalam hal ini membentuk spektrum logika yuridis memperoleh legalifas
secara baik dalam konstitusional dan 111, Hal ini pada tahap selanjutnya menjadi
dasar dalam perurmusan norma-norma hukum positif yang dibuat oleh badan
legistatif. Maka jelas, Hukum Islam telah menjadi sumber hukum vang berlaku di
Indonesia,

Karena Hokum Islam memepang peranan penting dalam membeniuk serta
membins ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupan,
maka jalan terbaik yang harug ditempub ialah mengusabiakan seeara ilmiyah dan
Jjuridis adanya transformasi norma norma Hukum Islam kedalam hukum Nasional
sepanjang ia sesual dengan falsafah negara dan UUD 1945 dan relevan dengan
kebutuhan hukum bagt umat Islam, cukup banyak asas yang bersifat universal
terkandung dalum Hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam penyusunan
Hulwum Nasional,

Sebagal implementasinya, khusus soal perkawinan dan Hukum Keloargs,
Hulkum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional nampak pada, salah
satunya adalah pasal-pasal dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP
No 9 Tahun 1975 tentang pelaksansan UU Nomor 1 Tahun 74 tentang
Perkawinan, Inpres RE Mo 1 tahun 199] tentang KHI (Kompilast Hukum Islam),
UU No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berizkunya UU No 22 Tahun 1946
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluroh daerah luar Jawa dan
Madura, Peraturan Menten Agama RI No 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan
fain-lain.

Iustrasi dasar juridis berlakunya Hokum Islam di Indonesiz dapat

tergambar dalam skema dibawah int:

UUD 1945 pasal 29 =2 Hukom Islam - tertransformasi dalam <
Hukum Produk Legislasi Nasional > Lahir:
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- DU No 171974 tentang Perkawinan
- Inpres RI No | takun 1991 tentang KHI
- Peraturan Menteri Agama Rl No 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim don

lain-fain.

Kendati demikian, ketegangan kerap terjadi dalamn proses legislas
perundangan. Ketegangan tersebut terjadi antara aksi mempriontaskan Agama
sebagai landasan hukum ataukah konstistus umom.

Dalam rangka pembicaraan kedudukan Huokum Islam dalam sistern hukum
di Indonesia, pada tahun 1950'% dalam scbuah konfrensi Kementrian Kehakiman
di Salatiga, Hazairin telah mengemukakan pandangan beliau mengenai masalah
hobungan Agama dengan hukum adat. Kata Hazainn:

Hukum Agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempaot
dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita Ghat hubean Agama itu sedang
bersiap hendok membeongkar dirivya dari atan adat itu.

Selanjutnya kata beliau lagi:

Arti istimewanya hukum Agama i menjadi hulum yang teloh menjadi
bagian perkare imon mercka, jiko hukum ftu Agama berhasil melepaskon
persandaramnya dari hukum adat, don beralih pada sandaran undong undong,
sehagaimana juga hukum adai ity memiliki persandarannya poda undang-
undang.

Dengan kata-kata i, Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya
Hukum Islam bagi kaum mushm tidek lagi disandarkan pada hukum adat, tetapi
dapat secara legal kepada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri’”,

Dengan menunjuk pada keietapan MPRS 1960/1] yang mengatakan bahwa
dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan supaya diperhatikan adanya
faktor-faktor Agarna dan lair lain, Hazairin hendak menunjukkan bahwa bukti
teort resepst Snouck Hurgronge tidak berlaku lagi.

' Ali, Mubamemad Dasd. Op. Cir. Hal 361
1 Ali, Muharmmad Dand Op Cir, Hal 262
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Pendapat Hazairin mengenal feort resepsi yang mula-mula  beliaw
kemukakan dalam simposium Salatiga, kemudian dikembangkan olehnya melalui
tulisan-tulisan, ceramsh dan perkulishan setempat. Seiring menggemanya
pendapat Hazaivin terschut, LIPI akhimys turut meoundang Hazairin dalam
sehush seminar. Dalam kesimpulen yang disepakatl pada simposiom ifu
dinyatakan bahwa teori resepsi tidak lagl dipergunakan untuk melihat kenyataan
dasar hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih jika melihat pada undang-undang
vang telah terbit lebih duly tentang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974} #

Senada denga Hazairin, karya fonumental, Hukum Adat dan Hukam Islam
di Indonesia Seielah Perang Dunia 11 {1978} oleh Mabadi, mantan ketua
Pengadilan Tingpg Sumatera Utara menuliskan sebagai berikut;

penelitian terhadap Undang-Undang Perkawinan membewa kami puda
pendapat, bahwa sejak berlalamya undang-undang ini sempailah ajal teori
resepsi.

Apabila dahulu diteorikan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indoneaia
melalui tahapan setelal: diresepsi oleh dan daiam helum adat, maka UU No 1
Tahun 1974 yang meropakan simbol belia pemberiakuan Hukum Islam menjadi
lahad bagi teon reseps: terschut. Agama Islam pun telah menjadi sumber hukum
langsung tanpa melalul hukum adat 2!

Bangsa Indonesia, secara kongeptual menentang separatisme paham
kedaulaten Tuhan Yang Maha Esa dengan paham kedaulatan hokum, Sebalikovs,
Indonesia menganut pabam kedasulatan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus
kedaulatan hulanm dalam sato kesatuan komstitusi. Dalam pandangan Islam,
pemaknaan paham kedaulatan Yang Maha Esa mengharuskan pengakuvan adanya
konsep kedaulatan hulowm.

Hukom Indonesia, pada tahap selapjutnya harus memanifestasikan
egalitarianisme berdasarkan Ketuhanan Yang maha Ess dalam bentuk yang nyata
dan berlaku secara nasiopal dan untuk umum. Dalam logika sistem hievarki,

prinsip pertama, norma-norma dalam hukum negara tidak beoleh bertolak

* Ali, Mohammad Daud Loc Cir. Hal 262
 Teori vesepsi inf dipopulerkan oleh C. H Snouck Hurgronje yang memiliki pandangan bahwa

Huikusn T2lam bisa diresepsi atan diterima setelah peleburannya dalam Hukum Adar
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belakang dengan norma vang terkandung dalam ajaran Islam yang dianut
inasyarakat, dan prinsip kedwa, norma-norma yang tercantum dalam rumusan
hukum negara harus mencermiankan penjabaran nomma [slam yvang diamnini oleh
Warga negara.

Sejalan dengan logika sistem hievarki tersebut, dalam babasa Istam dikenal
dengan fase perkembangan pemaknaan sekaligus pengertian Syariat, fikih dan
Qanun. Pada fase pensyarigtan, Syariat diidentikkan dengan Al Quran dan
Sunnah, sementara dalam fase ijtihad, Syariat tidak lagi berfungsi sebagai hukum
secara langsung melainkan sccara tidek langsung (melalui ioterpretasi} vang
kemudian berkembang menjadi sumber hokwun. Pada tahap inf hukum dalam
fataran kongkrit ialah fikib dan hasil ijtihad. Fase terakhir adalsh ragsin
(legisiasi). Pada tahap ini kesadaran masyarakat tentang norma hukam menantut
adanya pengundangannyz melalui sistem kekuasaan atau negara.

Dalam prespektif prinsip eksplanasi norma, Qanun Isham bersumber dari
fikih dan Syariat, dan kornskuensi dari ity ialah menurut sistem hierarki, Qanun
atan undang-undang fidak boleh berfentangan dengan @ikih dengan Syariat
sokaligus, dan fikth tidak boleh bertentang dengan Syanat. Ketiga proses tersebut
mengural konseptoalisasi transformast norma norma Hukum fslam dalam Tata
Hulaun Nasional.

Namun demikian, fungsi Hulum Islam vang bemifat adeptebiliny of
Dlamic law to sacial change must bergantung pada peran politik atau kebijakan
hulum sekalipus juga berdiri diatas filsafat hukum di Indonesia. Jika secara
filosofis, keberadaan Hukum Islam sebugai bagian integral dari kehidupan muslim
bangsa Indonesia, maks secara politis keberadaannya harus ditransformasikan
melalui political will pemerintah.

Darl wraian tersebut dimuka dapatlah disimpulkan, bahwa kini, di
Indonesia (1) Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan
perundangan dapat berlaku langsung tanps harus hukum adat, (2) Republik
Indonesia dapat mengatur suate masalah sesugi dengan Hukum Islam, sepanjang
pengaturan it hanya berlaku bagt pemeluk Agama Islam, (3) kedudukan Hukum
Islamm dalam sistern hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum
adat dan hukom Barat, karenaz itv (4) Hukem Islam jugs memjadi sumber
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pembentuk hukum nasional disamping hukum adat, hokum Barat dan hukum
lainnya yang tumbuh dan berkembang di negara Republik Indonesia,

2.1.1.1. Hukum Islam di Peradilan Agama

Uraian tentang hukum Islam dalam tata hukurs Indonesia mengisyaratkan
secara jelas kedudukan hukum Islam yang legal telah diakui di Indonesia, dengan
demntkian Apama, dalam hal ini Islam memiliki posist menjadi sumber hukum
yang bisa diterapkan.

Memmbang bahwe Indonesia mengakui Islam sebagal sebuah sumber
hukum vyang dapat diberlakukan, maka untuk meraelisasikannya dibentuklah
lembaga Peradilan Agama, sebagal respon positif negara untuk memfasilitasi
umnat [slam palam peradilan di masalab yang dihadapi.

Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat
mengatur dan mempunyai kekuatan hulcam yang dapat dijadikan rojukan/patokan
dalam lingkungan peradilan baik dalamn Peradilan Umum mauopun Peradilan
Agama dalam memutuskan suaty perkara’™,

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesiz, sumber hukum yang
dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbag menjadi dua; yaitu sumber
hulcum matertil dan sumber hukum formil (hukum acara).

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah
hukum yangz mengatur di lembapa yang bernama Peradilan Agama.

Di Islam, kita mengenalnya dengan sebuwtan figh, Menurat perialanan
seiarah Peradilan Agama, Peradilan memiliki rekaman sejarah yang tidek mulus,
hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemenintahan dan ekonomi
pada masz kolonial Belanda. Tidak hanya itu, sumber hukum meteriil yang kala
o digunakan bukanlah hukwm yang tertulis sebagaimana hukum  positif,
melainkan kumpulan dokumentasi yang berserakan dalam berbagai kitab ulama
oyoritatif.

Karena dari segi sosiokultural basyak mengandung pendapat yang masih
khildfiyyak  {debatable), sumber hukum acvan Peradilan Agama sering

= Diakses di internct tanggal 16 Desersber 2009
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menimbulkan perbedaan ketentnan hukum mengenai masalzh vang sama antara
daerah satu dengan yang lam, maka untuk menengahi banyaknya perbedaan
tersebut, untuk pertama kalinya, dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954
tentang Hukum Perkawinan, Talak dan Ruink sebagai patokan bersama. Undang-
Undang ini kemudian ditindaklanjutt dengan Surat Biro Peradilan Agama No.
B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan
Pernerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar
Jawa dan Madura™,

Banyak terjadi perbedaan tentang keberadasn sumber hukum materiil
Peradilan Agama yang Gidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Bire di siss,
ditetapkan 13 kitab figh Islam yang digunakan sebagal rujukan dalam memeriksa
dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama, antara lain adalah®:

{1Al Bajuri;

(2Fathul Mu'in;

{(3Syargawi "alat-Tahnr;

{4Qalyubi

{SFathul Wahbab dan Syarahnya

{6Tuhiah Muhtsj

{7Targhibul Musytaqg

(8Qawaaninus Syani'ah lis Sayyid bin Yahya,

(9Qawaaninus Syari'ah lis Sayyid Sadagah Dachlan;

{10Syamsuri Fil Faraidl;

{11Bughvatul Mustarsyidin;

(12A] figh alaa madzahibil Arba'ah Sayyid Sabiq, dan;

{13Munghnil Muhtaj;

Ketentuan lainnya yaitu mengenal Hukumn Acarg atau sumber hukum
formiil di Pengadilan Agama Sumber hukum formil Peradilan Agama barn ada
sgjak lahimya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

PMaanan, Abdul. Peneropan Hukom Acare Ferdowa di Linghkuegan Peradilan Agome akana:
Kencana, 2008} Hal 12
= ibid
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Peraturan Pemenntah Nomeor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini
pun baru sebagian kecil saja yang distur dalam keduea peraturan ini.

Ketentuan teatang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan
Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. sehingga untuk mengatasi kekurangan
aturan beracara i Pengadilan Agama, Pasal 54 menyuarakan agar Hukum Acara
yang bertaku pada pengadilan dalam Hagkungan Peradilan Agama adalah Hukum
Acara Perdata yang berlaks pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Beberapa ketentuan sumber hukum formil yang mencirikan Islam yang

dapat melekat di dasar Peradilan Agama ini antara lain dapat ditemukan dalam:

Peraturan perundangan

{1} Undang-undang Nomor | Tahun 1974 testang Perkawiman dan
Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1873 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan tersetut,

{2) Inpres Nomor 1 Tabun 1591 fenteng Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam, yang terdint tigs buku vaity Hukum Perkawinan Kewsrisan dan
Perwakafan.

Doktrin atau Ilmue Pengetahuan,

Dalam karnus Hukum, doktrin atau tlmu pengetahuan merupakan sumber
Hukum Acara juge, sebab hakim dapat menggali Hukom Acars Perdata dari
beberapa koleksi yang ada®®. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.
Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
dokirin atau ilmu pengetabuan hukum banyak di pergunskan oleh Hakim
Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili svatu perkara, terutama ilmu
pengetehuan hukum yang tersebut dan termaktub dalam Kitab-kitab Figh klasik.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor
B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintab
Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan

*5 Mannan, Abdul. Op Cir. Hal 12
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Madura dikemukakan bahwa untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa
dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjorkan agar
mempergunakan sebagai pedoman Hukum Acara yang bersumber dalam kitab
Figh sebagaimana yang terlansir tadi,

Dengan menunjuk kepada 13 buah kitab Figh, diharapkan hakim Peradifan
Agama dapat mengambil tata cara beracara dalam Peradilan Istam untuk dijadikan
pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara vang diajukan kepadanya
di lingkungan Peradilan Agama.

Dari paparan dasar hukem acara perdata tersebut muncul asas asas
bercorak agamis yang menjadi patokan umum yang berlaku di lembaga Peradilan
Agama vaitu®*:

1} Asas Personalitas Ke-islamuan

Adalah asas yang toaduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuvasaan
peradilan agama dan banya bag mercka yang mengaku dirinya beragama Islam,
Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang
perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasa]l 2
Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang
menjadi kewenangan peradilan agama,

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas
personalitas ke-islaman adalah ;

a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.

b) Perkaxra perdaia yang disengketakan mengenai perkawinan, warls,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah.

¢} Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh
karena ity acars penyelesaiannys berdasarkan hukum Islam.

Khusns mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran
menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku
pada wakiu permkahas dilangsungken, Schingga apabila  seseorang
melangsungkan perkawinan secara Islam, kemudian terjadi sengketa perkawinan,

perkaranya tetap menjadi kewenangan sbsolute peradilan agamna, walaupun salah

* Dewi, Gemala (editor). Hukumt Acaru Perdata Peradilun Agoma df Indonesia {3akasna:
Kencang, 20607}, Hal 51
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satu pihak tidak beragam Islam lagl {meriad), baik dari pihak svami ataw ister,
tidak dapat menggugurkan asas personalifas ke-Islaman yang melekat pada saat
perkawinan  tersebut  dilangsungkan, artinya, seliap penyelesaian  sengketa
perceraian  ditentuksn  berdasar hubungan hukum pada sast perkéwinan
berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa®.

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatckan pada saat tegadinya
hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Istaman seseorang didasarkan
pada factor formil tanpa mempersoaikan kualitas ke-Islarnan yang bersangkutan.
Jika sescorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas
personalitas  ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan danp KTP, sensus
kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asss
personalitas ke-lslaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, difentukan
oleh dua syarat : Periama, pada sast tegadinya hubuagan hukum, kedua pihak
sama-sarmz beragama Islam, dan Kedwe, hubungan hokws yang melandast
keperdataan ferteniu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara
penyelesalannys berdasarkan hukam Islam,

2) Asas Ishidh (opaya perdamatian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU Neo. 1 Tahun 1974 tenfang
perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UL Ne. 1
Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 {1 den 2) UU No. 7 Tahun 1985
yang tidak diubah dalam 11U No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo,
Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasasn
Kehakiman,

Islam menyurch untuk menyelesaikan setiap perselisthan dengan melalui
pendekatan “Ishldh”. Karepa itu, tepat bagl para hakim peradilan agama untuk
menjalankn fongst “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suvato putusan,
pasti lebth cantik dan lebih adil hasil putusan it berupa perdamatan.

3) Asas Terbuka Untuk Umuons

Asas terbuka untok omum diatur dalam pasal 59 (1) Ul No,7 Tahun 1989
yang, tidak divbah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradila Agama jo. Pasal
19 (3 dan 43 UU No. 4 Tahua 2004,

T pewi, Gemala (editos). Op Cir. Hal 63
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Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk
umum, kecnali Undang-Undang menentukan lain atau jiks hakim dengan alasan
penting yang dicatat dalam berita acara siding memerintahkan bashwa pemeriksaan
secara keselurvhan atau sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun
pemeniksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan siding
tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau
ceral gugat (pasal 68 (2} UU No. 7 Tahun 1982 vang tidak diubah dalam UU No.
3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

4} Asas Eguality

Sefiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak
dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif”
baik dalam disknminasi normative maupun diskriminast kategoris. Adapun
patokan vang fundamenta! dalam upaya menerapkan asas “eguelity” pada setiap
penyelesaian perkara dipersidangan adalah °%:

a. Persamaan hak dan derajast dalam proses pemerikssan persidangan
pengadilan atau “equal before the law™.

b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atav “egual protection on the
law”

¢. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukurm atan “egue! justice
under the law’”,

53 Asas “Akuf” memberi bantuan

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung imengarah pada
proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdats yang diatur
dalam HIR dan RBg sebagai hukum sacara vang berlaku untuk Hogkungan
Pemadilan Umum dan Peradilan Apgama schagaimana yang tertuang pada Pasal 54
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

6} Asas Upaya Hukam Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada Pengadilan Tinggi oleh pibak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-
undang menentukan lain.

7} Asas Upaya Hukum Kasasi

2 Trewd, Gemala {editer). Op Cir. Hal 74
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Terhadap putusan pengadilan dalam fingkat banding dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain,

8) Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan vang telah mempersleh kekuatan hukum iotap, pihak-
pihak vang bersangkotan depat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan
dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjavan kembali tidak dapat
dilakukan peninjauan kembali.

9) Asas Pertimbangan Hukum (Racio Decidend;)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
terschut, memuat puls pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan vang
bersangkutan atau sumber hukum tak teriulis yang dijadikan dasar unmk
mengadily,

2.1.2. Hukum Barat Dalam Tata Hokum Indonesia

Hukum Barat di Indonesia, setideknya berasas pada Hukum Eropa Daratan
(kontinental) yang disebut civil lew dan Fropa Lautan yang dikenal dengan
common fow atan hukum Anglo Saxon, Hukum Barat ini dipelopori oleh Belanda
dan Inggris™.

Common low merupakan term vang melekat pada tatanan hukum yang
bertumbuh kembang di Inggris dari putusan-putusan pengadilan, Oleh karena itu,
common law acapkali disebut sebagal judge man law, yaitu hukum yang dibentuk
oleh pengadilan hakim dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada
preseden hakim-hakim". Kendati demikian, dalam common laow berkembang pula
statue law atau hukem undang-undang vang dikeluarkan oleh badan legisiatif,
namun séafwe {ow hanya memainkan peranan penunjang saja. Sebaliknya dalam
eivil law, hukum undang-undang yang dikodifikast menjadi pilar utama schagai
sumber hukum.

® Disarikan dari wikipedia
¥ Gillisen, Yihn, Sejarah hukum;: Suaru Pengantor (Bandung: Refika Aditams, 20053, Hal 347-348
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Dengan demikian, dalam sistem civil law, peranan pemerintah dan
parlermen sangat dominan dalam pembuatan hukum, sementara itu dalam sistem
common law hanya pengadilan mermiliki peran dominan dalam pembuatan hukom.

Konsekuensi dari itu, undang-undang dan titik ini mempunya peran lebth
besar dalam sistem civil law, sebab lghir dari kebiyjakan pemerintah, kemudian
sistem common few juga menguat jika lzhir den putusan Pengadilan. Dengan
demikian, menurut sistem ofvi! Jaw, hukum diketahut dart peraturan-peraturan
yang dinnifikasi dan atau dikoodifikasi secara sistematis dalam satu kitab undang-
undang, sementara menurut sistem common faw, hukum diintrodusir dart putusan-
putusan pengadilan.

Sistem civil law dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada pertengahan
tahun 1845, Pada mulanya, pemberiakuan sistem coivil low dimaksudkan untuk
menekan penerapan hukum adat den hukom Islam. Sementara i, sistern common
faw diintrodusir oleh Inggris di Indonesia. Lubis dkk. menyatakan®' bahwa hukum
Eropa kepulavan (Anglo Saxon) dibawa olech penjajah Ingpris ke daerah
jajahannya, seperti Singapura, Brunei dan Malaysia. Karena Indonesia dan tiga
negara tersebut menjadi anggole ASEAN, maka untuk kegiatan ckonom
perdagangan negara-negara ASEAN dan untuk memenuhi keperivan hukumg
indonesia, seiak Orde Baru, hukum Anglo Saxon diberlakukan juga di Indonesia.

Melalui ketentuan dalam Aturan Peralithan Pasal | dan I UUD 1945,
kedua sistem hudcum tersebut masih tetap berlaku di Indonesia, Dengan demikian
putusan pengadilan atan yurisprudensi dan undang-undang menjadi sumber
hukum legal dan supreme di Indonesia. Hukum di Indonesiz dapat dinilal telah
diterapkan sccara tepat menurut keadilan dan kebenaran {2z azgue of bono) tidak
hanva dari undang-undangnya, tetapt juga dan ketentwan hukum yapg lebih
dahuly {fudicial precedent).

Sejalan dengan kedudukan putusan pengadilan ataw yurisprodensi di
Indonesia, maka jurisprudensi lembaga Peradilan juga mendapat tempat dan dan
memiliki kekvatan hulum yang tetap di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
putusan hakim fersebut dapat dijadikan sandaran bagi hakim selanjutnya dalam
mengadilt kasus-kasus hukum yfmg serupa di kemudian hari. Meski berkiblat

# Dewi, Gemala {editon). Op Cir. Hat 12
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pada putusan hakim sebelumnya, nemun tetap harns memperhatikan temuan-
temuan barn akibat perkembanpan waktu dan ruang, dan perbedaan subjek
hukum. Karena itu, hakim dituntut bersikap proaktif dalam menafsirkan prinsip-
prinsip hukum yang terkandung dalam putusan-putusan terdahuly, Tradisi inilah
vang menjadikan hukwn berkembang dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat

terhadap keadilan.

2.1.2.1. Hukum Barat di Peradilun Agama

Hukum Acara yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum adalah
Herziene Infandsch Reglement (HIR) untuk Iawa, Madura, Rechisreglement Voor
De Buitengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa Madura®, kedua aturan Hukum Acara
ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal- hal yang telah
diatur szecara khuses dalam Undang-undang Womor 7 Tahun 1989, Misalnya
pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh Pemohon Penggugat,
pembuktian dengan slasan syigaq, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan
zina (¥’ dn), persidangan tertutup dalam wrusan talak dan beberapa ketentuan lain
yang diatur secara khusus,

Dengan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara
yang beriakun dr Imglkungan Peradilan Agama adalah sama dengan vang berdaku
pada lingkungsn Peradilan Umum, kecuali hal-hal vang ielsh disebut secara
khusus dalam Undang-ondang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Adapun sumber
Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Unmumn diberlakikan juga
untuk lingkungan Peradilan Agama sehagai berikut®:

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv)
Hukom Acara yang termuat dalam B.Rv ol diperuntukkan antuk .
golongan Eropa yang beperkara di muka Raad van justitie dan Residentie gerecht.

Namun dengan dihapusnya Raad vanjustitie dan Hoogerechtshof ", maka B.Rv ini

* Maanan, Ahdul, £p Cir. Hal 8
% Mannan, Abdul. Loc Cit. Hal 8
* Hoogerschishof {suaty badan peradilan dalam impkat atan derafat kasesi alau sederajat dengen
Mabkkamah Agung} . Rasd van justice (badan peradiian biasa alau sehari-hari), dan Residentie
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sudah tidak berlaku lagi. Tetapi oleh karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv
banyak yang masih relevan dengan perkembangan Hukum Acara saat ini, dan
untuk mengisi kekosongan bukum maka ketentuan-ketentuan vang tersebut dalam
B.Rv masih banysk dipakat dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di
lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendidinya berlaku juga di lingkungan
Peradilan Agama. Misalnya tentang fonmulast surat gugatan, perubaban surat

gugat, intervensi, dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya™,

Inlandsch Reglement (IR}

Ketentvan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Buami Putra
dan Tinur Asing yang berada di Jawa dan Madura, Setelah beberaps kali
perubahan dan penambahan ketentuan Hukum Acara ini di ubab namanys menjadi
Her Herzience ndonesie Reglement {I{IR} atau disebut juga dengan Reglement
Indonesia yang diperbaharui {RIBY®.

Rechisreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)

Gerecht (badan peradilan yang wilayah kewengngannya meliput keresidenan). Badan perdilan
yang dikhuswskan bagi Bumipstm st priburd vasg berada di lawa dan Madum adalah
Distritpersche (badan peradifan yvang wilayeh kewensngunnya meliputt hanyve ety dlstinik alan
daerah Wrtentn vang huesnye kirbkira soluss kewedsnan}, Regenschap gerschd {susty badan
peradilan yang wilavah kewenangannya melipud suste Kebupawen), dan Landraad {suaty badan
peradiian vang sederajat dengan pengadilan negedt sekarang). Sedangkan Hadan peradilan yang
dikhusaskan bagi Bumiputra xian pribunyi vang berada di luar Jawa dan Madura adalah Magan
Recht Bank {Suam badan peradilan yang terdapat didesa-desa), Distritgerecht, Magisuaat Gerecht
(suatu lembaga peradilan yang bertogas memeriksa dan mengadili perkaca-perkars pelanggaran
dan kejahatan ringan di daerahe-dagrab luar jaws dan madusa vang buksg merupbakan wilayvah
kewenangan Jandgerechi), dan Landread Berdazarkan peunjelasan &f stas muks jeias werdapat
perbedaan antara lombaga peeadilan 1 Indonesia pada seat pendudukan Belands dan lembapa
peradilan vang ada pada sast ind. Hal inf dikerenakan sewsiah beberapa wshan Indonesia lepas dasi
penjainhan Belends maka terdapat banyak perubahan baik dibidang lebudayaan, sistem
pemerintaban, moaupun sistem hukum yang Jdiberlakukan amarfain dengan diberlakukannya
unifikasi bukum {penseragaman hukum}. Hal ini mengandung arii bahwa 1idak ada penggolongan
badan peradilan berdasarkan suku bangsa dan wilayah sebagaimana penjelasin tersebut di atas.

3 Mannan, Abdul, Loc Cir. Hal 8

* ibid
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Ketentuan Hokum Acara mi diperuntukkan untuk Golongan Bumi Putra
dan Timur Asing yang berada di lvar Jawa dan Madura yang beperkara di muka

Landraad {pengadilan)®’.

Burgerlijke Wetbook voor Indonesia (B.W)

BW yang dalam babhasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang undang
Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya Buku ke
IV tentang Pembuktian, vang termuat dalam Pasal 1365 sid 1993%

Wethaek van Koophandel (W vX)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang undang
Hukuer Dagang juga terdapat sember Hukum Acara Perdata, sebagal sumber
penerapan acara dalam praktik peradilan. Dealam kaitan dengan Hukum Dagang
int, ferdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Failissements
Verordering { Aturan Kepailitan} yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348%

Peraturan Perundang-undangan:

(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974 temtang acara perdata dalam
hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura sedangkan untuk daersh luar
Jawa Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg

{2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Ketentuanketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan dirobah menjadi Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam peraturan perundang-undangan ini mesnnat
beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan di
Indonesta

{3} undang undang nnomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yang memuat tentang acara perdata dan hal hal yang berhubungan dengan kasasi
dalam proses beperkara di Mahkamah Agung RI

* Mannan, Abdul. Zoc Cfr. Hal 8
* ibid
® ibid
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{4} Undang-undang Nomwor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Dalam undeng-undang ini diatur tentang susunan dan kekusssan peradilan di
lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan
Umum tersehut,

{5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentung Peradilan Agama,
Dalam undang-undang ini, khususnya Passl 54 di kemukakan babwa Hukum
Acara vang berlakuo di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan Hulosn
Acara yang berlaku di logkunpan Peradilan Umum, kecuall hel-hal yang telab

diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut™.

Yurisprudensi

Yaog dimaksud dengan Yurispradensi adalah  pesgumpulan yang
sisternatis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputisan Pengadilan Tinggl
vang ditkuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama.
Keputusan tersebut dapat dipakal kembali kalau yurisprudensi ita masth sesuat
dengan keadaan zaman dan nilai nilai hukum dalam masyarakat®!.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkemah Agong RI sepanjang
menyangkut Huokum Acara Perdsta dan Hukom Perdats Mateniil dapat dijadikan
Hukum Acara dalam praktilc peradilan terhadap suatu persoalan bukum yang
dihadapi oleh hakim. Surat Fdaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tidak
mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Sebab surat edaran dan instruksi
Mahkamah Agung RI iu bukanish hukom, tetap: merupakan sumber hukum,
bukan dalam arii tempat ditemukan hukum melainkan tempst hekim dapat
menggali hukum™. Dan dalam Ketentuan-ketentuan FPokok Kekuasaan
Kechakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Apung RI berhak melakukan
pengawasan tertinggr atas perbustan pengadilan lain menurut ketentuan yang

® Jamak diketsbni bahwa pemberlakuan format kesasi, judicial review dan lain sebagainya
mernpakan farmesl vang dhearisi dard Barst

¥ Mannan, Alsdul. Op Ciz Hal 10

2 Youningsih, Laura Anastasya, Ebsepst; Tinfanan Umem (Jakarta: UL, 2009). Hal 15
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diteptukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah
Mahkamah Agung Rl berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu
agar suatu masalah hukom tidak menyimpang dan aturan vang telah ditentukan,
Dengan demikizn gikep MA bokan mencempun kemandirian hakim dalam
mesnyelesaikan suatu perkara yang digjukan kepadanya.

Dari paparan dasar hukum acara perdata tersebut muncul asas asas yang
menjadi patokan umum yang berfaku di lembaga Peradilan Umum yaita:

a. Hakim Bersifat Menunggu

hakim bersifal menungggy memiliki makna bahwa inisialif untuk
mengajukan tuntutan hak diserabkan sepenuhnya kepada pihak-pihak vang
berkepentingan, sedangkan hakim banya bersifat menungggn datangnva tuntuian
hak vang diajukan kepadanya (juder ne procedax ex officio). Sikap memunggu dari
hakim inf tidaklah dapat diartikan bahwa pengadilan tidak boleh untuk menerima
dan mengadili suatu perkara yang dimjukan dengan dalih bahwa huknm bdak atau
kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (UU No 4
Tahun 2004). Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat kewajiban hakim
vntuk menggali, mengikutl dan memahami nilal nilad bokum vang terdapat dalam
masyarakat sebagaimans diatur dalam passl 28 UU No 4 tahon 2004 tentang
kekuasaan kehakiman. Asas ini beriitik tolak pada anggapan bahwa hakim
mengetahui akan hukumnya (ius curia novity®”,

b. Hakim Besifat Pasif

pengertian hakim bersifat pasif dapat ditinjau dari dua scgi, yaite™:

Apsbila ditinjau dari segi inisiatif datangmya perkara, maka ada atau
tidaknya gugatan tergantung kepada para fihak yang berkepentingan yang merasa
dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila gugatan tersebut
tidak diajukan para pihak, maka hakim tidak akan mengadili perkara vang
bersangkutan (nemp judex sine actore).

Apabila ditinfau dar segi lpas pokok sengieta, ruang lingkup gugatan
serta kelanjutan pokok perkara maka hanya pihak yvang berhak untuk menentukan,

® Youningsih, Lawra Anastasys. Loc Cir. Hal 13
* Youningsih, Laura Anastasya. Op Cir. Hal 16
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sehingga untuk ite hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan para
pihak.

Asas hakim bersifat pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk
tidak mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pthak akan melakukan
perdamaisn {pasal 130 ayat 1 HIR), atau hakim hanya mengadili luas pokok
sengketa yaug diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan
putusan melebihi dari apa yang dimintakan oleh penggugat.

¢. Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum

Sifat hukum acars perdata il merupakan aspek fundamental. Sebelum
perkara mulai disidangkan, maka Ketua Majlis Halam harus menyatakan bahwa
'sidang dinyatakan terbuka' dan ‘terbuka untuk omum’, selama undang undang
tidak menentukan lain dan apabila hal itu tidak terpenvhi maka mengakibatkan
putusan hakim batal demi bukum (pasal 12 ayat [ dan 2 UU No 4 Tahun 2004
tentang Kekeasaan Kehakiman) kecuali dalam urusan kiusus yang telah
ditentukan dalam UU keperdataan Istam®,

Sifat peradilan terbuka untuk wnum adalab harus dinyatakan persidangan
dibuka terlebih dahuin, Hal itu meropakan agpek formal vang harus ditaati oleh
tertib hukum acara perdata, Konghkretnya, meskipun persidangan telah mulai
pembacaan surat gugatan, replik dan duplik bahkan telah tahap pembulttian, tetapt
persidangan belum dinyatakan ‘dibuka dan terbuka untuk smum’ mska sidang
belum sah.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak Yang Berperkara

dalam pemerkasaan perkars perdata di persidangan hakim  harus
memperlkukan sama kedua belah pihak yang bersengketa, tidak memihak, dan
sama sama didengar, Asas bahwa keduoa belah pihak harus didengar lebih dikenal
dengan asas audi et aiteram parfem ", hakim tidak boleh menerima keterangan
dari salah satu pihak sebagai yang benar. Berkaitan dengan pengajuan alat bukti
yang dilakukan di muka sidang harus dihadiri oleh kedua belah pihak (pasal 132
hurof a, pasal 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, pasal 157 RBg}

&. Putusan Harus Didasari Alasan Alasan

¥ Youningsih, Laura Anastasya. Loe Cit, Hal 16
* Youningsih, Laura Anastasya. Op Cir. Hal 18
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dalam hal pembenan putusan, semua putusan pengadilan harus memuat
alasan alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadii (pasal 25 UU No 4
Tahur: 2004, pasal 184 avat 1, pasal 319 HIR, pasal 195, pasal 618 RBg). Alasan
alasan atau argumentasi o dimaksudkan sebagal pertanggungjawaban hakim
daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih
tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyal nilai obyektif®’

f. Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini diatur dalam pasal 121 avat 4, pasal 182, pasal 183 HIR. Biays
perkara im meliputl biava kepaniteraan, pemanggilan para pihak serta biaya
materai. Bagi pihak vang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat
mengajukan perkara secara cuma coma.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

ketentuan dalam hukwn yang berdaku tidak mewajibken kedua belah pihak
yang berperkara unyvk memintz bantuan dan seorang abli hukum, kecuali jika
kedua belah pihak memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis
(pasal 123 HIR, pasal 147 KBg.)

2.1.3. Peradilan Agama Di Indonesia

2.1.3.1. Wewenang Peradilan Agama

Jika pembahasan aktor konflik dalam sistem hukum dan pengarch Barat
datam hukum terapan Peradilan Agama telah diuraikan di paragraf muka,
selanjuimya menyentuls aspek aphikatif dalam kancah lembaganya, yakni Peradilan
Agama.

Dalam hal ind, PA (Peradilan Agama) adalah salah satu buk(i nyata upaya
kongkrit Pemerintah untuk mengupayakan fasilitas bagi Agemna yang diakui di
Tanah Air ini. Peradilan Agama adalsh sebuszh badan yang meliputi lembaga-
lembaga pengadilan, susunan pengadilan diatur dalam bab I pasal 6 — pasal 48
UU No 7 Tahun 1989 fentang Peradilan Agama. Pasal 6 menetapkan bahwa
pengadilan terdin dani;

(a) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di
fingkat kota madya atau kabupaten

* Youningsih, Laura Amstasya. Loc Cir. Hal 18
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(b} Pengadilan Tinggt Apgama scbagai Pengadilan Tingkat banding
berkedudukan pada setiap ibu kota propinsi

Secara vertikal, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama ini
berpuncak pada Mahkamah Agung den diatur dengan sistern Peradilan khusus
baik yang berkenaan dengan mekanisme dan kewenangannya.

Wewenang Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampa: dengan pasal
53 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri
atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peraditan Agama
merujuk pada pasal 118 HIR afau pasal 42 RBg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No
7 Tzhun 1989 tentang Peradilan Agama, yaifu kewenangan mengadili perkara
perkara bisang (a) perkawinan; {(b) kewarisan, wasiat dan hibak yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam; {¢) wakaf dan sedekah. Pasal 49 ULl No 7 tahun 1989
sekarang sudab diemandemen dengan keivarnya UL No 3 Tahun 2006.

Dalam bab i akan dibahas mengenai kekuasaan lingkungan Peradilan
dalam kedudukannva sebagai salah satu kekuasaan kehakiman®. Ruang lingkup
kekuasaan kehakiman yang dibenkan uadang undang kepada lingkungan
Peradilan Agamsa dicantumkan dalam bab [T UL No 7 Tahun 1989 yang meliputi
pasal 49 — pasal 33. menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan
yang terdapat di lingkup Peradilan Agama, yaitu™:

1. fungsi kewenangan mengadili

2. memberi keterangan, pertimbangan dan naschat tentang hukum Islam
kepada Instans: pemerintaban.

3. kewenangan lain oleh atau berdasarkan endang-undang

4. kewenangan pengadilan tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat
bhandmg dan mengadili sengketa kompetenst relatif, serta

5. bertugas mengawas) jalannya Peradilan

Kekuasaan Peradilan Apama jni pada prinsipnya sama makna perumusan
dan cara pengaturannya dengan yapg ditentukan untuk Hogkungan Peradilan
umurmn, Peradilan Militer dan Peradilan Tats Usaha Negara. Bahkan jenis

11U No 19 Tahun 1964 tentang kekuassan kehakiman
“Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Feradilun Agama {Jukarta: Sinar
Grafika, 2007} . hal 133
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kekuasaan, fungsi dan kewenangannya pun sama. Perbedaannya terletak pada
ruang lingkup atau bidang kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan cir
vang melekat pada masing masing lingkungan Peradilan.

Secara umurn, kewenangan Peradilan terbagi menjadi kewenangn relatif
dan absolut. Kewenangan yang berkait dalam bahasan yang diketengahkan dalam
penelitian ini adalah kewenangan relatif yang berpedoman pada ketentuan undang
undang Hukum Acera Perdata lingkup Peradilan Agama™.

Dalamn pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa ascara vang
berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang
berlaku pada lingkungan Peradilan wmum. Oleh karena itu landasan untuk
menentukan kewenangan relztf pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan
pasal 118 HIR. Atau pasal 142 RBg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 Tahun
1988, penentuan kompetensi relatif ini bertitik toluk dari ateran yang menetapkan
tempat pengadilan untuk gupatan yang disjukan agar memenubi syarat formal,
Pasal 118 ayat I HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan &1
tempat pengadilan tergugat. Asas ini dalam bahaga latin disebut ‘actor secuitur
Jorwm rei’ dengan beberaps pengecualian yvang tercantum dalam pasal 118 ayat 2,
ayat 3 dan ayat 4%,

Menurat ketentnan pasal 66 UU No 7 tahun 1980 ditegaskan bahwa
kompetenst refatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnyz ditentukan oleh
faktor tempat kediaman fermohon. Hal ini dikecuslikan dalam hal termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin pemohon.
Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di hsar neperd, maka
kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daersh hukem tempat
kediaman pemohon.

Pembahasan fentang perbandingannnya dengan mekanisme yang berlaku
dalam Hukum Islam akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

2.1.3.2. Hukam Acara Perdata Peradilan Agama

** Dewi, Gemala. Op Cit. Hal j04
* fhid
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Undang-undang Ne 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memiliki
bunyi tentang aturan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Aturan
tersebut terdiri dari pasal 54 sampai dengan pasal 91. pasal 54 menentukan hukum
acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah ekuivalen hukum acara perdala
yang diberlakukan &i Peradilan umuoim, kecuali yang secars khusus diatur dalam
undang-undang ini. Oleh karena itu, disamping hukum acara perdata yang
terdapat dalam HIR dan RBg. Terdapa pula beberapa pasal ketentvan yang berisi
pasal pasal khusus ditulis untuk Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah sustu lembaga khusus di Indonesia. Sebags
Peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu
dan hanya untuk orang-orang tertendu. (Heh karena itu, Peradilan Agama disebut
sebagai Peradilan Islam di Indonesia yang pelaksanaannya secara limitatif tefah
bersesual dengan kondisi Indenesia,

Menurut pandangan sebagian kalangan, Peradilan tidaklah memonopoli
segala urusan upfuk menyelesaikan persengketasn. Di samping Peradilan, ada
tradisi fehkim (medissi) dan musyawarah, Dalam hal ini, lembaga tahkim
diperlukan apabila anggota masyarakat tidak mengetabni bhukum terhadap
peristiwa yang mereka hadapi, hal tersebut menandakan balvwa eksistenst rfapkin
sekaligos menpafiken kehendak untuk mengadukan perkara tersebut kepads
pengadilan Zinflah justro fantangan bagi Peradilan Agama untuk bisa eksis
ditengah dua raksasa sistem hukum, antara Sistem Hukum Islam dan Barat yang
juga akan diuraikan nanti.

Dalam bagian ini akan divratkan tenteng asas asas hukum acara Peradilan
Agama secara ringkas yang tertampung dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, ttap tiap orang memiliki kepentingan
yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Kadangkala kepentingan mereka
saling bertentangn dan dapat menimbulkan suatu sengketa. Yang dimaksud
dengan kepentingan adalah segala hak hak dan kewajiban perdata vang diatur

% (Gapasan ientang fakkin akan diutas di bab tersendin

4]
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dalam hukum perdata materiil. Disamping hukem perdata materiil, dikenal pula
hukum perdata formal™.

Hukum perdata formal ini disebut juga hukum acara perdata, yaitu seluruh
kaedah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak
hak dan kewajiban kewajiban perdata schagaimana yang diatur dalam bukum
perdata materiil. Hukom acara perdata dapat pula disebut hukum proses, sebab
hukum acara ini terdiri dari rangkaan cara cara beriindak Ji depan pengadilan,
mulai dan memasukkan gugatan/ permohonan sampai selesal diputus dan
dilaksanzkan. Jadi, tujuan sustu proses dimuka pengadilan adalah uniuk
memperoleh kepastian bagaimana hukum dani suatu kasus. Dengen kata lain,
bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang beperkara itu yang
sehenarnva dan seharusnya, dan supaya segala apa yang diputuskan oleh
pengadilan itu dilakganakan. Dengan demikian, hak hak dan kewajiban kewajiban
vang diberikan oleh hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh
pengadilan ifu dapat diwejudian™.

Dalam beracara di depan pengadilan Agama, ketentuan pasal 54 UU No 7
Tahun 1989 menetapkan tentang hukum acara apa yang berlaku dalam lingkup
Peradilan ind. Pasal ini menegaskan baiiwa hukum acara vang berlaku adalah
hukum acara perdata vang berlaku pada Hngkup Peradilen umum, kecuali vang
tedah secarz khusus diatur dalam vndang undang int.

Dengan penegasan pasal ini, terdapat dua macam hukum acara, yaita (1)
hukum scara perdata vang diatuc dalamn HIR dan RBg (pasal 118 - pasal 245 HIR.
Dan pasal 142 — pasal 314 RBg}; dan {2) hulcom acars yang secara kKhusus distur
dalam UU No 7 Tahur 1989 pasal 54 — pasal 91. hal ini berarti pasal pasal 54 —
pasal 91 ini merupaken hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agarna
untuk melengkapi kekurangan' dari apa yang terdapat dalam HIR dan RBg.

Yang diater secara khusus dalam undang-undang ind discbutkan dalam
pasal 85 — 88, vaitu pemeriksaan sengkets perkawinan berkensan dengan (4} cerai
talak yang datang dari pihak suami; (b) coral gugat yang datang dari pihak istri

miaupun dari pihak suami; dan (¢} cerai dengan alasan zina. Dari pasal pasal ini

3 Dewi, Gemala. Op Cir. Hat 105
* ibit
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dapat diketabui bahwa undang undang ini berupaya melindungi dan meningkatkan
kedudukan wanita, dengan membenkan hak yang proporsional kepada istri dalam
mengaiukan gugatan dan melakukan pembelaan diri di muka pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 54
UU No 7 Tshun 1989, yvang memberlakukan hukom acara perdata i lingkup
Peradilan umum berlaku juga pada lingkup Peradilan Agama, maka secara formal
harus mengacu pada suasana yang terdapat di lingkup Peradilan uvmum. Oleh
karena itu, mengenai intervensi, misalnya, yaitu masaknya pihak ketiga dalam
proses perkara yang sedang diperiksa pengadilan, merupakan suatu hal boleh saja
dilakukan {akan divraikan di sub bab tentang cara berperkara). Hal ini sudah
disebutkan dalem pasal 86 ayat 2 UU No 7 Tashun 1989, dengan diuzinkannya
intervenst ini diharapkan penvelesatan perkara dapat segera diputus dan
keputusannya tidak akan saling bertentangan. Menurat Seepomo, hal ini dapat
dibenarkan sepanjang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dalam prktik di
pengadilan Agama.s ;

Pada akhirnya dapat dikemukakan bashwa mengenai hukum scara yang
sekarang inl berlaku dan terpakai selama int, menurat pendapat Bustanul Arifin,
telah sesusi dengan ketentuan hukum Ielam, namun dengan penckanan dari seg

moral dan penyeragaman beberapa istilah®.

2.1.3.3. Pelaksanamm Acara Cerai Talak Peradilan Agama®

Dalam prinsip pelaksanaan acara ceral talak yang berlaku di Peradilan
Agama, kerap ditemukan beberapa prinsip acara perdata Barat (Peradilan Unvum)
digunakan disind.

Dalam bab ini akan diuratkan proses perkara secara singlkat sesual
pengaturan undang-undang dari tahap persidangan permohonan ceri talak, sejak
sidang I sampai dengan akhir atau sidang penetapan bakim yang dilanjutkan
dengan sidang penyaksian kear talak.

* 5, Svepomn. Sistem Hukum di Indonesia (Yakarta: Pradma Pramdta, 1970). Hal 85

%arifin, Bustanul. Pelpmbagaan Hukum Iiwm di Indonesia; Akar Sejarah, Hambawm dan
Prospeknye {Jakana: GIP, 1956}, Hal 94

ST Merujuk pada araian Wismar Ain Marzuki dalam Dewi, Gemala {(editor). Op Cir. Hal 117
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Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI discbutkan
bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan
pengadilan. Khusus perkara perceratan, UU No. 7 Tahun 1989 telah mengatur
secara kKhusug vang dalam pembahasan ini adalah cerai talak {pasal 66- pasal 72}.

Hal paling pertama dilakukan adalah membuat acara permohonan kepada
Pengadilan Agama setempat, formulasi atau isi permohonan dani ketentuan pasal
66 ayat 1 dan 2 jo. Ayat S jo, pasai 57 UU Peradilan Agama yang perlu
diperhatiakan selain {g) keterangan tentang identitas pemohon, antara lain adalah:

{b) posita atau kasus posisi yang bensi:

fakta fakia stav hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak

- bilakah suami dan istri itu menikah

- selama pernikahan saling rukun atau tidak?

- apakah soami dan istd dikarunial anak?

- alasan ~ glasan diajukannya peroaohonan talak berdasarkan fakta atau
perisriwa hukum

- glasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan
keharusan; hakim vang harus melengkapi dalam penetapan {atau putusan) nanti.

{c} Petitum yaitu isi tuntutan yang diminta cleh pemohon agar dikabullkan
oleh hakim, atau yang Jumrah disebut Surat Permohonan.

Kemudian proses Acara dilanjutkan dengan tahapan Persidangan
Permohonan di hari yang telah ditentukan, pernohion atau tersmohon atau masing
masing kuasanya menghedia sidang Pengadilan Agama, setelah menerima surat
panggilan yang sah.

Majelis hakim pada saat memulai sidang memberi kesempatan atau
berusaha agar pemohon dan termohon berdamal, kembali rukun sebagal suami
istri, DM sini, Pengadilanlah yang sekaligus menjadi lembaga fakam bagi pasangan
yang berperkara,

Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada

tahap pembacaan permohonan.

Sidang 1
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Pada sidang pertama, bila pemohon dan termohon hadir, maka akan ada
tiga kemungkinan:

{1) para pihak berdamai dan sidang tidak jadi dilaksanakan; atau

{2) pemnohon tidak bersedia berdamal sedang pihak termohon setuju untuk
damai; afau

{3) pemchon bersedia berdumai namun termohon tidak bersedia berdamai,

Dalam hal im hakim dapat menunda sidang dan menyarankan agar kedua
belah pihak berdamal, untuk mengingat kebaikan masing masing. Pengadilan lagi
lagi menjadi hakem vang bertujusn ingin mendamaikan pasangan tersebut™

Bila pemchon tetap ingin berceral, sidang dilanjutkan, dimulal dengan
pembacaan surat permohonan, oleh pemohon ataw kuasanya,

Kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertams ini adalah:

{1} pemohon hadir sedang termohon tidak hadir, sidang ditunda unduk
memanggi! kembali termichon;

{2) pemobon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya:l} kemungkinan
pemochon tidak jadi mengajukan permohonannya atau, sidang ditunda kembah
untuk memanggil pemehon. Bila telah dipanggil sekali lagi, pemohon tetap tidak
hadir dalam sdang, maka hakim dapat menpetapkan bshwa gugatannya dinyatakan
gugur. Atau sideng ditunda lagi untuk memanggil pemohon dengan persetujuan
termohon. Hal ini diator dalam pasal 124 HIR/ 148 RBg Bila pemohon ingin
mengajukan permohonan lagi, maka ia wajib mendaflar atau mengajukan
permohonan baru,

Jika pemohbon hadir, termohon tidak hadir, hakim dapat:

(1) menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekah lagi.

{2) menjatuhkan putusan verstek karena termohon dinilal te‘azzuz (gaith)

jika pemchon dan termohon hadir di depan sidang, majhis hakim dapat
memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawabannya

Sidang II Jawaban
Dalam jawaban, terrnchon vaito istri berhak mempertshankan hakoya.

Pada kesempatan ini, termohon atau kuasanva berhak melakukan gugatan balik

 Dewi, Gemala. Loc Cir, Hal 117
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{rekonvensi). Jawaban atau rekonvenst dapat diajukan secara tertulis atau lisan
{pasal 121 ayat 2 HiR/pasal 143 ayat 2 RBg jo pasal 132 ayat 1 HIR/pasal 158
ayat | RBg.)

bila termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang, meskipun
mengirimkan surat jawsban, tetap dimilai tidak hadir dan jawaban itu tidak
diperhatikan, kecuali jawaban vang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa
pengadilan vang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Selain rekonvensi dan eksepsi tordapat beberapa hal yang dapat diajukan
oleh fermohon yain: mengaku bulat-pulat, mungkir secara mutiak, mengaku
dengan klausula,

Terhadap jawaban lisan adalah kewajiban panitera wntuk mencatatnya

dalam Berita Acara Persidangan’ .

Sidang HI Replik

Sidang replik yaitu kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada
pemohon unfuk menanggapt jawaban fermohon sesuai dengan pendapatnya, atau
tetap mempertahankan permohonannya, mengulangt permohonan, menegaskan
dan melengkapl atav mensmbah  keterangan vang dianggap perly untuk
memperjelas dalil dalilnya pada surat permohonannys, atau dapat jugs mercbah
sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan termohon.

Misalnya pemchon dalam surat permchonannya mendalilkan bahwa
termohon sering melalatkan kewajibannya, tidak bersedia melayani pemohon
dalarn hubungan suami isteri, suka bersikap kasar terjadap pemohon, sehingga
pemohon ingin bercerai. Kemudian dirckovensi oleh termohon, menggugat balik
agar pemohon bersikap baik kepada isterf, memberikan nafkah Ishir batin sesuai
dengan kesanggupan pemohon seria termohon masih ingin berada di bawsh
bimbingan rumah tangga pemohon,

Sidang I'V Duplik

* Dewd, Gemala. Op Ciz. Hal 122
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Sidang duplik merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon
mengajukan dupltk yang pada pokoknya mengulangl dan menegaskan kembali
jawaban serta gegatan rekonvensinya.

Acara replik dan duplik (Jawab-menjawab) i dapat divlangi sampai ada
titik temu antara pemohen dan termohon dan atau dianggap cukup oleh hakim,

Bils acara jawab-mergawab dianggap telah cukup namun masih ada hal
hal yang tidak disepakati oleh pemohon dan termohon sehingga periu dibuktikan,
kearudian acara dilanjutkan ke tahap pembuktian,

Sidang V Pembuktiax

Pada tahap ini, baik pemchon atau termaohon dibert kesempatan yang sama
untuk mengajukan bukti-bukti baik beropa saksi, alat bukti surat maupun alat
bukti lainnya secara bergantian yang diatar oleh hakim.

Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suanmi isteri adalah
akta nikah, surat surat lain, pengakuan dan saksi saksi vang mengetahui terjadinya

pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami isteri.

Sidang VI Kesimpulan
Pada tahap kesimpulan, masing masing pihak {(pemohon dan termohon)
dibert kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil

pemeriksaan selama sidang berlangsung,

Sidang VII Penctapan Hakim

Contob kasus, jika tanggal 7 Januari, hakim memberikan penetapan bahwa
permohonan suami (pemohon) untuk menjatubkan ikoar {alak diterima, sejak
penetapan ini terdapat jangka waktu 14 han kerja. Dalam jangka wakiu 2 minggu
ind, termohon dapat mengajukan banding.

Bila istri tidak meresponnya entuk mengajukan banding, maka penetapan
hakim memperoleh keluaten hukum yang mengikat dan tetap sejak tanggat
tersebut, dan suami (pemohon) dapat mengajukan permohonannya mengucapkan
ikrar talak. |
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Undang-undang memberi kesempatan atau tenggang wakiu bagi pemohon
untuk mengucapkan ikrar talak dalam wakfu enam bulan. Bila dalam tenggang
waktu tersebut suami  tidek datang untuk mengucap ikrar talak maka
permohonannva dapat dinyatakan gugur oleh Hakim (lihat pasal 70 ayat 6 UU
Peradilan Agama),

Dan pada tahap selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasala 149-
157, jo. 105 KHI berlaku hukurn vang terjadi setelah ikrar talak yaitu (1) putusnya
hubungan antar suami istri, kemudian (2} hak istri untuk dibenkan masa 'iddah
selame tiga bulan sebelum keinginannya untuk dinikahi, (3) pelaksanaan
pembagian harig bersama dapat dilangsunghkan, dan (4) adanya hak asub anak atau
hadhdnah.

Mekanisme acara berperkara ini, bagi prkatisi hukum®, semakin
menampakkan uwndang ondang ini berupaya melindungi dan meningkatkan
kedudukan wanita, dengan membernikan hak yang proporsional kepada istri dalam
mengajukan gugatan dan melakukan pembelaan dint di muka pengadilan. Dan
apakah dengan begitu Hukwn Konvensional Indonesia dengen  sengaia
mencerabut hak talak suami dengan dibaruskannya berikrar di depan Pengadilan?

Apakah dengan diterapkannya prinsip keperdatasn Barat  dalam
mekanisme acara falak ini menunjukkan adanya cles# atau ketidakserasiannya

denga. sistem Hukum Islam?

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Hukum Sebagai Sebuab Sistern

Setiap pandangan dumia mempunyai interpretasi tersendiri mengenai
manusia, hubungannya dengan dunia dan sumber keberadaan, Interpretasi ini pada
gilirannyva memuncuolkan manifestasi yang berbeda dalam rumusannya tentang
sistern, Sehingga sistern merupakan titik klimaks pandangan dunia yaug logis dan
tidak dapat dihindarkan pada sebuah domain kehidupan privat dun sosial manusia.
Oleh karenz pandangan dunia tersebut bersifat konstan, maka komponen
komponen sistern tidak berebah-rubah dan bersifat independen dalam waktu dan

ruang, Dan karena itu, semua sistem merupakan fotalitas preseden preseden vang

“ flarchap, M. Yahya, Op Cit. Hal 120

48
Tinjauan Juridis..., Ahmad Aqil, Pascasarjana Ul, 2009



dianggap sebagai pandangan dunia dalam ruang lingkup tertentu dalam kehidupan
sosial.

Pertanyaannys kemudian ialah apakah hukum merupskan scbuah sistem
yang memilik: daya tarik luar biasa. Sepintas hal tersebut sealah bersifat elitis,
tetapi secara kKhusus persoalan hukum scbagal sistem ialah implementasi dari
ikhtiar menyelami kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan bahwa
hukum sebagal sistem merupakan produk pemikiran manusia yang sudah cukup
A,

Kendati demikian, tidak mudah memeknal hukwn sebagai sistem sccara
jelas, karepa istilah sistem tidak pernah difshami secara monolitik, selalu saja
beragam. Arti sistem dalam berbagai teori sistem hukum masih belum seragam.
Secara umum, sistem kerapkali didefinisikan dalam dua grand teori® . Pertoma,
menurut Anatol Raporot, sistem adslah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat
hubungan satu sama lain, kedue, menuput Churchman {(1968) sistem sebagai
pencdekatan sistem (approach). Pemaknaan kedua ini lebih mengarsh pada upaya
memaham kompleksitas dan kenumitan dalam banyak etintas, schingga terbebas
dari jebakan simplifikatif dalam memandang etintas tersebut.

L. Ackov mengemukakan ein ciri fundamental dalam sebuah sistem,
antara lain adalab®:

o sistemn harus dibentuk untuk menyelesaikan suati tujoan

a  elemen sistem harus memilikd rencana yang ditetapkan
adanya hubungan interaktif antar elemen sistem

o sistem menciplakan dan melakokan proses transformasi; sehingga jika
ditemukan permasalahan yang tidak seswai dengan cirl fundamental iai, roaka
pandangan tentang paradoksialisast itu tidaklah disebut sistem yang apik.

o Sistem mempunysi mekanisme kontrol bahwa sistem mempunyat kekuatan
mengintregast dan pemersate yang mengikat sistem tersebut,

Dengan demikian sistem memiliki karaktenstik ideal, vang diantaranya
adalah (1) Organisasi, {2) Interaksi, {3} Interdependensi, (4) integrasi, dan {5)
Tupuan pokok.

* Surnber inernct diakses pada tanggal 24 Novembier 2009
® Disacur dari akses internet 27 November 2009
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Secara sederhananya, model sistem adalah sebagai berikut:

Input -> proses 4 cuteome
{lingkup budaya) {legislasi) {dampak dan hasil)

Tlustrasi model sistem ini berada pada bingkai schuah ikatan organisasi
{misalnya; negara) yang interakiif dilakukan secara akurat, integratif dengan unsur
unsur yang ada dan untuk menuju pada titik gol.
Adanya konflik antar sistem pertanda lemahinya kualitas dari sebuah
sistern yang diberlakukan. Solusi yang bisa ditempuh, salah satunys dengan cara
mengkonsep kemball hubungan antar sistern yang ada.
Selaras dengan karakteristik mendasar suaty sistem, penganut aliran sistem
hukum terbuka, yaitu sistem yang mengalami pertukaran energ, materi atau
informasi dengan lingkungannya dan memiliki kecenderungan adaptasi dengan
lingkungannys, meyakini bahwz paraturan yang dianutniya tersebut dapat disosun
secara logis, hal fersebui tidak jantas menjustifikasi bahwa putusan tersebut
sebagai produk akal an sich melainkan juga lebih dan itu, scbagai instramen
berbasis pada nilai etis.
Penilaian etis, menuut Scholten menjadi asas bagi peraturan hukum®.
Oleh karena ifu, peraturan hukum segara mekaniknya terikat oleh satu nilai etile.
Fuller, dalarn hal ini berhasi! mengurai tesis terperinei mengenat nkuran
suatu sisterm hukum dengan berbasiskan delapan asas lepalitas, antars lain
adalah;™
o gistem hukum #idak hanya mefiputi keputnsan-keputusan yang bersifat ad hoc,
tetapt Juga harus meliputi peraturan-peratoran.

o peraturan-peraturan yang felah dibuta harus diumumkan pada dan secara
publik

¢ peraturan-peraturan harus diberlakukan secars tegas, pola ini menunjukkan
penerapan peraturan tidak boleh mengalami penyurutan, karena akan

mengancarmn integritas peraturan di masa mendatang

& Bahardjo, Satjipis. Hmu Hukum (Bandung: Clira Adatys Bhakd, 20600). Had 20
# Fuller, Lon, L. The Morality of Law (New Haven: Yale University Press, 1971). Hal 77
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o peraturan-peraturan harus disusen dalam rumusan yang difabami untuk
menghindari munculnya manuver-menuver yang tidak dilnginkan.

o suatu sistem tidak diperkenankan memberi payung peraturan-peraturan yang
bertentangan secara diametral antara satu peraturan dengan peraturan lain
sehingga tidak terjadi proses tumpang tindih

o peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi dari hal
yang dapat dilakukan

o menafikan kebissaan untuk sering mengobah peraturan untuk menghindari
disorientasi dan ketidakpercayaan individu terhadap supremasi hukum.

o harus ada kesesuaian dan keselarasan antara peraturan yang dilegislasikan
dengan praktik sehari-had.

Kedelapan asas tersebut menurst Fuller tidak semata menjadi batasan
suatu sistern hukum, tetapi lebih dan ity memanifestasikan sebush loalifikasi
sistern hukum yang serba meliputi moralitas untuk menghasitkan sistem hukum
yang ajeg dan sarat kandungan moral®, Ringkasnya, teori sistern dalam hukutn
memiliki pola pandang bahwa masyarakat dipersepsikan dalam kondisi vang
terator dan tertib, Lebih dari itu, hukum dan teorinya hanya muncul dao sesuatn
yang sistemnik dan karena itu hukum selalo bepsifat sistemik. Merujuk pada faham
sistemnats dalam hokum, pluralitas, keanekaragaman, konflik dan diversitas
diangpap sehagai entitas yang mengganggu sistematika hukum yang ideal.

Kekhawatiran adanya dekonstruksi terhadap pemikiran sistem dalam
hukem teniu saja tidak scialan dengan realitas kemdupan sosial masyarakat.
Parson, dalam hal inl menegaskan bahwa sebush gistern sosfal harus juga
memperhatikan perscalan infegrasi dalam sistem sosial ito sendiri,' dan antara
sistemn sosial denagn pola pola kebudayaan di satn fihak, dan antara sistem sosial
dengan sistemn kepribadian di fihak lain. Lebih lanjut, Parson menyatakan,
konseptualisasi sistem: sosial tidak aken mencerminkan hubungap sistematis
apabila dilakukan secura prematur dan serampangan, tindaken seperti itu hanya
akan menimbulkan konflik yang berujung pada disfungsi fujuan sebuoah sistem®,
Atas asas tersebut maka, aksi institusionalisasi terhadap pola kerja integratif

% Fuller, Lon, L. The Moraliy of Law {(New Haven: Yale University Press, 1971} Hal 122
* Dalam Rabardio, Satjipio. Op Cir. Hal 30
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struktualis menjadi agenda yang penting, Interaksi yang telah terlembaga tersebut
dikenal sebagat sistem sosial, karena itu pulalah hukum memegang peranan
signifikan dalamn upaya penyelesaian konflik secara bijak dan proposional,
sehingga seturub nilai yang felah disepakati dapat terakomodast melalui legitimas)
yang tegas dalam institusi hukum.

2.2.2. Pergnan Eksternal Sebagai Faktor Pemthentuk Hukuam

Proses terjadinya perubzhan-perubahan pada masyarakat di dunia pada
dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal vang pengarvhnya menjalar
dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya perbedaan
kultor, faktor komunikasi modemn dengan taraf ieknologi yang berkembang
depgan pesatnya dao lain lain. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi,
terjadinya suatu revolusi, modemisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di
suafy tempat dengan cepat dapat diketalsi oleh masyarakat-masyarakat lain yang
bertempst tingzal jaub dari pusta terjadinya peristiwa terschbut di atas, Perubahan-
perubahan dalam masyarakat itu ekhirnya dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-
kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga  sosial,
stratifikasi sostal, kelcuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

(leh karena Tuasnya bidang di mamas mungkin teriadi perobahan-
perubaban tersebut, maka kemungkinan tegadi pesgaruh pads bentuk Hukum
adalah aksi aksiomatik.

Suatu pertentangan antara mereka yang menganggap bahwa hukuwm harus
mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya dan mereka yang berpendapat
babwa hukum merupakan alat untuk merubah masyarakal, telah berlangsung sejak
lama dan merupakan masalah yang penting dalam sejarah perkembangan hukum.
Kedua fzham tersebut bolehizh dikatakan masing-masing diwakili oleh Von
Savigny dan Bentham®,

Bagi Von Savigoy vanp dengan gigibnya membendong datangnya hukum
Romawi, maka hukom tidaklah dibentuk gkan tetapi haras diketemukan, Apabila
adat istiadat telah berlaku secara mantap, meka barulah pejabat-pejabat hukum
mensyahkannya sebagai bukom.

¥ Didasarkan atas uratan Hamdan Zoglve dalam hamdanzoclva.wordpress.com
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Sebaliknys, Bentham adalah scorang penganut dant  fahem  yang
menyatakan bahwz mempergunakan hukom yang telah dikonstruksikan secara
rasionil, akan dapat diadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat™.

Suatu teori yang sejalap dengan pendapat Von Savigny, pemah
dikembangkanoleh scorang yuris Austria yang bermama Eugen Ehrlich. Ehriich
membedakan antara hukum yang hidup vang didasarkan pada pertkelakuan sosial,
dengan hukum memaksa yang berasal dan negara. Dba menekankan bahwa
hukum yang hidup lebih penting daripada hukum negara yang ruang lingkupnya
terbatas pada sussana dan horzon perwmnusan yang berbeda. Sementara hukum
vang hidup mempunyai weang lingkup yang hampir mengatur semua aspek
kehidupan bersama dari masyarakal. Dari penjelasannnya di atas jelas terlihat
bahwa Ehrlich pun menganut faham bahwa perubahan-perubahan hukum selalu
mengikuti perubahian-perubahan sosial lainnya™.

Sejalan dengan teorli hukum sebagar scbuah sisten yang telah
diuraikannys dimuka secara alur geraknys, teori fenfang peranan eksternal
merupakan faktor pembentuk hukum dapat segendang sepenarian dengan
karakteristik mendasar suatu sistem, dalam hal ini dikatakan, penganut aliran
sistern hukum terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran energl, maten
atan informasi dengan lingkungannya dan memiliki kecenderungen adaptasi
dengan lngkungannya. Titik singgung ini sermmakin dapat menjelaskan bahwa
hulum yang diberlakukan tidek hanya muncul deri produk akal an sich,
sebagaimana feori hukum yang tidak berdasar pada peranan eksternal (teori
Bentham), melainkan juga lebih dari itw, hukum justru berfungst sebagai
instrumen berbasis pada pilad etis.

Tidak berlebihan jika teori sosiologi hukum ini”® (jika boleh dikatakan
begitu} seprinsip dengan teori hukum dalam Islam yang berbunyi, “hukum beredar

88 Zoelva, Hardan Loc Cit.

 bid

 Sosiologi Hukum sebagai Hmu terupan menjadikan Sosiologi sebagai subyek. seperti fungsi
sosiologt pada umumnvs, sosiologl hukum memiliki sl blas kondist sowial dalamn penerapan

hukum, pembangunsn buksm, pembaharpan bukus dan Jain Jain,

W
Ll
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pada sebuah ‘ilar {(sebab munculnya hukum)", dimana ‘illat memiliki posisi
klaustis terhadap kelahiran dan pemberlakuan bukum,

Oleh karema itu, npaya pengintegrasian pilar-pilar sistemn hukum mutlak
diperlukan. Menurut friedman’', sistem hukum meliputi, pertama, struktur hukum
(legal structure), misalnya cksistensi badan Peradilan, kedue, substansi hukum
{legal substance} yang berisi hasil aktual yang dihasilkas oleb sistem hukum,
seperti undang-undang dan pufusan Pengadilan, ketiga, budaya hukum {legaf
culture} vaiu sikap publik dan kesadaran hulqim masyarakat, komitmen moral
dan nilai-nilai.

As Shiddigue menegaskan bahwa ketiga clemen sistemy hukum tersebut
dalam ranah praksisnya mencakup {a) kegiatan pembuatan hulum (faw making),
(b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum {(fow administrating} dan (c)
kegiatan pengadilan atas tindakan pelanggaran hukom (law enforcement). Oleh
karena itn, upays membuai agenda meminimalisit konflik harus memperhatikan

- . 2
keserasian elemen-elemer: sebuah sistem hukum.”

2.2.3. Teori Hukum Islam

Dalam guatu cerarnahnya, Bernard Lewis memaparkan lebih lanjut, bahwa
Islam memiliki tips persepsi, pertzona, Islam sebagai konsep terwuiud dalam
Quran dan Sunnah, karena itu, Islam secara konsepsionat dinilai sebagai bentuk
yang tidak berubsh alias bakm, kedua, Islam sebapai yang disistematiskan melalui
aktifitas interpretasi oleh para Ulama berdasarkan konteks sosial budaya
masyarakat setempat, dan atas dasar iiu, interpretas] Isiam selalu berkembang dan
dikembangkan sesuai dengan amtutan zaman, ketiga, Isiam sebaga sejarah (Islam
Historis) wyang wmerangkum berbagai  kegiatan kebudaysan, hukum  dan
kemasyarakatan’.

* 3alam Rahardjo. Op Cit. Hal

7 As-Shiddique, Jimly. Konstitusi dun Konssitusionalisme Indonesia {Jakanta: Penerbit Mahkamah
Konstitusi, 2006}, Hal 379

7 Leowis, Bernatd, Ifam Dalam Krists; Amtara Perang Suct dan Teror kotor, terj. The Crsis of
isfsns; Holy War and Usholy Terror (Sursbavar JP Press, 2004}, Hal 7
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Islem sebagai kepercayaan {befief), adalah Agama Tuhan veng sakral,
abadi, samawi dan motlak. [slam dalam pandangan pemeloknya merupakan
Agama transeden berbasis divinitas wahyu {Quran dan Sunnah) yang sama sekali
tidak teramandemen. Ruang lingkup Agama dan ajaran Jslam tersebut didukung
dan jelas kelihatan pada kerangka dan sumber ajarannya vaitu wahyu (Quran dan
Sunnah) vang akan melahirkan Syariah dan ra'yu (akal pikiran} manusia melalui
prakiik ijtihad vang menelorkan fikih

Svariah merupakan wahyu Tuhan yang mengatur kehidupan secara
kompleks, mencakup hubungan manusia dengan Tuban, hubungan manusia
dengan manusia dan hubengan manusia dengan alam.

Syariah meniadi sumber fundamental selunih aktivitas manusia dan
berasal dari Tuhan, sedangkan fikih meropakan hasil dari upays pemahaman
terhadap Syariat dan beberapa keputusan yang disimplifikasikan dan Syariat.

Fikih merupakan proaduk manusia, dan karena itu besifat temporal serta
tunduk pada determinan-determinan sosiologis dan kultur, Berbeda dengan fikih,
Syariah bersifat absohat tak terubah.

Dengan demikian, secara kronologis, Syanah mendabhulm fikih, karena
Svariah merupakan pelembagagn kehendak Tuhan vang belum disisipi oleh
forrnulagi akal interpreter, sementars fikih adalsh produk analisa vang sarat
dengan interpretasi manusia terhadap Syariah,

Sehingga, konsep hukum Iklam dengan derikian terdiri dari unsur Syariah

+ Fikih. Dustrasi uraiannya menjadi sebagai berikat:

Mentransformasi
Hukom Islam ——»

dalam undang undang

Syariat Islam g ——wFikih Islam
Wahyu Ra‘yu
{Qath'iy/cloged system) {Zhanniylopen system)
{leh karena i, Hokum Islam merupakan cerminan perangkal perintah
vang bersifat otoriter dan sekaligus totaliter. Hukum Islam yang meliputi dogma

dan prinsip sosial menjadikan pelaksanaan hukumnya selain scbagai kewagiban
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religius juga menjadi rujukan pengambilan kebijakan utama terhadap kepentingan
umum (public goods) masyarakat dan standar etisnya.

Proses ini dikenal sebagai diplomasi dua arah, vaitn upaya berinteraksi
secara resmi antar Sistem Hukum yang diterapkan dan legislasi di tingkat
syariahnya. Hal ini bertujuan mengembangkan  strategi-strategi  dan
mengakomodasi sumber mater hukum dengan cara-cara yang dinilai berhasil
menghindart konflik,

Selaras dengan itu, komunikasi astar Sistems Hukum akan dapat terjalin,
Pembangunan kerjasama antar Sistem Hukum justru ekan bertujuan untuk
merninimalisir ketimpangan dan ketidakadilan hukum.

Terlebih bahwa Hukum Islam dapat secara independen diterapkan di
Indonesia tanpa melalui proses resepsi Hukum Adat sebagaimana yang telah
diatur dalem: kebijakan hukumn Belanda, tidek cuma itu, Hukwm Islam secars
filesofis, susiologt dan yuridis sebagaimana yang diatur dalam pasal 24, 25 dan 29
UUD 1945 memberi kesempatan’ lebar bagi keberlakuan Hukum Islam secara
yuridis formal.”

Dengan bepitu integralisasi hukum melalui teori Hukum Islam membuka
lebar upaya dan peluang akulturasi hukum dari tingkat stroktor hukum {(fegad
struciure), substansi hukum (legal subsrance} sarapat pada skuiturasi bodaya
hukum {Zzgal culture).

Upaya itulah yang akan dicapal dalam penelitian dalam pelaksansan acara

cerar talak Peradilan Agama ini.

™ Abdulinh, Abdul Ghani. Op Ciz. Hal. Penganlar
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BAB 1
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Liﬁgk;:p Penclitian dan Sumber Data

Penelitian ind bertujuan untuk menggambarkan dan melacak faktor-faktor
penyebab konflik yang kerapkali tefjadi i bidang hukum perdata Indonesia
terutama yang terkait dengan pelaksanaan acara ceral talak. Oleh karema ity
strategi penelitian vang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi literatur,

Interpretasi atas literatur atau teks dalam penelifian ini untuk mempelajari
penerapan norma dan kaedab hukum pemutusan talak yang dilakukan, terutama
dengan pemuftusgan perkara talek sebagaimana yang tersusun secara sistermnatis
dalam undang undang. Studi dalam penelitian imi berusaha untuk menyorofi
peraturan dan perundangan yang concern terhadap meknisme acara keperdataan
tersebul,

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penelitian im akan mengpunakan
aspek pemilihan intrinsic siudy sebagai objek penelitian. Bahwa peraturan dan
perundangan tersebut dipilih untuk mengetahui secara infrinsik mengenal asumsi
konflik antar sistens hukurm di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti berasumsi bahwa
prakiek sengketa talak tidak fercerabut dar intervensi fihak yang berkait. Maka,
penjelusan tentang kebijakan hukum diberlakukan dengan cara memandang
konfigurasi kekuatan yang melatarbelakangl pertrnusen  peraturan  bukum,
sehingga kerapkali keputusan tersebut menyulut perbedaan persepsi dan bahkan
konflik, karena adanya ketimpangan di bidang kasdah hukumnya.

Dalam hal Hogkup penelitian, peneliti memilih Peradilan Agama sebagai
obyeknya dengan batasan (bounded system) pada pelaksanaan agcara cera
talaknya. Peradilan Agama dipilih karena merupakan ingtitusi legal peradilan
Islam yang bertwjnan membing terlaksananya pencrapan hukum Islam dan
mepjags agar hukum dan undang-ondang diterapkan secara tepat dan adi) di
Indonesia.

Berdasar UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ferdapat

keterangan tentang delapan asas umwm Peradilan Agama. Asas umum merupakan
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fondamentum umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat
undang undang. Dari delapan asas umum tersebut tercentum bunyt asas
Personalitas Islam. Asas ini bermakna bahwa eksistensi Peradilan Agama jugs
menempati posisi sebagai fegal keeper terhadap Hukum Islam yang diberlakukan
i Indonesia.

Secara spesifik, data yang digunakan bersifat deskrptif, dikumpulkan dari
dokumen-dokumen peraturan dan perundangen tentang Peradilan Agama atau
vang berkaitan dengannya berikut juga disertakan sumnber hukum lain berupa
dokumen iurisprudensi karya sekunder hukum dan lain sebagainya. Alasan
tersebut dipilih karena Undang Undang fersebut memiliki kekuatan sebagai
hukum yang konstan. Data berupa dokumen-dokumen Peradilan Agama int
dibatasi pada pelaksanasivsidang cerai talak di badan Peradilan Agama bagi
kalangan musiim, tidak pada perkara antar aon Muslim, yang bahkan jika
diajukan ke Peradilan Agama sebab Peradilan Agama tidak ada wewenang untuk
menangant bagl pasangan vang hanya saiah satunya beragama Islam sementara
lainnys tidak.

Penelitian ini juga tidak memperkarakan sebab scbab perceraian, sehingga
mengarah pada penelisikan dokumen dan data melebar (flared source). Penelitian
ini berupaya mengwral aturan serta mekanisme pelaksanaan sidang ceral talak
yang tercanfin dalam perundangannya.

Adapun slasan pemiliban batasan pelaksanaun acara cerai talak di lingkup
Peradilan Agama selain daripada eksistensi PA #o sendin sebagal penjaga Hukum
Islam jvga konflik yang paling mencolok lazim tegedi antara Sistem Huokum
Islam den bukan Islam lantaran mencoloknya perbedaan sumber dan dasar
hukum.

Telah banyak diperdengarkan dalam beberapa media tentang ikear bahwa
seseorang telah mentalak istrinya secara syari namun fidak dilakukannye depan
Pengadilan. Secara jelas, penelitian inl membidik mekanisme sidang perkara corat
talak menurut sturan yang diberfakukan di Peradilan Agama, sehingga bahasan
tentang sebab perceraian atau obyek kajian persidangan berada di Tuar penelitian

yang dilakukan.
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Pelaksanaan pemutusan perkara talak secara syarl memang potensial
untuk menimbulkan konflik antar Sistern Hukum lantaran asas negara vyang
majemuk. Tetapi , Islam merupakan agema yang dianot oleh mayonias penduduk
Indonesia, data statistik (sumber Badan Pusat Statistik 2003} menyebutkan hahwa
dari total penduduk 208.816.860 scbanyak 182.083.594 (£7.19649%;) penduduk
Indonesia menganut sgama Islam, tetapi relatif mayoritas juga belum memahami
kaedah syar'i yang dimaksud.

Adapun untuk keperluan menambah wawasan dan pandangan tentang
praktel hukum dalam putusan perkara talak, penelitian ini fuga menggunakan data
vang didapat dari hasil wawancara tidak terstrukfur kepada responden yang

memiliki integritas terhadap Hukum Islam.

3.2. Metode dan Alat Pengumputan Data
3.2.1. Metode Pengumpulan Data

Data vang dikumpuikan di datom penehtian im adalah data yang memnilila
keterkaitan dengan obyek mekanisme putusan perkara cerai talak yang berlaku di
Peradilan Agama, Data ini dikumpulkan salah satunya roelalui informasi
dokumenter berupa kumpulan perundang-undangan dan persturan yang terkail
lainnya.

Kemudian penulis juga telusuri beberapa dats yang diperoleh dan
informasi intemet, Dalam proses pencarian data melalui internet, peneliti
memanfaatkan search engine lokal dengan menentukan kata-kata kunci (kev
words) yang terkait dengan kasus pelaksanaan cerai talak Peradilan Agama.

Pencarian data melalut internet selain ditujukan uniuk menguatkan fakta
yang diteliti, juga untuk mencari dan mendefinisikan beberapa istilah asing
{Belanda) yang kerap digunakan dalam penelitian ini.

Selain pengumpulan dan pemilahan perundang-undangan tersebui,
penelitian juga dikuatikan dengan mformasi yang diperoleh dari wawancara tidak
terstruktar yang terfokus pelaksanaan acara cera dengan para pakar, wawancara
dilakukan karena tujuan pokok wawancars sekedar mendukung fakte-fakta yang

relevan dengan obyek penelitian. Artikel-artikel dan tulisan tentang pandangannya
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terhadap pelaksanaan perceraian Peradilan Agama juga turat mengembangkan
wacana yang difshami oleh penulis.

Studi lteratur juga merupakan bahan kajian dalam penelitian ini. Studi
fiteratur dikhususkan terhadap dokumen yang relevan dengan topik penelitian,
yaity Iteratur tantang ajaran Agama -dalam hal ini Iglam- mengenal percersian
yang berasal dari al-Curan dan Sunmah. Hal tersebut sangat penting, karena
melalui studi literator dapat diketahui konsep dan aturan dalam al-Qur'an, Sunmah
serta sumber oforitatif lainnya. Kendati demikian, studi literatur inf juga diperiuas
tidak saja terpaku pada kajian Quran dan Sunnah, tetapi juga pandangan para
pakar vang termakiub dalam Karya karya fikih klasik, berikut juga para ahli
hukom Islam modem temtang pandangannya mengenai talak dan mekanisme vang
fazimnya.

Karya karya hukum konvensional Indenesia vang ditulis juga turut
menyumbang arah untuk mendalami letak konflik yang terjadi, schab, dar semula
penulis berasumst bahwa Peradilan Agama mengikuti alur pelaksanaan scars
perdata Peradilan Umum dalam penyelenggaraan sidangneya, sehingga kajian
terhadap acara perdata Umum menjadi poin dalarn memahami bahssan,

Beberapa teks (wash) yang mengurai tentang cara pelaksanaan Talak
adalah sebagat berikut:

a. Hak talak pada laki:

ploailt 2581 1)
“don apabila karwe (aki lald) mentalak istri kamu® (af Bagarah 231, 232)

Sisi argumentatif (wajh dildlah) ayat ind memberikan keterangan bahwa
hak talak sejatinya berada di kuesa laki-laki, kaitannya dengan kuessa talak
tersebut, peradilan bukanlah institusi yvang legal mencersbut hak talak yang telah
ditetapkan, sehingga kalaupun harus meidzalui jasa pengadilan, maka kedudukan
pengadilan disini adalah scbagai lembaga yang hanya dapat memberikan
keterangan administratif’ (muesbir} dan sama sekali tidak memiliki kekuoatan
konstitutif (me'gid).
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b. kebutuhan hakam dari fihak masing masing famili yang bersengketa

gy 401 (385 Lanal 10 O L] a LaSn 5 LAY 0 Lain | gl Lagils (5105 2588 ) 9
“lika terjadi perselisihen di amara sepasang suemi o fstri, dan  khawatir
perselisihan itn berakliy dengan perceraian, teniukanlah dua orang hokam dari
pihak suami dan istri kalau pasengan swami istri itu benar benar menginginkan
perdamaian (ishlah) Allah pasti akon memberikan jalankepadn keadoon yang
lebih baik” (on Nisd', 355

Sist argumentatif ayat dimuka memberikan keterangan bahwa pelerai
(hakam) adalah scorzng yang ditunjuk dari masing masing dari keluarga dekat
pihak yang berperkara, sungegnhpun demikian, kedwdukan bhakam ialah sekedar
pelerai, atau dalam kata lain tidak memiliki kebijakan konstitutif sebagaimana

pengadilan.

3.2.2. Alat Pepgumpulan Daia

Sejalan dengan metode pengumpulan data vang akan digunakan, yaita
studi interpretatif atas dokumen dan wawancara tidak terstrukiur mengenat topik
yang rclevan dengan peneliian, penelifi dalsm hal ini merupakan instrumen
ulama penchitian. Sebagal instrumen uwtama, penelifl menggunskan Himpunan
Undang Undang perdata Islam yang telah dikumpulkan menjadi buku stuh oleh
Amin Suma.

Kompilasi tersebut memudahkan penelitt untuk mencari (1} data berupa
aturan legal tentang pelaksanaan acars talak; dan (2} pedoman wawancara yang
digunakan merupakan garis besar tentang pertanysan-pertanyaan tertentu untuk
mendalami maten tentang dan mengetabui pandangan seputar hukum acara

perdata dalam sistem hukum Indonesia sebagai input dalam eksplanast hukom,

3.3. Metode Anatisis Data
Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara bersama-sama dengan
pengumnpulan data dan interpretasi data, dan pengembangannya divraikan secara

deskriptif. Langkah awal dalam menganalisa data, penelitt memulainya dengan
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pengorganisagian data yang dipercleh secara sistematis, Selaras dengan metode
pengumpuian data, maka dafz yang diperoleh berupa {1} Undang Undang
Peradilan Agama; (2) hasil studi literatur Agama dan hukum vmum; dan (3) hasil
wawancara kepada pakar hukum.

Untuk dokumen berupa peraturan dan perundang-undangan, peneliti
dasarkan pads upaya cemerlang pengumpulan Undang-Undang Perdata Islam
yang digagas oleh Amin Suma, langkah pertama yang ditempuh adalah data-data
terschut dibaca ulang dan kemudian dipilah-pilah secara spesifik pada tems
penelitian. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan analisis awal denpgan
mengembangkannya melalol diskusi dengan para pakar. Peneliti mengajukan
proposisi bahwa konflik tegadi karena pemenuhan kebutuhan prinsipil, yaitu
keadilan dan pengakuan identitas yang dalam hal ini Hukum Kenvensional,
dilalukaen dengan menggilas Sistem Hukvm lainnya. Kesan ketidakadilan tersebut
tejadi salsh satunya diakibatkan oleh kurangnya upaya kajian lebih mendalam
terhadap pandasgan Hukum Islam dan pengintegrasian nilai-nilainya dalam
Sistern Hukum Kenvensional berikut juga Iahir dari sikap publik dan kesadaran
hukum masyarakat Indomesia yang sangat minim tentang integralisasi hukum.
Proposisi ind dilacak dalam studi kesus pemutusan perkars cerai talak dalam
Peradilan Agama yang mempunyal relevanst dengan penelitian ini.

Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk mempelajari penerapan norma dan
kaedah hukum ceral talak yang ditmplementasikan dalam praktik hukum di
Peradilan Agama. Studi dalam penelitian ind berusaha untuk menvorofi
mekanisme yang telah diatur dalam jurisnya sehingga dalam batas-batas tertentu
dapat menimbulkan konflik, sebagaimana yang dapat dilihat dari kasus yang
menimpa Bambang dengan Halimah,

Oleh karena ifu, umt analisis primermya dalam penchitisn ind ialah
perundang-undangan terkait dengan prosedur pelaksansan acara cerai talak,
adapun karya karys yang mengulas tentang topik yang sama dijadikan sebagai
bahan sekunder yang menunjang penelitian ini.

Kanan hteratur terhadap karya keislaman pun digonakan untuk membantu
menjawab perianyaan tentang prosedur idealnya dao swdut hukum Istam. Secara

lebih khusus, kajian keislaman ini dianalisa berdasarkan metodologi yang lazim
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dilakukan untuk mengetabul validitasnya. Pada tshap selanjutnya, hasil-hasil
analisa ini dicoba didialogkan dan dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial
saat ini dan sistem hukum vang dianut di Indonesta

Sementara itu, hasil wawancara digunakan scbagai bahan pelengkap
analisa, namun demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan begitu saja
dan penelitian ind, karena hasil wawancara imi berupaya untuk mencari jawaban
persoalan tentang kontekstualisasi hukum Islam as sweh dalam rvang lingkup

kehidupan bemegara dan berbangsa vang majemuk.

3.4. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Bertolak dari adagium suaty bahwa penshitian dimaksadkan unfuk
mengungkapkao rangkaian permyataan logis, maka meoguii desain (dan akhirmya
juga data) menurot wji logika tertentu menjadi penting. Dalam penelitian ini, ui
kualitas dan keabsahan dilakukan dengan berbagal cara, perigma, validitas
konstruk untuk menetapkan batasan pperasional vang benar dan tepat untuk topik
penetitian’®, dan kedun, validitas ekstemal untuk menctepkan ruang schingga
temuan termuan dalam penelitian dapat dideskripsikan,

Dalam penelitian ini, peneliti berencana meneliti tentang pandangan
Hukum Islam terhadap mekanisme permutusan talak yang dihadapkan dengan
mekanisme Peradilan Agama, karena itu penelitian ini menggunakan multisumber
uniuk menuniukkan validitas konstrukaya.

Data primer penelittan mi sengaja dismbil dari badan Peradilan Agama
sebagai penyelenggara hukum acaranya. Diakui bahwa kesan paradoksialisasi
antar sistem kerap diperdengarkan kepada khayalak ramai. Lebib dari it
eksistenst Peradilan Agama merupakan lembaga aphikatif norma dan kaedah
Hukum Isiam yang dikutip €i penjuru Tanah Alr.

Sejalan dengan tujuan dan pertanvaan penelitian im, peneliti menggunakan
Teori Sistem Hukum, Perubahan Sosial dan Hukam Islam. Teon sistem hukum ind
dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme karaktenistik legal hukum dan aturan

¥ Validitas koostruk (Construcs Validiny). Konstruk adalab kerangka datd suan konsep, validites
konstruk adaiak validitas yang berkuitan dengan kesanggupan suste alat uloor dalam mengubur

pengrrtian suat konsep yang divkurnya.
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yang berlaku di Peradilan Agama Peradilan Agama dipibh karena merupakan
fembaga khusus vang berwenang dan bertanggng jawab dalam membina
penerapan hukum Islam secara tepat dan adil di Indonesia.

Adapun teori Perubzhan Sosial (sosiologi fukum) dipakai untuk
mendalami faktor-faktor pembentuk hukurn dalam masyarakat dan pengaruhnya
terhadap keputusan hukum’®, Kemudian teori Hukum Islam adalah alat yang akan
digunakan vatuk dapat mengelzhui integralisasi Hulkum Islam yang melangit
sehingga iz mengkristal secara integral dslam sistem hukum vang berlakn di
Indonesia.

Hustrasi mekanismenya dapat digambar seperti di bawah ind:

™ Informasi yang diperoleh babwa duri 157,771 kasus perceraian yang dipntes pengadilan agama
pada tahun 2007, 77528 kasus dipicn oleh salsh satun pihak moninggalkan kewsjtban
Menmupgalkan kewaithen 1 discbabkan oleh kurena saleh saw pibak tidak bentangpung jawab
{48.623 kasus), fakior ckenomsi di rumah teaggs para pihak (26,519 kasus), dan dikarenakan pula
sejarah perkawinan para pitisk vang dipakea oleh orang wa (2.395 kasus).

Perddoy kedua adalah pemssiisihan terus-menerus, Faktor ind feriadi sebanyek 65838
kasus. Perselisiban dalam perkawinan yang berujung pada perstiswa perceraian ini disebabkan
oleh ketidak harmonisan pribadi (55.095 kasus), eanppuan piuk kedga (10,444 kasus) dan faktor
politie (283 kasus).

Pemsosian woral pun memborikan andi wotuk memantik keisis kehanmonisan rumah
fangra. Fakior moral menampati arutan ketipa vang menvebabkan pasangan suami isterd bemjung
dt persidhingan penzadilas spama, Graizk disias menyebutkan bahwa 10.098 kesug percecaian
disebabkan eleb persoslan moral. Modusnys mengambil tiga bentuk, suami melakukan poligami
tidak sesmai atran {poligami sidak schat), 937 kasus, kosis skhiak (4.7589 kasus) dan cembany
yang berlebihan {4,884 kasus).

Permico ke ermpal rusaknya simpual perkawinan adaiah kekerasan dalam ruunb (angga.
Terdapat 1.845 kasus perkawinan putus karesa faktor ini.

sedangkan pentics lsianva adalab karena saiah saw pasasgen mengalami cacat binlogs
vang menyebabkan tidak bisa melaksanukan kewajiban (1,621 kasus}, perkawinan di bawah wmyr
{513 kasus), dan zaizh saiv pihak dilstuld pidang oleh penpadilan (356 kasus) Hal rorsebut
menunjukkan seoara keanthiantf bahwa peraturan disusun untek meladungi kedua belsh fhak vang
berperkara, {sumber
Butped/fwww badilag. net/index, phpZoption=com_conten&tasksviewdid=2 13084 temid=429)
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Teori Sosiologi Hu::b’l’wri Sistem Hukum
Teori Hokum Isla

Langkah awalnya adalah meletakkan obyek penelitian {mekanisme sidang
perkara cerai talak} pada roang validasi teori Seosiolegt Hukum dan teori Hukam
Islam yang kemudian akan dihantarkan pada pengujian secara sistemnis melalui
teori Sistern Hukum.

Terkait dengan uji keabsahan dengan cara validitas eksternal, peneliti tidak
bertujuan menggenalisirkan serangkaian hasil tertentu terhadap feori teorl yang
Iebih luas sceara statistik, tetapi secara analitik. Dalam bal ini, beberapa teori yang
dipakai tersebut diuji melahi temuan pada lembaran perundangan di Peradilan

Agama yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini.

3.5, Obyek Penelitian

Scjalan dengan pemilihan sumber data, maka data penelitian yang
sekaligus juga obyek penelitian dizmbil dari undang undang perdata yang telah
digariskan. Beccara khuswes, undang undang ind difokuskan pada aturan yang
memiliki kekhususan mekanisme dengan mernjuk pada batasan batasan tentang
rangkatan tata carg dalam perkara peroutusan cerai talak Peradilan Agama. Secara
konkret, beberapa poin yang scjalan dengan tuntunan sistem hukum Islam
dipandang schagai bahan studi dalarm penelitian,

Seialan dengan paickan tersebut, peneliti menemukan titik bahasan yang
akan ditelit tertuang dalam pasal 118 - pasal 245 HIR, dan pasal 142 — pasal 314
RBg. Demikian juga UU No. 7 Tahun 1989 Bab I'V dari pasal 54 sampai pasal 72,

Bahan yang disebutkan dimuka menjadi studi penelitian vang penulis
lakukan, karena aturan tersebut memiliki indikasi ke arah vang bersebrangan
dengan sistermn vang telah digariskan oleh argomentasi otoritatif dalam hukum
Islam.

Bertitik tolek dari ketentuan bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan
khusus entuk perkara perdafe dan komunitas khusus yang diatur dengan cara
Islam, maka aturan yvang menggariskan mekanisme ini menjadi data primer

penelitian yang dilakukan,
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Secara urnum, afuran perundang-undangan tersebut mengural fakta Islam,
vaitu perceraian yang ingin diputuskan secara Islam. Namun lebth lanjut
mekanisme yang digunakannya itu merujuk pada acara perdats perundangan

Barat, schingga asumsi adanva konflik di level materil dan formil”

mungkin saja
terjadi,

Pada tingkat mekanisme hukum, konflik bisa berkembang melalul mater
sistem hukum, Dan dimaklumi bahwa matert dan kedua sistem ini sangat jauh
berbeda, di satu sisi Islam memuat unsur divinitas hukam, sermentara Barat tidak.
Akhimya kompleksitas masalah intlah yang menjadi bahan studi dalam penelitian
int,

Muara titik titik singgung dalam pelaksanaan cerai talak Peradilan Agama
dengan sistern hukum Islam sebetulnya terictak di konscp fahkim. Peradilan
memandang vrusan dan eksistensi hukam dari keluarga pasanpan vang zkan
berceral ita bersifat anjuran saja. UU Nomor 7 Tabun 1989 pasal 76 ayat (2)
dalam menafsirkan QS. Nisa;35 tersebut berbunyi Hekarn tersebut tidak harus dart
keluarga suami dan istri, diperbolehkan mengangkat hakam dari fihak lain.

Keputusan mengenal staius, Kedudukan dan kewenangan fahiim pada
akhimya mampu menjawab konflik vang mendera antar sistem hukum ind
Sumber otoritatif Agama satu sisi menilad {darl penjelasan scbagian pendapat)m
bahwa Fakkim merupakan sebuah kuasa sdryinistraiif yang berupaya keras untuk
sekedar melerai, sementars pengadilan melihat fongsi hekom scbagail badan
konstitutif yang berwenang penvh. Dalam hal #ni, Peradilan Agama ambil alih
kontrol untuk mengawal obyektifitas keputusan cerai talak tersebnt, sebagaimana
tangkali yang diternukan dalam UL No. 1 Tabun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975
dan berujung pada campur tangan peradilan dalam penggunaan hak keputusan
talak.

Maka sejak berlakunya UL dimuka, tidak dibenarkan talak dilvar
pengadilan, talak yang seperti itu disebut talak liar.

T Level materiil merupakan problem di level sumber bukum, sedangkan level formil adalah
problem di fevel mekanisme pemuiusan,
™ Akan dijelaskan dalam uraian BAB IV
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Akhirnya konflik pada level materil dan formil kasus ini menjadi bahan
studi dalam kapian ini.
llustrasi rovara konflik vang mencakup varian pandangan  yang

dicermasalahkan dapat digambarkan di bawah ini:

Eksigtensi

H ;
fahkim ak suami

dalam talak

Peran deklaratif )
administratif’kon ]
stutif

Sehagaimana yang tercemin dalam ilustrasi gambar diatas, titlk konflik
bermula dari perbedazan pandangan tentang eksistensi tafikim, Jawaban tepat atas
kedudukan taitkim secara dominls menjawab fantang keberadaan hak svami dan

bagaimana kedudukan pengadilan dalam sidang perkara cerai talak.
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BAB Y
SUITABILITAS PELAKSANAAN ACARA CERAI TALAK DENGAN
SISTEM HUKUM ISLAM

4.1. Kedudukan dan Peran Peradilan Agama Dalam Sidang Perkara Cerai
Talak

Sebagaimana vang telah diuraikan dalam penjelasan tentang teori Hukum
Islam bahwa sifat independensi Hukum Islame dalam transformasinya menjadi
aturan perundang-undangan dapat ferjad) fanpa melalui proses resepst Hokum
Adat, nampak pola tersebut menggiving pada keharusan re-interpretasi terhadap
kejadian hukum yang sekarang diterapkan. Atas dasar ketetapan MPRS 1960/T1
yang mengatakan bahwe dalam menyempumaken undang-undang perkawinan
supaya diperhatikan adanya faldor-faktor Agama, maka, penechisikan terhadap
tuntunan vang diural dalam sandaran suprematif hukum Islam dinilai sangat perh.

Dalam teord hukum Islam  yang telah  diuraikan, disebut bahwa
transformasi hukam Islam menjadi hukurn positif dapat dilakukan setelah proses
‘pertimbangan’ dari keputusan Syarizh dan Ijtihad. Oleh karena itu pertimbangan
Syariah dan ijtthad ini mutizk distamakan, Kaedah fondamenta! dalam fikih yang
berbunyt 14 iftikdda ma'a an rnashsk (fidak ada ruang gerak opsi pendapat dalam
sugtu perkars yang memiliki ketentuan teksnya) menggining wacana pada sebuah
pertanyaan mendasar, yaifu apakahb mekanisme cerai talak suami dalam tuntunan
teks otontaitf bersifat mutlak, atanw dengan kata lain, talak tersebut sah meski
tanpa didasari alasan apapun (thalag ta'assufi’”)?

Sebelum mengurai jawaban pertanyaan dimuka, perlu disinggung bahwa
titik konflik antar sisters hukum mengenai kasus ketepaian mekanisme islami 4i
sidang perkara cerai talak terletak di perbedaan pandangan tentang konsep
fakitim.

Sehagaimana yang tergambar dari wraian 35 QS Nisa, para pakar hukum
Istamm sepakat tentang perlunya pengangkatan jakamain dalam perkara talak,
tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu,

* Adalah talsk yang tanps didesari alasan
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Jika ditilik dalam QS. An-Nisa; 35 ditemukan ureian eksplisit tentang
perfindungan  hak pasangan spami istri dan pengutamaan asas ishlgh
(perdamaian). Tbn Abbas, sosok rujukan tafsir Quran kenamaan, zaman Sahabat
menyatakan bahwa redaksi (S, Nisa; 35 berbunyi:

afn {gaulh GRAN (5] (of lan | it Lagiay (3B 384 ¢ 4"

"dpabita kalian khawalir syigdy (vang berakibal perceraian-teri. Depay),
make wusiah hakam. Redaksi Quran ini bermakna apabilu kalian telah yakin
svigéq {sehingga berujung pada perceraian), maka utusiah hakam”

Keterangan Ibn Abbas mengenai ayat 35 Nisa tersebut seakan
menunjukkan pada sikap pentingnya cksistensi akam di kasus perceralan atas
alasan apapun Itu. Pemyataan (ersebad seaken menginformasikan fentang
kentamaan berdamai (dengan kehadivan Ackamr vang berkewajiban untuk
memberi solusi), Sikep tersebut dikuatkan oleh sebuah ayat QS Nisa; 128
mengelaskan:

B o ra ,”ﬁ,,.l,

LGt Glad of Tle 202 N6 Laolpad 51 15,28 Gl [y 36 82T o3

s gl - ;," w: ‘P&L & P E a - wi‘rli,p A ’e'}‘ =
BT 20 15a5s TS o) éﬁi&m%tpmbﬂ&’ Wiy Bl

128, Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyiz atau sikap tidok
acuh dari swaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya  mengadakan
perdumaian yang sebenar-benarnyu, dun perdamaian ifu lebih baik (bagi

mereka} walavpur marusia Hu menurut tabiainya kikir. dan jike kemy bergaul

* Syigag dalam arabnys memiliki redaksi ‘md pasyugqu '@ld shihibihi® yang artinya sdalah sesuatu
spapun yang menvulitkan lawan pasangannya.

 Qurtabi, Mubammad bin Abu Bakar. 41 Jmi’ L7 Akkém Quran (Beirut: Muassasab Risalah,
2008, 3i1 5. hal 12
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dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusylz dan sikap tak
acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Dengan demikian, asas utamna dalam persoalan melerai perceraian adalah
upaya mencari jalan damai. Quran menyebuinya sebagai amal thair dan jalan
terbaik di lengah perpecahan keluarga Penjelasan implisit Quian tersebut
mengindikasikan karakter perkawinen yang diadakan untuk jangka wakiu yang
tak terbatas, dan oleh karena itu dibutubkan pertimbangan yang mapan untuk
melangkah kepada pulusan pissh atas pertimbangan dari pihak-pihak yang
kredibel. Dengan begity mekanisme talzk dalam hal ini merupakan kewenangan
fikih yang dapat berubah sesual dengan ketentuan-ketentuan lain yang dapat
dimaklumi, sementara yang menjadi unsur syariah yang baku disini adalah upaya
berdamal itu sendiri.

Bertolak dari teori Hukure Islam, nampak bahwa mekanisme sidang ceral
talak Peradilan Agama dari poin ini, s¢écara substantif telah sesuat dengan arahan
Hukum Islam.

Syigég menjadi kata kunci dalam pembahasan yang diketengabkan, al
Razi dalam menafsiri ayat tersebut memberikan dua alternatif pilihan, yaitu ‘ma
yayyuggu ‘old shaliibihi’ atan yang menyulitkan lawan pasangannya dan kedua
shira {1 syigygin bil ‘adéwah wal mubdyarah’, yaitu yang berada dalam konflik
dan pertengkaran’. Penulis cenderung memilih definisi awal dari tawaran
alternatif pemaknaan Razi itu. Pilihan tersebut dibangun diatas asumsi bahwa
perkara perceraian labir dari sebab-scbab apapun itn vang dapat menjerumuskan
kedua pasangan pada konflik, emtah itn akar akar kasus KDRT, penyakit,
tiadanya pemberian nafkah dan lain sebagainya, vang akhirnya berbuntut pada
perpecashan keluarga,

Ibn Abbas menggarisi batywa kedudukan hakom adalah figer independen
yang dinilal mampu sebagai penengah dan pemberi solusi bagi pihak yang
bertikai.

? Fakhrurazi, Tafsir Kabir (kairo; Maktabah Khanji, 1995). Juz 16. Hal 92
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Pengarang Syarwani ‘ala af Tubfah®™ memaknai pengangkatan Hakam
sebagai hal yang sunnah, dan pengangkatan Hakem it sendivi dapat dicarikan
dari dari pihak keluarga dari suam: dan istri

Sementara Said bin Jabir dan Dahhak tidak mensyaratkan Hekgmain harus
dicarikan dan keluwrgs kedua pihak yang berperkara scbagaimana pendapat
pertarna. Perintah mengangkat Hakamain dari pihak keloarga suami istri yang
berperkara sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat an-Nisa’' itu bersifat
anjuran saja, karena diasumsikan keluergalah yang lebih mengetshui situasi
rumah tangge pihak yang berselisih itu,

lika melibat dalam konteks ayat itu, yaitu pengarahan pada upaya ishléh
(perdamaian), sebetuinya menuntut adanya kewajiban merujuk kepads figur vang
kredibel, bukan figur keluarga, sehinggs cita cita untuk berdamai dapat
diwujndkan. Pun, redakst aff dalam bokaman min ahlihi wa fokamoen min ahliba
S, Nisa tidak selale berarti keluarga, Akl dapat puls berarti figur yang
diutamakan, sebab el bayr bukanlah keluarga rumah, melainkan figur yang
faham betul dengan kondisi dan seluk beluk remahnya, sehingga redaksi QS. Nisa
tersebut dimaksudkan dan ditujukan kepada pibak yang kredibel,

Tentang perlunys pengangkatan hakam, beberapa Ulama kenaman ifeloh
mengurainya, antara lain yaitnn: dalam kitab Bidayah Mujiahid Toru Rusyd™
berpendapat bahwa pengangkaten Hakamain ini bukan sebuah kewsjiban, tetapi
Jawaz {dibolehkan}.

Sedangkan. dhkém Ouran, Ton al Arably dikemukakan bahwa jika terjadi
syiglq antara suami istri, maka perlu diangkat Hadamain dan hukumnya wajib.

Pointer kewanbannya tersebut dikvatkan juga dengan kesimpulan senada
dari Author kitab Mughni ol Muhtaj mengatakan babwa eksistensi hakam dalam
sengketa talak wahb hukumnnya, scbagaimens hadits vang termakiub dalam
Rawdhah.

Mawardi jugs menegaskan bahwa, al Adzral meriwayatkan bahwa al

Syafit dalam uraiannya dalem karya of Umm juga mengatakan kewajiban

B tu: 457
% Rushd, Iba, BidGvar Mujrahid wa Nikfivas Mugtoshid {£airo; Muassassh Babi al Halabi, 1956},
Hal 95-99
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mengangkat Hokam® . Diduga kuat Pendapat al Syafii yang terurai dalam Uspn-
nya fulab yang dukuti oleh Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. PP No 9 Tahun 1973 dan putusan Mahkamah Agung fanggal 22
oktober tahun 1979 No 04/K/AG/1979 yang menegaskan:

"sejak berfalunya UU Nomar 1 Tahun 1974 temtang Perkawinan jo, FP
No 9 Tahun 1975 perceraiuw yang dilakukan oleh suami (cerai talak) harus
dilakikan di Pengadilan Agama setempat”.

Hemat penulis, pilihan Peradilan Agama dalam mengharuskan masyarakat
mengikut aturan legal tentang cara berperkara cerai talak melalut jasa pengadilan
adalah langkah tepat dan cukup beralasan, sebab sikap tersebut sesuai juga dengan
karakter disyariatkannya talak ite sendiri yaite kehendak pisah dengan putusan
yang beralasan (syarf}.

Dalam fatdwé hindiyvyah (kompilasi fatwa fatwa yang dikelaurkan di India
dart mazhab Hanafi} dikatakan bahwa, secara prinsip, kedudukan talak adalah
mafzhir alau sesuate yang berdampak bahaya, hal itulah yang melatari
pandangan tentang batalnya thaldq (o’assufi ateu talak tanpa dilatari alasan vang
memadai®®, pernyataan tersebut senada dengan apa yang dirumuskan oleh Ibn
Abidin dalam Redd Mukhidr-uya, menuhliskan:

87 Bl @il o

“asal rasalal talak adelal bahaya®

Oleh karena itu dibutuhkan seperangkat ketentuan pada tingkat figur atau
konstitusi yang mengawal talak iml agar tidak terperosok dalam lubang fa'assufi
(kesemena-mengan). Figur atau konstitnsi fersebut itulah  sekaligus yang
merangkap fugas kewajiban tahfim sebagaimana vang terurai secara eksplisit di
Q8. Nisa; 35 it

Dalam hal ini, lembaga Peradilan Agama secara konstitusional memenuhi
kriteria implisit Hokam ita. Sesual dengan Teort Hukum Sebagai Sebuah Sistem

¥ Mughai ol mubidy. Yoz 3. hal 351
* Kompilasi. Fatewa Hindivyak (Beirot: Dar kotob Hmiyyah, 2001). joz 1. hal 348
¥ Abidin, Ton. Zasdd Mukhtar (Beirut: Muassasah Risalah, 2007). Juz 3 hal 228
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bahwa ketentean norma dan keputusan legal adalah yang menjadi legal dari optik
sebuah organisasi, dalam hal ini adalah negara, Peradilan Agama telah memenuhi
kriteria yang digariskan tersebut,

Sesuai dengan prinstp dasar perkawinan, yaitu konirak yang diadakan
unfuk  waktu dan secara permanen, sementara perceraian adalah tindak
mengakhirinya, mepunjukkan kewajiban mengawal obyektifitas praktik talak di
Indonesia.

Terlebih jika dilthat pada statistik tingkat perceraian yang terus meningkat
dan juga fakta darl kekerasan rumah tangga. Maka, sesuai dengan teori Sosiologi
hukum, talak dibolehkan dengan ketentuan wajib dikawal,

Ketentuan kewajiban pengawalan dalam hal ipi tiduk seia dilegalkun
melalui prespektif teori Sosiclogi Hukum, dalam teort Hukum Islam yang
menyatakan bahwa keputusan dapat dijadikan dan ditransfonmasikan dalam
perundangan positif setelah melalui proses resepst kejian Agema pun juga
mewajibkan kewajiban pengawalan tersebut, sehab Peradilan Apama sendin
adalah institusi yang menjadikan Agama sebagai landasan dalam  swmber
hukumnya.

Atas dasar uraian QS, Nisa; 35 tentang keharusan pengangkatan Hakem
dan pertimbangan status asal cerai talak adalah bahaya yang rentan dengan sikap
faassufT {kesewenangan), maka demi ketertiban Negara Huokum, keberadsan dan
kedudokan Peradilan Agama yang sekaligus berfungsi sebagai fokam dinilat
merupakan sebuah keharusan.

Pencliti menilal, secara kelembagaan, Peradilan Agama telah sesnal
dengan ketentuan yang menjiwal QS. Nisa; 33 tentang tugas dan wewenang
hakem yaitu beruszha sedapat mungkin menerapkan asas  hiah dalam
persidangan. Dengan demikian, menvadur dari keedah fikih yang berbunyi “mé /6
yatimmu 2l w@iib illa bihi fo huwa wiiib" atsu tiap ketentuan dapat menjadi
kewajtban yang mustt dilaksanakan ketika berada di sate rangkaian dengan
kewajiban, maka penetapan talak depan persidangan adalah sebugh keharusan,
persis dengan apa yang telah dirumuskan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. PP No © Tazhun 1975.
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Ketentuan kewajiban disint terletak pada status hakem sebagaimana yang
dijelaskan dalam Q8. Nisa; 35 tersebut. Maka, jika ketentuan Aakam adalah wajib,
maka cksistensi dan peran Peradilan Agama dalam memutuskan perkara cerai
talak pun secara otomatis mengekor.

Tentang svarat Jhakam memiliki kesamaan dengan syarat vyang
diberlakukan pada dewan hakim, yang antara lain adalah Hekemn bebas untuk
bertindak dalam rangka mengadakan upays perdamaian apabila tidak berhasil
berwenang uniuk menceraikan {w fafrig) suami istri yang berselisih ia®,
kemudian Hokam yang ditenjuk harus seorang ahli hukum Islam (Fagih), karena
ia sebagai hakim harus mempunysi pengetabuan di bidang hukum®’, seorang
Hakam menganut asas bebas merdeka tidak memihak® dan bertujuan untuk
mendamaikan.”’

Oleh karepa itu status dan Peran Peradilan Agama bergentung pada
bagaimana jakam itu berperan.

Atz berikut suara mayoritas mazhab Ja'far mengatakan bahwa hakam
tidak berwenang dalam penentuan sahnya perceraian (cksekutor) kecvali dengan
izin kedua pasangan yang berperkara®, schab Hakam hanya berstatus sebagai
wakil dan jure damai, sementara prinsip perwakilan adalah tidak boleh bertindak
tanpa seizin yang diwaldli,

Pendapat kedus mengatakan bshws Hokemr juga bersfatus sebagai
eksekutor tanpa harus terlebik dulo izin kepada kedua pihak vang berperkara’.
Suara ini diwakili oleh Ibn Abbas dan mayoritas Syafiiyyah dengan mendasarkan

pendapatnya pada argumentasi Quran dan Sunnah, antara fain:

QS. An Niga, 35
Cagaias 401 58 00 Lo} F2 2

® Asy Sarbini: 1956, hat 307

8 Kathir, Ibn, Tafvir (Kaira: 1989), hal 278-279

? Qudamab, Ibn. Al Mughni (Beirut: Muasasah Quran, 2009}, juz 7 hal 50

" Al Qurabi. (3 Cit. juz § hal 176

 Jashshosh, Aba Bakae. dhkam Quran (Beimt: Dar Kotob Iimiyyah 1997). 38 2. hal 19]

* Sikap tersebut telab disepekati oleh mayoritas Sahubat, pendapat yang berselisih baru ditemukan
i masa Tabils. fon Qayvim Lo O, Juz 4 Hal 33
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"Apabila (kedua Hakam tersebut) menghendaki ishidh, niscaya Allah akan
memberi jalan taufik baginya”

Ahli tafsir Thaban dalam karyanya menerangkan behwa redaksi tentang
kehendak ishigh fidak merojuk pads kedua pasangan yang berperkara tetapi
kepada kedua Hakar yang bertindak, hal ini dikuatkan oleh riwayat

aib (58 g1 UnDeact) Yy 30 1" 1 i O30 dtnn (8 60 (08 (500 (6 eplSa LiB8m <8 dpan ool Wida

Loty ot (3B gy D bty o «baliod) Lot 208 <M lag

“Dari keterangan Humaid, Hakkam berkata dari ketorangan Anvu, dari

Said bin Jubair mengatakar:’ in ywridd iskidhan’ yang dimaksud adalah kedua
Hakam™

Sisi argumentatifinya adalah behwa walkal yang berperkara disini justru
tidak memiliki kuasa untuk menentukan, segala keputusannya disershkan pada
kedua Heokam, jika Flakam tersebut menghendaki perdamaian, maka Allah akan
memberi pilihan solutif kepada mereka. Oleh karena itu, jika ketentuan hakam
telah dikeluarkan, maka ketentuan tersebut memiliki sifat juridis yang mengikat™.

Arpumentasi dari Sunnah Sahabat dilakukan cleh AE bin Abi Talib dalam
memberi instruksi kepada Hakam i masanya,

PSpinas eagd o oo Lo 8 i ol Ligly 0 LaSole
“tha kalion menghendeki pisah, maka pisahkanlah, jika menghendaki

perdamaian, maka damaikanlah®

Tugas dan kewenangan hakam sebagai eksekutor problem dari pasangan
yang berperkara, memberi informasi bahwa Hakam juga bertugas untuk mencari
sehab-sebab dikehendakinya talak (mirip dengan asas yang dianut oleh Peradilan
Agama, yaitu Asas Equlity). Tugas dan kewenangan yang disarikan dari berbagai

sisi argumentasi itu nampak memiliki kesarnaan dengan sandaran tindakan hukum

™ A1 Quriubi. Op Cit. Juz 5. hal 177.
* tbo Qayyim. Op Cit. Kl 4. kal 33
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acara perdata konvensional yang diterapkan dalam sidang perkara taisk. Beberapa
persamaan tersebut ada pada aspek (1} Asas Iohfgh (upaya perdamatan} (2) Asas
Equality {3} Asas Upaya Hokum Banding (3} Asas Upaya Hukum Kasasi (4} Asas
Upaya Hukum Peninjauan Kembali (5) Asas Pertimbangan Hukum {Racie
Decidend?) (6) Asas Hakim Bersifat Menunggu (73 Hakim Bestfat Pasif.

Uratan dimuka semakin memberi sinyal kuat tentang kesamaan tugas,
wewenang dari hakam yang tersurat dalam Q8. Nisa; 35 dengan wewenang dan
tugas serta hukum scara kehakiman yang diberlakukan di Peradilan Agamas.
Kesimpulan ini menguatkan teori sistem Hukum Islam yang telah apik
diberlaicukan di Indonesia.

Eksistensi yang mengintegral antara fekam dan peagadilan menunjukkan
bahwa kedudukan masing masing dan hofem dan pengadilan merupakan
kewaiiban integral yang must ditaati jika terjadi perkara cerai talak. Keterangan
UU No. 1 Tahlan 1974 dan PP No. 9 Tabun 1975 tentang pelaksanaan cerai talak
harus dilakukan depan pengadilan, secara dominis menjadi kewanban sipi
sebagal warga negars plus kewajiban Agama yang musti dituruti,

Mahkamah Islarn Tinggl Surakarta 1951 tampaknya mengikoti paodangan
ini. Dalam sebuah putusanpya Nomor & tanggel 12 Mei 1951 dengan
mendasarkan pertimbangannya pada avat 35 surat an-Nisa' dan dalil cialam kitah
At Tanbilk lis Syairgzt halaman 102 serta dalil dalam kitab Ghayatud Maram hs
Syaikh Muhviddin, Mahkamah Islam tinggi Surakarta membenarkan proseduor
ceral talak vang dilaksanskan oleh Pengedilan  Agama Magetan dengan
putusannya Nomor 16 tanggal 26 Februeni 1951, Dalam putasan Mahkamah Islam
Tinggt Svrakarta ini fungsl hokom adalah schagai hakim, oleh karena itu
mempunyai wewenang vang sangat luas tennasuk menceraikan Pengpugat dengan
Terguga?é.

Kedudukan Pengadilan Apama dengan begitu seirama dengan peran
sehagat eksekutor problem, secara kongkritnya, pengadilan atau hakem memiliki
posisi sebagat lembaga deklaratif konstitutif (dalam arti kedudukan), vang
mernilik arti bahwa patusan subyektif yang tegjadi diluar ketentuen pengadilan,
maka putusannye tersebut tidak sah. Schingga aturan perundengan teoting

% Mannan, Abdul. Op Cit. Hal 266
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mekanisme dan pola sidang putusan cerai talak yang diatur dalam HIR dan RBg
{pasal 118 — pasal 245 HIR. Dan pasal 142 - pasal 314 RBg}, dan (2} hukum
acara yang secara iatur dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 54 — pasal 91, secara
prinsip adalsh aturan hukum Islam dan menjadi sebush kewajiban sipll sekaligus
Agama yang patut ditsali.

Namun vang demikian tidak lantas hak suami telah tercerabut darinya,
ketentuan vang telah mengatur mekanisme persidangan tersebut sama sekal:
pengadilan tidak bersikap memaksa, terlebih jika ditilik dalam uraian yang telah
dijelaskan di sub-bab tentang Pelaksanaan Acara Cerai Talak Peradilan Agama
justru pengadilan  difungsikan sebagai forum dialog untuk uwsaha saling
mendamaikan, Keputusan tetap ada di pihak yang berperkara.

DPengan begitu posisi Peradilan Agama secara kedudukannya bersifat
konstitutif dan secara eksekusinva bersifat dekiaratif adeintstratif.

Dengan demikian mekanisme pelaksansan sidang acara cerai talak
Peradilan Agama telah berhasil mewunjudkan legal frame work (kesatuan kerangka
hukem) dan adanya unifiel legal oponion {(kesatvan persepsi hukum) dalam
penvelesaian perkara di Pengadilan Agaraa,

4.2. Dampak Peraturan Sidang Perkara Cerai Talak Sebagai Sebuah Sistem

Bertolak dan tinjauan pustaka, diketshui bahwa hokum scbagar sistem
hukoum meliputi {1} Struktur hukum (Jegal structire), misainya pengadilan, (2
substansi hukvm (Yegad substance), musaloya putusan hakim; dan (3} budaya
hukum (fegal culinurel, mislanya sikap publik.

Selaras dengan karakterishik dari sebuah sistemn, maka ketipa komponen im
saling mempengarohi, sehingga hulkom dapat berperan seccara optirnal. Namun
demikian, hulum yang dibangun dan diberlakukan seharusnyalah sarat etika.
Untuk membangun sistem hukum yang sarat etika dan moral, diperlukan
pechatian khusus pada pertautanan antara subiek dan objek hukumnya, Hal ind
berarti bahwsa hukum harus sejalan dengan {1} perlindungan Hak Asasi Manusia
{HAM); (2) perwujudan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial;
dan (3} kepentingan pemerintaban dan negara, Dengan demikion, aturan ptama
hukum (primgry rules) dan aturan sekunder hukum (secondary rules) harus
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sejalan dan dikonstruksikan dalam logika hirarki. Bahwa aturan sekunder tidak
holeh berdin tegak secara diametris dengan aturan utama,

Dari fakta konflik antar sistent dalam mekanisme sidang ceral talak
Peradilan Agama, tampak bahwa harapan semua pihak dapat dengan segera
menemukan proses penegakan hukum yang mencerminkan nilai keadilan dan
perlakuan imbang. Aura konflik antar sistern hukum masih menyisakan suara-
suara minor tentang penegakan hukum yang diupayakan.

Pada tabap selanjuinya, hal ini menimbulkan perdebatan antara pihak-
pihak yang terlibat dalam cksekusi, Kevenderangan ke arah konflik terlihat jelas
pada aspek substansi hukwm, strukiur hukum dan budaya hukum. Substansi
hukum acara perdata Indonesia masih bersifat keduniawian dan HAM-sentris, dan
secara konseptual pelaksanaan sidang cerai talak dalam sistem hukum Indonesia
masih sangat berbeda dengan aturan vang tertatur secara eksplisit dalam hukum
Islam. Meskipun peruntuken hukum perdatz yang beragam telah ditentukan;
hukurn Islam bagi masyarakat moshim dan bokum Barat bagi golongan non-
mushirn, namus belum mengbapus stipma historikal yang tumpang tindih
Pelaksanaan sidang perceraian masih diwarnai oleh dva macam hukom, Isfam dan
Barat. Kedua sistem hukum tersebut sama sama memiliki landasan yuridis dalam
instrumen hukum positif di Indonesia,

Kalimat yang tersebut dalam naskah Plagam Jakaria bahwa Ketubanan
dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknys’™ inl menjiwai
UUD 1945 pasca dideksitkan. Piagan fakarta sebagai dokumen historis lantas
menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila juga mempertegas
legalitas kopstitusional hukum-hukum agama di Indonesia termasuk hukum lslamn
wituk diberlakokan. Lebih lanut, hukum Islam mencerminkan sebuah norma
hukum material yang dapat dijadikan pedoman dan dioperasionalican dalam
kehidupan, dan diterapken dalam kompetensi peradilan. Hukum material islam
lahir dari paradigma filsafat dan asas hukum serta norma-norma yang jelas.

Dengan demikian, hukum agama datam hal ini bukum [Blam dalam
spektrum logika yuridis lantas memgperoleh legalitas secara yuridis konstitusional
dalam UUD 1945, Hal ini pada tahap selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan

78

Tinjauan Juridis..., Ahmad Aqil, Pascasarjana Ul, 2009



norma-norma hukum positif yang dibuat oleh badan Legislatif. Atms dasar iy,
kedudukan Hukum Isfam dalam UUD 19435 setelah dekrit Presiden 1 Juli 1959
tammpak jelas dan bahkan lebih jelas dibanding dengan Kedudukannya dalam
UUD 1945 yang disahkan cleh PPK] 18 Agustus 1945, Dalam UL 1945 pada
peniode kedua, istilah Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945
dan romusan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 memiliki tambahan sebagaimana yang
disebutkan Notonagore®’ yaitu " Ber(kesesuaian} dengan hakikat Ketuhanan Yan g
Maha Iisa {dilakukan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islamn bagi pars
pemehuk-pemelukriya.”

Tidak berbeda dengan hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat
mendapat legalitas dalam tatanan hukum positif Indonesia, Diakui babwa
Undaog-Undang Dasar 1945 yang diberiakukan kembali berdasarkan Dekris
Presiden 1959 tidak secars eksplisit menyebutkan desar perundang-undangan
berlakunys hukem Barat dan lainnya dalam mstrumen tata tertib hukum positif di
Indonesia. Namun legalitas pernberiakuan hukum bukum Barat tampak secara
implisit dalam Pasal II atwrap Peralihan UUD yang menyatakan bahwa: Segala
hadan negara dap peraturan vang ada masih berdaku selamz belum diadakan
aturan yang baru menuut Undang-Undang Dasar im", Atas daser itu, hukum
Barat masih tetap berlaku karepa belum diadakan hukum yang baru,

Ringkasnya, tidak ada suaty hukum dari ketiga sistern bukum yang
mermilild kedudukan lebih tingei dart sistem bhukum lawmya. Mernjuk pada
ketentuan memberlakuan kedua sistem hukum tersebut dan penerapannya di
Indonesia, maka ketentuan tentang mekanisme sidang perceraian Peradilan
Agama dalam sistern hukum Islam dan Barat harus dilmplementasikan.

Hukum Islam dan hukum Barat memiliki corak masing masing terhadap
ketentuan dan pelaksanaan hukum acara perdatanya. Salab sata ketentuan yang
terkailt fema penelitian ini adalah bahwa hukum Islam menginformasiken tentang
asumsi perbedaan pelaksanasn pemutusan perkara cerai talak dant aturan hukum

Barat,

¥ Dikutip dari Humberat, Ramly. Kedwdukan Hulum Istam Dalam Konstitgsi Indosesia dun
FPerananiya Dalam Pembinarnss Hedm Naviong! {jakania: Ul Press, 2005} Hal
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Kendati demikian, adanya perbedaan pendekatan secara konseptual antara
sistern hukum ini bukan penyebab konflik, karena sejatinya beberapa sistem
hukum hidup dan berlaku secars berdampingan di Indonesia, konflik akan muncul
jike diterapkan dengan mekanisme yang diseragamkan secara paksa di level
undang undang yang mengikat, sementars #u didapati dua atsu tiga sistem
sekaligus yang dapat berperan datam peristiwa hukuns itu,

Dengan demikian, konflik dalam tataran substansi bukum (legal
substance) terjadi karena tiga hal yang saling berkaitan, pertama, adanya dua
sistem hukum atau lebih yang berbeda, kedua, beberapa sistem yang berlainan
tersebut mempunyai kedudukan sama kuat, dan kefige, adanya peristiwa hukum
vang berada di satu ruang lingkup dan dikuasai oleh beberapa sistom hukum
tersebut.

Dari penelstian ini, dapat dipaharrd bahwa konflik dalam tingkat substansi
hukum (legal substance) tidak semata-mata diakibatkan cleh adanys masalah
Jegitimasi pluralisme sistem hukom yang menjadi landasan pelaksanasn acara
perdata Peradilan Agama, tetapi juga interpretasi-interpretasi terhadap ketentuan
dalam beberapa sumber dalam masing masing sistem hukum tersebut, Secara
spesifik interpretasi tersebut mengenai pola pemutusan cerai talak yang tepat
mernurut hukum Islam terkait dengan pembahasan soal falak.

Masalah diversitas  interpretesi  tampak jelas  dalam  argumentasi
argumentasi yang diartikulasikan dalam bentuk undang undang, vaitu sebagai
bertkut:

UU Nomeor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 berbunyi:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan bersanghkutan berusaha dan tidak berkasil mendamaikan kedua belah
pihak"”

PP No 9 Tahun 1975 pasal 14 berbunyi:

“Seorang suami yang teloh melangsungkan perkowinan menurnt Agama
Islam, yang akan menceraifan isrinya, mengajukan surar kepada pengadilan di
tempal tinggalnya®,

Dan putusan Mahkamah Agung tangsal 22 okiober tshun 1979 Ne
04K/ AG/1979 yang menegaskan.:
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Psejak berlakunya U Nomor 1 Tahun 1974 teniang Perkawinan jo. PP
No 2 Tahun 1973 perceraian yang dilakukan oleh suami {talok) harus dilakukan
di Pengadilan Agama selempat”®.

Sementarz di sisi lain, Agama menyatakan bahwa, keputusan talak
merupakan hak mumi suami dan tidak harus dikawal peradilan.

Dari konflik dalar: tataran substansi hukum & atas, muncul pula konflik
dalam tingkat struktur hukum (ege! soructure). Konilik dalam ranah struktor
hukum berkaitan erat dengan lembaga Peradilan Agama dalam menentukan sikap
independensi, baik secara siatuy, sumber hukum yang menjadi dasar keputusannya
dan kewenangannya. Konfiik tersebut dimulai dari pedoman hukam acara yang
digunakannya.

Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyuarakan agar Hulum
Acara vang berisku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
Hudem Acara Perdata vang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara kbusus dalam undang-undang ini.

Konfhk dalam tingkat struktur hukum tampak dalam Indum acara vang
digunakannya untuk perkara yaeng menvangkut lslam. Hukum acara perdata
Peradilun Agama adalah Hudoum Acsra Perdata Barat yang memuliki tingkat
perbedaan bakkan pada level sumber hukum dan penerapannya. Di satu fikak,
Islar memberlakukan sisiem 7ghfin sementara Barat menerapkan Pengadilan,
kemudian dari sudut pandang Islam memandang cksistensi pengadilan hanya
memiliki status deklaranf administeatif (muisbisy bukan konstituaf (mun’agid),
sementara Hukum Barat berstatus konstutif,

Dari konflik tahap Zegal structwre, ditemukan satu hal bahwa konflik
tersebut tersebut terjadi akkibat masalah jurisdilcsi. Persoalan penetapan garis
kewenangan yang memilikd kompetensi menggakkan norma dan perundang-
undangan dan penenfuan objek hukum yang akan dikenakan seperangkat aturan
dan perundang-undangan tersebut. Badan Peradilan Agama mestinya dapat
merefleksikan pandangan yang dianuinya, yaitu konsistenst terhadap penerapan
hukum vang bernuansa Islamis secara tegas dalum segala segmen di

perundangannya.
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Kompleksitas konflik terkait dengan substansi hukum {Jegal substance)
dan struktur hukum (legal stucture) semakin menguat dengan adanyz konflik
dalam taraf budaya hukum (legal culture).

Budaya huknm merupakan kebiasaan kelompok masyarakat atau individu
unfuk mematubi dan meptaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, Sikap
publik terhadap hukum, antusissme kehendak dan penlaku menunjukkan titik
tanda kesadaran masyarakat dan individu terhadap hukum, tdak lantes pra-
penerapan hukum yang sejalan dengan prinsip Svariah selalu digemborkan untuk
agar secepatnya diundangkan, kemudian paska-perundangannya justru hengkang
dari apa yang dikehendakinya dulu.

Dengan denmikian, budaya hukum secara tidak langsung mempunya kartan
eral dengan aturan sosial yang dinilai sebagai kewajiban oleh anggota dalam
se¢buah komunitas.

Alchimya, hukum, dalam realita, selain memerlukan pengawasan dari
lembagz baik lembaga negars mavpun lembgga masyarakat, juga memerlukan
kesadaran manusia terhadap hukum dalam bersikap dan berpesilakn,

Kecenderungan manusia untuk bergerak secara dinamis dilatarbelakangi
plel perannya dalam menafsirkan cksistensi bukum. Fepomena ini merefieksikan
kepentingan manusia sebagai aktor {(agenf) perubahan.

Dengan demikian, secara superfasial, dapat difahami bahwa dalam kasus
konflik di lingkup hukum acara perdata Peradilan Agama menunjukkan sinyal
perhelatan status. Diakui perbedaan sumber hukum dan perbedaan interpretasi
terhadapnya kerapkali menjedi ajang ‘pertikaian’ di ranah implementasinya.
Namun dalam masalah ini, konflik dapat dihindarken, karena pelaksanaan hukum
acara perdata umum 4i lngkup Peradilan Agama yang khwsus ito lebik mengarah
pada integralisasi slemen yang justro menjadi organ penting di sebuah lombega
yang berasaskan keislaman, Integrelisasi clemen tersebut berarti pulz mengekul

eksistensi norma Agama yang legal di tanah air itu sendiri.
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BABY
MASA DEPAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN ACARA
CERAI TALAK PERADILAN AGAMA

5.1. Sidang Perkara Cerai Talak Peradilan Agama dan Progresifitas Hukum

Secara umum, mekanisme sidang perkara cerai falak Peradilan Agama
dapat ditarik secara gencologisnya pada perbedaan pandangan mengenai
kedudukan dan peran Peradilan dalam hak pemutusan perkara cerai talake
Mgekanisme sidang Peradilan Agama im terkait dengan adanya perkara vang ingin
diputuskan secara Islam nammn dilakukanaya dengan poia dan prinsip Barst,

Produk hukum progressif dan peraturan perundang-undangan ini sudah
tentu bertmplikasi pada konflik antar sistem, dimana perkara yang dinitat Islam
tersebut sudah seharusnya juga dilakuekan dengan cara yang Islami. Lebik dan ity
peraturan dan mekanisme Barat tersebut secara defindiif telab terlegitimasi dalam
undang-undangnya ager diterapkan pada Peradilan Agama. Adanya teori
legitimast terhedap beberapa sistem hukum Barat vang sampai saat ind masih
diimplementasikan dli Indonesia, yaitu ervsl Jaw dan common law meniscayakan
penerapan hukum tidak semata didasarkan pada konsep keharmonisan antar
sistern hukum, melainkan juga dominasi dari penerapan Barat,

Hal ini pula menunjukkan bahwa sidang perkara ceral talak Peradilan
Agama yang dijalankan dengan esas konshitufif (mu'gid), yang memiliki anti
bahwa pemutusan di lvar Pengadilan adaluh tidak sah merupakan bentuk konflik
antar sistemn yang digunakannya. Selama ini, pemutusan cersi talak dapat sajs
dilakukan oleh prhak suami dimanapun tanpa melalui proges pengadilan, Menurut
pennturan Islam, talak bisa saja terncapkan oleh suami sewakiu-waktu, posisi dan
kedudukan Peradilan Agama hanya bertindak sebagai otoritas administratf
(spartk itsbdt) yang tidak memiliki kewenangan lebih jauh di eksekusi persoalan
privat. Tetapi pandangan itu nampaknya sudah mulai ditinggalkan. Perundang-
umiangan telah membust keputnsan yang progresif,
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Perundang-undangan tidak secera tegas menyebut mekanisme vang
dianufoya itu sehagal cara Islam yang tepal. Barangkali satu alasan yang dapaf
dikemukakan bahwa Islam bukaniah cerminan bentuk saja, lebih luas dan ity, ia
bisa saja dihadirkan dalam bentuk semangat {substansi) yang mengintegral
dengan sistern hukum lainnya. Sebagai Agama universal, ia juga adaptif dengan
perkembangan situasi, tempat dan kondist.

Undang-undang dalam hal ini tengah wmencrapkan hukum  Islam
kontemporer bahwa posisi tepat Peradilan Agama saat ini adalah berfungsi
schagal hakam yang bertujuan pada usaha untuk selale mendamaikan dan mencad
solusi vang tepat bagi pasangan yang bersengketa tersebut. Pemaknaan Q8. Nisa;
35 yang berbunyi hakam min ahlifi (utusan hakam dan fihak suami) dan hakam
min ailihd (utusan hakam dar fihak istrd) lebih menjurus pada makna kredibilitas
dan kewenangan hukan kekerabatan, sebab ditinjeu dan visi, misi sakam tidak
selalu ada dari wakil keloargs kedua belah pihak yang bersenghketa, redaksi abf
tidak lagi berarti kerabat, dapat juga bermakna sebagai yang berwenang dan yang
kredibel. Sebab Quran menuhwkan balwa redaksi ¢hf sendin tidak selalu berarti
kerabat. Secara eksplisit, terobosan progresif ini tidak tertulis dalam perundangan
manapun, namun mekanisme tersebut secava legal lebih acceptable secara Agama
dan hukum, schingge keuntungan Agama untuk dapat berakulturasi dengan segala
sistemn {tentu dalam koridor yang wajar) dapat diwujudkan, selanjutnys penjagaan
hak (mura’dr ugitg ghayr) secara dominis akan dapat digapai.

Menurut pendapat pakar, dalam pandangan Islam, hukum tidak mencukupi
apabila hanya diartikan sebagai hukum positif (hukum yang fermakiub dalam
undang-undang) atau sebagai kehendak masysrakat thukum adat) saja. Tetap:
setiap garls hukum seyogyanya memiliki keterkaifan dengan norma-norma
keislaman vang dapat dijumpa dalam Quran, Hadits dan sumber hukum otoritatif
lainnya schingga sccara prinsip dan ideologi berdin sama tegaknya dengan
preseden langit’ dan tidak boleh ada unsur yang saling bertentangan. Oleh karena
ity pembicaraan tentang hukum Islam wmemiliki bentuk sriangle yang saling
mengisi dan terkait antara satu dengan lainnya, sehingga mekanisme geraknva

dapat tergambar dalam tlustrasi di bawah ini:
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Hukem | i Hukum

Barat Islam
‘ Hukum l
Adat

Kendati hukum Islam merupakan perwujudan dad hukum yang disngkat

darl norma-norma hidap masyarakat, namun apabila penegakan hukum dijalankan
tanpa mengindabkan kaidah-kaidah penegakan hukum, maka eksistensi hukum
datam masyarakat tidak lagt bermakna dan pada tabap selanjutnya tujvan dan cita
cita huloum tidak akan dapat tercapai.

Dalam: tipologi Islam, kaidah-kaedah pencgakan hulosm merupakan
penjabaran dari tman dan amal shaleh. Dalam suatu gwayat Rasuluilah SAW
pernah bersabda babwa Tuban tidak akan menerimz amal sescorang jika tidak
beriman, merupakan penjabaran unitas {tsuhid) dan diwujudkan dalam amal
perbuatan, dan Tuhan tidak akan mienenma amal perbuatan yang tidak terpancar
dari keimanan. Berdasarkan logika hirarkis, unitas menjadi primary rules,
sedangkan hukumnya mempskan secondary rufes.

Hal ini barangkali mendasari lembaga Peradilan Agama untuk
menggunakan pola Belanda yang dipadu dengan hukum Islam. M. Taher Azhary,
Guru Besar Universitas Indonesia, dalam lawatan penulis di kediamannya
menegaskan bahwa persoalan sidang perkars talak mesti dipandang daci sudut
Megara Hokum, dengan tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan tuntunan
Agama, melainkan demi ketertiban publik. Agama secars substansial diterapkan
dalam pola sidang tersebut.

Dalam pandangan Tahir, stdang perkara ceral talak, jika dikembalikan
pada dasar hukum yang semula, schetulnya tidaklah bertentangan dengan aturan
Quran dan sunnah dan ssgumen otoritatif lainnya.

Dalam hal ini, selurub umat Islam tentu sepakat Islam as such Tslam yang
sebenarnya’ mendukung konsep perlindungan hak dan layanan negara terhadap
kebutuhan hukum yang tepat. Bahkan dalam teori vang dirumuskan Syatibi,
disebutkan konsep Hizh Mafs dsn High Irdh, mengarsh pada makna
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perlindungan hak dan identitas. Islam meropakan bagian dari menusia. Islam
diturunkan untuk kedamaian, dan menjadi pedoman hukum bagaimana manusia
hidup dan berpaul dengan sekitar.

Tentunya tindakan anarkis keputusan talak sefihak dan pelemahan hsk
manusia lebth bersifat wmis/erric, Atas dasar itu, undang undang tenfang
mekanisme berperkara ceral talek di Pengadilan berusaha menjalankan
interpretasi terstruldur -ijtihad- dan rethinking Islam sebagai upaya meminimalisir
ketimpangan sosial dalam sebuah masyarakat di Negara Hukum.

Undang-undang dalam vralannya nampak mengedepankan kepentingan
umum {pudlic goods) dengan cara vang santun sekaligus mampu merefleksikan
aura integralitas sistem hukum yang ada. Kendati demikian, sampai batas tertentu,
konstruk ijtihad dalam rangka mencari kepastian dan kejelasan hukum memang
berstfat zhonniy (dugaan), namun hal ini patut dirmnjukkan dalam konteks bahwa
islam ditumunkan umfuk mengatur kehidupan manusia dan menjaga nofma norma
kemnanusiaan.

Islam, melaly} tuturap al-Qur'an, Sunnah dan pendapat otoritatif lainnya
mendemonstrasikan semangat legislasi vang mengarah pada realisasi progressif
dari nilai-mis fundamental tentang kebebasan manusia, kebebasan berfikir dan
penghargaan hak-hak. Pengalaman sepanjang sejarah dari masa hayat Nabi hingga
pasca hayatnya, merefieksikan hahwa aktualisasi nilai-nilai positivistik secara
pararel dengan kondisi setempat merupakan jiwa risalah Nabi.

QOleh karena im, memahami hukum islam tanpa menggunakan pendekatan
sosiologl hukom danr filsfasat hukam hampir dipastikan tidak akan mungkin. Hal
ini didorong oleh pemakaian hukum Islam sebagai bentuk meoral dan bersifat
empinig; dari Tuban untuk manusia. Lebih jauh lagi, pemaknaan dan gagasan
manusia selalu dibatasi oleh ruang-mang sosiologi vang membentuk watak dan
paradigma berpikimya. Seseorang yang lahir di Jawa, secara definitif akan
memformulasikan pemahamannya terhadap Istam dalam frame work kultur Jawa.

Karenanya, individu lain yang ingin mempelajari pandangannya, harus
mendalami budaya yang menghegemoni diri sang konseptor. Ini dimaksudkan
agar ia tidak tersesat dengan mengklaim bahwa teon inilah vang paling benar dan

mumi, sermnentara Isiam tersebut sebetulnya telah mengakomodasi budava Jawa
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Sejalan dengan itu hukum Islam sebenamya bersifat modern dalam
konteks tidak ada indikast pertentangan antara modernitas yang rasional, progresif
dan produktif dengan nilai-nilai al-Qurtan. Pendek kats, guna menjembatani
sirdesa yang memungkinkan antars hukum Islam dan norma hukum lginnya ialah
mentransformasikan  pemahaman  keagamaan  secara  lebih  luas, dengan
membangun dasar-dasar yang wjungnya adalah membedah formalisme historis
tentang identifikasi secara restrikiif, dan menempatkan tradisi dan budaya dalam
proses enlightmen secara bersamaan,

Oleh karena ity, teorl pertingkatan hukum yang secara sederhana terdin
dari tingkat norma-nomma abstrak dan norma konkrel periu ditingkatikan lagh
Merujuk pada teori hukum sebagai sisterm oleh Allot, transformasi hukum Islam
berarti transformasi norma, instruksi dan proses. Sehingga, Islam dituntut uptuk
bisa berakulturasi dengan sistem dan budaye setempat demt menjalankan misinya
wntek dapat mentransformasikan norma universal yang agong dalam norma
partikular. Hal tersebut sudah tentu, norma yang dapat terakultorasi adalah norma
yang sejalan dengan prinsip dan (idak bertentangan desgan Agame. Dari sudut
norma, Istam memilida norma vniversal berlaku dalam hubungan horizontal antara
sesama manusis, dan oorma nomeuniversel berlaku dalam hubungan vertikal
antara manusia dengan Tuhan. Dalam kerangka ini, norma universal disketsakan
dalam  kerangkas nomna non-universal, Penjebaran kedus norma  tersebut
diartikulasikan dalam instruksi-instruksi, seperti perkara wajib, haram, sunnah,
mubah, dan makruh, Untuk keperluan transformasi norma-norma tersebut, harus
memperhatikan proses dan mekanisme sistern secara bijaksana, Pada tahap ini,
sistem komuntkas: mempunyat perasan signifikan, sehingpa normma-norma hukum
Istam dapat dikembangkan dan diadaptasiken,

Hal i didasari oleh keoyataan bahwa dunia bersifat majemuk. Dalam
dunia yang majemuk, batas regional dan kultor hampir dipastikan tidak ditemukan
fagi sebagai akibat dan proses globalisasi, jalinan antara sistern hukum yang
berlaku mesti direkatkan. Oleh karena itu, encounter atau fusi horizon Istam dan
lainnya dapat dimungkinkan terjadi,

Dengan demikian, membangun kesadaran masyarakat untuk memnahami

bukum Islam yang berbasis dengan pemahaman universal den inklusif antara
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sistemn hukom, mutlak diperlukan. Sekat dan kriteria religius hukum bukan lagi
menjadi penghalang dan pemisah antar sistem. Hal ini tidak berarti sebuah sistem
dengan atribut religius tertentu meletakkan diri pada sikap anti-religus, namun
justru mengembangkan wacana toleransi di antara berbagai peradsban dengan
membangun dasar-dasar skulturatif secara etis, Dialog, akhimya, bukan upava
menghapus jati dirl, melebur dan berpurs-pura menjadi the others tetapi lebih
sebagai usaha mendialogkan Islam dengan luvar nuang lingkup scjash den
konteksnya,

Namun demikian, kesadaran saja tidak cukup, tetapi harus dibareng
dengan kontrol baik dalam lembaga, tingkat individu mavpun masyarakat luas,
dengan merniliki serangkaian pemahaman komprehensif, tidak partikular dan
artifisial terhadap konsep dasar hukum Islam, sehingga diharapkan mampu
mengkontrol tindak tanduknya, dan jugs sistem kontrol masyarskat, dengan
pencrapan sistem hukum yang akomodatif, idak mengikis sebuak sistom tertentu.

Dengen demikian, dimensi universalitas dan partikularitas hukum Islam
merupekan jalinan dualites yang saling terkait dan mengkuatkan, bukan lagi
punys indikasi Zninical.

Secara bunyi teks, TJU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 hingga 72 tidak satu
suara dengan bunyl yang digemakan oleh hukum Islam yang mencirikan bahwa
talak dapat saja dilakukan tanpa jasa pengadilan, dan kalavpun jasa pengadilan
teesebet diperlukan maka kedoduokannya hanva sebatas admunistratf (syart itsbal)
bukan konstitotif {(syarth inYigad). Namun dalam penerapannya, hukum acara
perdata warisan Belanda tersebut secsrs prinsip ssgendang sepenarien dengan
substansi bunyi teks elemen otoritati{ Agama itu.

Keputosan perundang-undangan tersebut jika ditarik ke dalam Isfamic
yurisprudence tengah menerapkan kaidah jawdz naskh nushash bil mashiahah™.
Bahwa menganulir ketentuan ajlaran dengan memnggalkan logika kemaslabatan
diperbolehkan, Kaidah ini ditetapkan karena hukum Islam bertajuan mewnjudkan
kemaslahatan kemanusiaan secars universal dan menolak segala bentuk

ketimypangan sosial.

® Ghazali, Abu Hamid. 47 Markhul min Ta'tigos Ushul (Beimt; Dar Fikr, 1998). Hal 127
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Ghazali menilai pandangan bahwa berbagai problematika humanitas yang
penyelesalannya terangkum rapi dalam teks-teks al-Qur'an, meski tidak dalam
preseden spesifik akan memunculkan tmplikasi pada keabadizan permasslahan
tersebut kendati mengalami pervbahan warps dan puansa, namun tidak secara
substansial. Oleh karena itu, diperiukan pembongkaran pemikiran tentang upaya
mendialogkan teks dan konteks™,

Perbedaan solusi yang terkesan kondtradiktif dengan teks-teks divinitas
(al-Qur'an dan Sunnahl), menunu Ghazali, pada hakekatnya tidaklsh demikian,
perbedaan tersebut terletak pada perbedaan bentuk (fhifaf lafzhiy) bukan di ranah
substansial (%51 ma'nawi), perbedaan tersebut febth merupakan keberagaman
respon terhadap suaty fenomena, karena setiap teks beraura divine mempunyal
bidangnya masing-masing dan kehidupan yang masih terus berputar dan selalu
berubah-ubah'®,

Adapun terbadap permasalshan sisi pewahyuan al-Quran dan Sunnah,
Ghazali mevakini bahwa mainstream setigp teks dalam al-Quran dan Sunnah
mempunyai dimensi pewahyusnmya, tidak lebih dari pada pola spesifik dan
unram, Oleh karena #u ia melihat bahwa susungn ayat dalam sebuah konstruksi
surat, dapat jadi merupakan deskripsi realitag kemanusiaan pada umumnys. Sis!
pewahyuan ind, menurutnya merupakan kunci cakrawala pengetahuan yang pada
mulanva bermuasal dari  fakior yang mendorongnya, namun  kemudian
berkembang pesat hinggs mencakup daerah lain yang memiliki similaritas.
Pendek kata, bunyi leksikal teks tidak selalu memberi isyarat aplikasi vang sama,
dan hanya berhenti pada peint inj saja, tetapi glesan filosofis keadilan fkaut andil
peran dalam apbkasi teks tersebut.

Dengan demikian, penvimpangan yang dilakukan oieh bunyi undang
undang tidak selalu disebabkan oleh tipisnya wmilai-nilal keislaman, tetapi juga
disebabkan oleh pertimbangan bahwa struktur dan budaya sosial menuntut
penerapan hukum secara adil kendati desukian praktik acara perdata Belanda

¥ Cihazali, Abu Hamid. Lec Cir, Hal 130
0 ihid
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tersebut nyatanya secara substansi aphikatifnya memiliki sandaran hukum dalam
Islam'®,

Sinyalmen bahwa putusan undang undang sama sckali tidak scialan
dengan prinsip hukum dan sistem yang berlaku di Indoneasia, dikarenakan dalam
bunyi pasal tersebut hak lelaki dalam talak seakan tercerabut tidak terbukti jelas
dalam aplikasi dan aturannya.

Namun prinsip keadilan yang harus ditegakkan menjadi batu pijakan
undang undang. Aspel keadilan yang termuat dalam sila keltma dalam Pancasila
menegaskan bahiwa putugan undang undang merupakan realisasi danl Pancasila
yang berfungsi sebagai grond norm hukum posit! Indonesia.

Berdusarkan Stufer Theory dari Hans Kelsen'™, bahwa dasar berlakunya
dan Jegalitas suatu norma feriefak pada nomma yang ada di atasnys dan susty
norms menjadi dasar berlakunya dan legalitas norma yang ada & bawahnya, serta
secara acak diambil dus norma sala, bisa dari bawah ke atas atau dari afes ke
bawah, maka tipologi pengambilan kebijakan hukum yang diambil oleh aturan
perundangan tersebut dapat dideskripsikan tidak bertentangan dengan Pancagila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukwmn yang diterapkan.

Magyarakat Indonesia yang heragama Islam juga berhak mendapatkan
perlindungan hukum di bidang hukum pribadi dan kelvarga vang berkaitan erat
dengan keyakinan agamanya, dan dilaksanakan seswai aturan prosedur Agama
vang tepat. Oleh karena ity perumusan aturan dan perundangan sangat
dipertimbangkan secara matang,

Pertentangen iml sifatnya merupekan guasi confliet (konflik semu),
bertolak dan pernyataan asas personslites Islam bahiwa Peradilan Agama dalam
memutuskan perkaranyva dengan cara yang islami. Hal ini jika ditelusurd lebih
jauh, moaka menemui geneologi pemikirannya pada hukum adat. Sebagian besar
pakar hukum lslam menyatakan bahwa hukum adat masih lavak diperizhankan
dan dapat dijsdikan sumber rujukan bagi hukum yang akan dirumuskan, panon

tidak secara serampangan,

' pertimbangan banyaknya peristiwa oerai lalak yang semena-mena didassrkan stas leporsn
Badilag {Badan Peraditan Apama) MA dalam situs www. Badilag. net
1% Disadur dari Rahardjo. Op Cit. hal 201,
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Penerapan hukum adat, Barat sekaligus hukum Islam dalam bingkai
unifikasi dibenarkan dengan prasyarat tidak terjadi ambiguitas dan pertentangan
antara keduanya. Hukum adat di Indonesia kendati dinilai sebagai sumber hokum
yang bersifat artifisial karena diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda untuk
kepentingan politik kolonialisme, namun apabila pemberlakuannya dianggap lebib
efeknif dan efisien dan memanifestasikan dimensi Agama, keadilan dan sistem
hukum, maka penerapannya dibenarkan.

Terlepas dari itu, dalam hukum lslam berlaku kaedah kaidah fudomy @f
hitkim fI masGil al jtihad yarfa’ ol khilaf bahwa kebijakan pernerintah dalam
perbedaan pendapat produk 1jtihad dapat menghilangkan pluralisme pandangan.
Pada titik ini, kaedah tersebut digunakan secara konstekstual.

Melalui berbagar bentuk kescpakatan yang selalu terjadi baik di Juar
pengadilan mmaupun bagian lainnya yang terpancang melalui ragam altematif
dalam produk undang undang, atas dasar v, tuntilan kesadaran hukum
masyarakat roagih jupa perlu ditingkatkan untsk membentuk sate informasi
integral sekaligus tepat dalam kartannyz tentang penerapan hukum Islam di

Indonesia.

5.2. Prospek Pelaksanaan Sidang Cerai Talak Peradilan Agamx

Penjelasan mengenai prospek dan masa depan pelaksanaan sidang ceral
talak tidak dimaksudkan membahas teotang ramalan bagaimsoa pelaksapasn
sidang cerai talak ini di masa depannya. Namun menpekankan pada pembahasan
tentang elemen penting aspek potensial yang memegang peranan penting dalam
pengkaiian topik yang berkaitan dengan penelitian ini, schingga kesadaran tentang
adanya konflik antar sistem, khusus berkait dengan pelaksangan sidang cerai talak
inl dapat termrrnalisir atau hengkang dari muka bumid,

Setidaknya ada beberapa peinter penting vang patui dikemukakan, dan
atas dasar itu memiliki potensi yang patut diadakan pembahasan yang berlanjut,
antara lain adalah bahasan fentang {1} contoh contch dari upaya institusi baik
yang berada di level nasional maupun internasional dalam kaitannya memberikan

sumbangsih kongkrit perilaku integral antar sistem hulkum yang digunakan, dan
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{2} usaha dan bentuk kongkrit integralisast antar sistem yang dapat diterapkan di
Indonesia.

Kajian tersebut dimlai sangat perlu ditengab kompleksitas sistem vang
diterapkan di belaban negars manapur:, dan hal tersebut disadart atavpun tidak
akan berimbas ke negri imi, terlebih jika kebijakan global menyetupui berbaga
macam bentuk interaksi yang dapat menembus batas ruang, tempat dan waktu,

Oleh karena itu diperfukan studi komprehensif dan holistik tentang
bagaimana upaya global dalam penerapan integralisasi sistem hukum, terlebih
dengan contoh pelaksanaan sidang cerai falak Peradilan Agama. Hal ini
dimaksudkan untuk menawarkan wacana yang tidsk lagi antagonistik dan saling
bermusuhan, tetapi berporos pads pengkajian wacana dengan lebth mendalam,
Proses imi tidak dimaksudken uvntuk mengeser atay bahkan melindas wacana
dominan, tetapi mencari sintesa vang memunglonkan vang sckaligus dapat
merjembatani dua atay tigs wacana yang varatf

Dalam prespektif Islam, studi int dapat dimulal denl melacsk akar legislasi
dari pelaksanaan sidang cerai talak Peradilan Agams, sistematisasi teks teks yang
beraura divine yang berkaitan dengan polemik pelaksanazn sidang cerai takak
dianalisa, baik dari segi substansial berdasarkan latar belakang historisnya
maupun dari segl argumentasi dari pewahyuan dan Argumen otoritatif lainnya.
Kemudian tahap selanjutnya melakukan interpretasi terhadap tcks dan lantas
mengkontekstualisusikannya dalam bahasa dan ruang gerak hukum Indonesia.

Dengan demnkian, sikap i memuncultkan sinyal bahwa membicarakan
hukum somum dalam kedodukannys sebagat hukum nasional di tengah pluralisme
sistern hukum tidak boleh lopas dan hukum Islam kontekstual. Hal ini disebabkan
karena hukum Islam vang hidup adelsh, meminjam uraian teori hukwn Islam,
yaitu bokum Islam yang ditransformasiken dalam hukum positif setelah melalui
proses resepst dari uosur divintias teks (Quran dan Sunnah) dan standar otoritatif
hukum lainnya.

Pada tahap sclanjutnva menuntut penyeragaman bahasa hukurn vang
diadopsi dan diintegralisasi dari berbagai sumber hukum yang ada, yang dapat
diwajudkan dalam bentuk kodifikasi hukum yang sesuai dengan hasil studi yapg

mendalam mengenai aspek aspek perangkat hukum laimnya. Meski demikian,
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proses ini harus senantiasa disertal oleh tujuan wntuk menampilkan peraturan
hukum yang tidak hanya jelas tetapi juga bennanfaat dan memberi kemasiahatan
bagi masyarakat batk secara norina sipil maupun agama.

Pelaksannan sidang ceral falak Peradilan Agama kerapkali memunculkan
pancingan kopflik antar sistern yang digunazken dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu harus di re-puzzle dan dilzkokan peninjauan ulang terhadap produk
wacana klasik sebelum kemudian akan diterapkan dalam hokum Indonesia.

Hukum Barat yang saat ini banyak mendominasi pandangan hukum
Indonesia bahkan manjangkau sektor sekior penting penegakan hukum Islam
Indonesia, yaitu Peradilan Agama, juga selaysknya dapai perlakuan imbang
dengan apa yang akan dilakckan ke hukum Islam (yaite upaya re-puzzie dan
peninjauan tadi), sechingga nanti pada giliannya sistemn hukum Indonesia justry
mampa secara independen mewarnai pandangan hukumnya sendiri.

Hal ini berarti bahwa perbedaan bentuk perlakuan mengenai cara tepst
pelaksanaan sidang ceral talak Peradilan Apama tidak lantas menuju pada
perbedaan secara konsep vang berujung pada tinbulnya konflik, oleh karena itu
diperlukan tinjauan yang mendalam tentang falsafah hukem yang akan ditnjenya,
sehingga cita cita integralisasi sistem hukum dan pandangan hukum sendisi vang
sifatnya independen dapat dengan rendah untek drwujudkan.

0%
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BAB Vi
KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Dari hasil penelifian yang telah didapat dari analisa yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa:

1. perbedaan pola pada elemen-elemen sistemn hukum bukan merupakan
saty satunya faktor yang mengakibatken mumcul konflik. Tetapt konflik pada
mulanya muncul akibat ketimpangan pemenuhan kebutuhan primordial yang
dilakukan dengan cara mengpilag hak sistem hukum lain, Kebutuhan tersebut juga
tidak sejalu berupa kebotuhan pengakuan identitas tetapi juga kebutuhan terhadap
pengakean cksistensinya yang teleh legal diberlakukan di negars Indonesia.
Konflik dalam sistem hukam dilatarbelakangi oleh konflik lain 4 luar hulum.
Bahwa upaya penyelesatan persoslan & Iuar jalur bukom, negosiasi misalnya
belum tercapal secara baik. Pada titik ini, dapat dinyatakan bahwa konflik di jalur
hukom merupakan implikasi dani konflik di Inar jalur hulowm.

2. sejalan dengan pilar-pilar dalamn sistem hokum, konflik-konflik yang
terjodi dapat diabstraksikan secara konkret. Namun demikian, secaras hukum,
konflik dalam sistem terjadi karenz dua hal yang saling berksitan, perioma,
adanys duslisme sistem hukum atau lebih yang berbeds secara diametral dan
berada pada pavung lembags yang sama, dan kedua, beberapa sistern hukum
tersebut mempunyat kedudukan yang sederajat dan menguasar peristiwa hukum.
Adapun konkretasi bentuk-bentuk konflik dapat dideskripsikan dalam tiga pointer,
pertama, konflik di tingkat strotur bukum (legal structure), kedua, konflik di
tingkat substansi hukum (fegaf substance) dan ketige, konflik i tingkat budaya
hukum {Jega! culture). Konflik secaras spesifik diakibatkan oleh (1) masalah
interpretasi; {2} masalah yurisdiksi; {3) masalah legitimasy; dan (4) masalah
sanksi.

3. Konflik terjadi akibat pengaruh historis tarik ulur beberapa sistem
hukum yang dilakukan oleh penjajah kolonial, Konflik antara dua bahkan tiga
sistem hukwm di Indonesia pada awalnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan

kolomalisme dan konflik berkembang selama Indonesiz masih di bawah
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kolonialisme, karena dua sistem hukum {Barat dan Adat) dikakohkan sepenuhnya
oleh penguasa waktu itu. Hal im dapat dilihat pada polittk hukum yang
diskriminalif terbadap hukum Islam dan usaha-usaha penguasa mengecilian
peranan dan tungsi Pengadilan Agama. Adapun setelah Indonesia mendapatkan
kemerdekasan, kooflik  tersebut  masih  belum  terselesaiakan  akibat
ketidaksesuatannya dengan kesadaran hukum dari masyarakat sendin.

4, Merujuk pada aturan perundangan, persoalan sidang perkara cerai talak
tidak selalu menimbulkan degradasi kesadaran negara terhadap hukam, tetapi oleh
tuntutan menegakkan keadilan bagi manusia, Lebih lanjut, kenyatzan pluralitas
gistemm  hukum Indonesia yang menuntut sedapat unpkin utuk  dapat
terakomodasi dalam sistem vang integral sesuai dengan norma dan divinitas

preseden.

6.2. Diskasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal vang
perlu didiskusikan, vaitu;

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hukum acara perdata
Peradilan Agama lebih diziabatkan oleh ketidakmampuan upays pengintegrasian
glemen-clemen sistemn hukum. Adspun disfungsi komponen-komponen dalam
sistern hukum dittmbulkan oleh empat hal, pertema, masalah interpretasi, kedua,
masalah yansdiksi, ketiga, masalah legitimasi dan keempat, masalah sanksi, Hal
ini menunjukkan bahwa membangun bagis pengintegrasian komponen-komponen
sistem hukum fidak boleh dijalankan secara premature dan tebang pilih tetapi
harus mengacn pads fungsi hukum ideat hukum'®, vaitn, pertama, sebagai
ekspresi nilal dan ide, seperti keadilam, kedua, sebagat penjaga harapan
{expectation) masyarakat. Lebih dard itu, komponen-komponen sebuah sistern
saling mempengarubi dan karena itu mempunyai keterkaitan erat, Mengace pada
teort hukum sebagal sistem darl Fuller, kecenderungan mencoatnya konflik
merupakan sebuah bentuk ketidakserasian asas legalitas (priciples of legality).

2, Hukum dan agama mempunyai peran signifiken  dalam

memformulasikan sistern ntm bag kehidupan manusia. Equality dan kebebasan

1% Rahardjo. Op Cir. Hal 79
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yang terkandung dalam asas-asas umum agama dan hukum dipancangkan dengan
tujuan mampu menciptakan ketersturan dan kedamaian dalam sistem hukum yang
majemuk. Hukum dan dimenst transendental religius sangal membentu kinerja
institusi dalam menemukan tatanan baru terhadap perubsahan perilaku {(behavior)
masyarakat. Kendati demikian, tarik ulur antara hukum dan agama acapkali tidak
bisa dihindari, Hal ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mampu membuat
program rasional, undang-undang misalnya, sekaligus mempercayal kekuatan
primordial irrasional. Namure manvsia Indonesia juga mampu joga untuk
memarginalkan kekuatan religius, dan seksligus mampu pula meminggirkan
hukum dengan cara irasional. Awal dan konflik antara agama dan hukum
merupakan rekayasa poliik  pemerintshan Belanda waktu it unnk
membaeriakokan secara utuh bukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia
sebagaimana <1 bidaug bukum pidana tclah berhasil mereka lakukan, Oleh karena
itu, perteniangan-pertentangan kedpa sistem tersebut pada hakikainya hanyalah
pertentangan fentang carda yang paling tepat dalam ikut andil dan sumbangsib
kepada bangsa Indonesia melalui hukum, schingga konflik  terhadap
pemaberlakuan beberapa sistem hokum sejatinya buken menjadi konflik 4i 6tk
yang substansial, namun seolah terlihat sebagai sesuatu mengerikan

3. Muncuinya produk hukum, dalam batas-batas tertentu memunculkan
hubungan inimical antar sistem hulome. Fakta mendeskripsikan bahwa tidak
sedikit putusan hukum mengakibatkan indikasi adanya tarik ulur antar tata hukum
dan bakkan memunculkan penetrasi terhadap cksistensi subsistemn hukum yang
berlaku di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh, salah satunys, tuntutan dan
keinginan memenuhi kebutuhan pengakuan identitas, dan fransformasi norma
normae menjadi undang undang belum semaksimal mungkin dilaksanakan sesual
dengan cara main sebagaimana yang tergambar di teori Hukum Islam dimuka,
bahwa HI dapat diberlakukan dan mentransformasikan dirinya menjadi udang

undang setelah memlui proses ‘resepsi’ dari Syarish dan ketentuan {jtihad lainnya,

6.3, Saran
Berdasarkan hasil kestmpulan dan hasil analisa yang ada, peneliti ingin

memberikan saran bagi proses penelitian selanjutnya, yang mengambil topik yvang
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sama dengan penelitian ini. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah sebagai

berikut

i, Untuk Akademist

Adanya Kkecenderungan teori-teori hukum vang telah dimiliki dan
diterapkan adalah teori-teori yang diadaptasi deri hukum Belanda, meski telah
mengalami  proses tambal sulam dengan pandangan-pandangan oleh para
akademisi bukum, batk yang diambi! dari teori hukum Negara lain, hukurn Islam
maupun dari adat setempat, maka kajian perbandingan hukwmn dengan pisau
analisa teon Hukum Islam patut digalakkan. (leh karena itu, membangun upaya
integralisasi hukum dalam konteks pasional sangat diperiukan.

2. Untuk Prakuisi Hukuns

a. Peoyelesaian kontlik memeriukan adanya sebuah konstruksi kekuasaan
kehakiman yang terpadu. Dalam perspekiif historisnya. Hukwm sipil selslu
dilaksanskan oleh suati kekuasaan kehakiman yang memadai, sementara itu
pengadilan-pengadilan Agama kerapkali terisolisir. Hal ini sudah tentu merugikan
perkembangan hujum Islam, karena gkan selalu dirasakan babwa bukum Islam ity
sebagai sesuatn yang asing, dan akhimya tidak berkembang Bangunan kekuasaan
yang terpadu Hidak saja diimplementasikan secura institusional tetapi juga
kekuasaan terpadu dalam substans: hukum denpan memberikan ruang gerak yang
terkontro} dan dikontrol secara baik dari segi vuridis normative maupun
aphikatifnya.

b. Keeenderongan konflik dapat diatasi desgan setidaknya dua opsi,
pertama, penghapusan klausul perthal hukum dan kedus, adanya perundang-
undangan yang berdiri fegak secars integral. Opsi kedua sangat tepat dan yang
diharapkan, karena negara Indonesia merupakan design bangsa yang sarat depgan
kemajemukan hukum, adat dan Agama. Atas dasar ite menghapus klausel pilihan
hukum menampakkan distorsi terhadap pluralisme hukum yang bersumber dari
hukum veng legal. lain halnya dengan usaha integralisasi perundang-undangan
yang melalui tapal batas perbedaan yang masih dalam jangkauvan filsafat hukum

dalam Agama, justru skan menciptakan keseimbangan dan akhimys berwujud
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pada keadilan bagi seluruh pihak tanpa bayang bayang memarginalkan hukum
positif Indenesa. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa syarat mutlak bagi
tegaknya hukum dalam asyarskat sekarang adalah peraturan-peraturan hukum

yang mengintegral.

3. Untuk Penelitian Lanjuton

a. Hendaknya dilakukan penelitian lanjufan tentang unsur-unsur Barat
yang terkandung dalam sistem Peradilan Agama di berbagar aspeknya kemudian
dianalisa serta dibandingkan dengan sistem dan filsafat hukum Istam di ransh
bentuk maupun substantifinya. Hal tersebut diharapkan dapat dicari kesimpulan
tentang sejauh mana upaya integralisasi hukum di negara yang majemuk tanpa
adanya distorsi sistem lainnya,

b. Anjuran untuk jugs dilakuken peneliian tentang bates dan Kornpetensi
absolut dan kewenangan Peradilan Negen dan Peradilan Agama dalam kaitannya
dengan hubungan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.7 Taklum 1989
tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Ayat | menegaskan bahwa

* Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkarc-perkara di lingkat periama antgra orang crang beragama
Islam mengenai:

a. perkawingn;

b. kewarisan, wasiat, dan hibuh yang dilakukan dengan hukunm Islam;

¢ wakaf dan sedekak.”

Sedangkan pasal 50 menentukan bahwa “ Dalam hal terfadi sengketa mengenai
hak milik atou keperdotoan loin dalam perkara-perkara sebugaimana yang
dimaksud dalam pasal 49, maka kiusus mengenai objek yang mernjadi sengketa
lersebut harus diputus terlebih dahuly oleh Pengadilan dalom linglamgan
Peradilan Umum.”

Hal itu sepintas menimbulkan pertanyzan menyangkut batas-batas
kompetensi absolut Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Persoalan itu menjadi kompleks

karena dapat menciptakan konflik di tingkat doa intitusi peradilan,
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